BAB II

EVALUASI HASIL

PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah
a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi dari 6 (enam) provinsi di wilayah regional sulawesi, memiliki total luas wilayah 148.140 km2, meliputi luas daratan 38.140  km2 dan luas laut 110.000  km2. Panjang garis pantai 1.740 km, jumlah pulau 651 buah, 361 pulau di antaranya telah memiliki nama, 290 pulau belum memiliki nama dan hanya 86 pulau yang berpenghuni. Penduduk yang bermukim di wilayah kepulauan sebanyak 39 persen. 
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Gambar 2.1  
Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara
Batas wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara  meliputi :

Sebelah Utara 
: Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah

Sebelah Barat 
: Teluk Bone

Sebelah Selatan 
: Laut Flores (Provinsi NTT)

Sebelah Timur  
: Laut Banda (Provinsi Maluku)

Secara administratif Provinsi Sulawesi Tenggara terbagi menjadi 17 kabupaten/kota, 209 kecamatan, 373 kelurahan dan 1.850 desa. Hingga Tahun 2013 penduduk Sulawesi Tenggara tercatat sebanyak 2.360.611 jiwa.

b. Letak dan Kondisi Geografis
Sulawesi Tenggara secara astronomis terletak antara 02O 45’ – 06O 15’ Lintang Selatan dan 120O 25’ - 124O 45’ Bujur Timur. Sebagian besar topografi Sulawesi Tenggara terdiri dari tanah berbukit hingga bergunung, yaitu ± 74% sedang selebihnya datar sampai berombak ± 26%, sebagaimana disajikan pada diagram berikut :
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Gambar 2.2  
Kondisi Topografi Wilayah Sulawesi Tenggara
Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2014

c. Topografi
Secara umum topografi Sulawesi Tenggara bergelombang hingga bergunung. Pada beberapa tempat terdapat dataran aluvial seperti Mowewe, Lainea, Ladongi dan lain-lain. Berdasarkan kelas kemiringan lahan maka kondisi topografi di Sulawesi Tenggara dapat dibedakan sebagai berikut:
a. Dataran Konaweha-Lahumbuti dengan luas kurang lebih 87.500 ha.

b. Dataran Rate-rate–Lambandia dengan luas kurang lebih 25.000 ha.

c. Dataran Waworamo–Punggaluku dengan luas kurang lebih 18.000 ha.

d. Dataran Tinanggea–Lakara dengan luas kurang lebih 17.000 ha.

e. Dataran Lalindu–Lasolo dengan luas kurang lebih 17.000 ha.

f. Dataran Konda dengan luas kurang lebih 14.000 ha.

g. Dataran Sampara dengan luas kurang lebih 14.000 ha.

h. Dataran Roraya dengan luas kurang lebih 10.000 ha.

i. Dataran Kolono dengan luas kurang lebih 4.000 ha.

j. Dataran Oko-oko – Tawai dengan luas kurang lebih 13.500 ha.

k. Dataran Kolaka – Pomalaa dengan luas kurang lebih 12.000 ha.

l. Dataran Watuputih dengan luas kurang lebih 7.000 ha.
Kondisi kelerengan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara didominasi dengan kondisi kelerengan 0-40 % seluas kurang lebih 72,23 persen dari luas daratan, secara rinci tingkat kelerengan tanah dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
Tabel 2.1
Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
	Kemiringan 

(%)
	Luas 

(ha)
	Persentase 

(%)

	0 – 2
	894.790
	23,16

	3 – 15
	606.657
	15,91

	15 – 40
	1.253.316
	32,86

	> 40
	1.059.237
	27,77

	Jumlah
	3.814.000
	100,00


Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2014

Dari tabel di atas dapat dilihat kondisi kelerengan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara didominasi dengan kondisi kelerengan nol sampai dengan 40 persen seluas kurang lebih 72,23 persen dari luas daratan. 

d. Geologi
Kondisi batuan terdiri dari tiga jenis batuan yaitu batuan sedimen (Sedimentary rock) dengan luas 2.579.790 ha, batuan metamorfosis tanah berbukit (Metamorphic rocks)  seluas 754.409 ha dan batuan beku (Igneous rocks) seluas 479.801 ha.

Terdapat 6 (enam) jenis tanah yaitu tanah Podzolik (Podzolik) seluas 2.299.729 ha atau 60,30 persen dari luas tanah di Sulawesi Tenggara, tanah Mediteran (Meditteran) seluas 898,802 ha atau 23,57 persen, tanah Latosol (Latozol) seluas 349,784 ha atau 9,17 persen, tanah Aluvial (Alluvial) seluas 129.569 ha atau 3,40 persen, tanah Organosol (Organozol) seluas 116.099 ha atau 3,04 persen dan tanah Gromusol (Grumuzul) seluas 20.017 ha atau 0,52 persen.

e. Hidrologi
Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki beberapa sungai yang melintasi hampir seluruh kabupaten/kota. Sungai-sungai tersebut pada umumnya potensial untuk dijadikan sebagai sumber energi, untuk kebutuhan industri, rumah tangga dan irigasi. Daerah aliran sungai, seperti Daerah Aliran Sungai (DAS) Konaweha, melintasi Kabupaten Kolaka dan Konawe. DAS tersebut seluas 7.150,68 km2 dengan debit air rata-rata 200 m3/detik. Bendungan Wawotobi yang menampung aliran sungai tersebut, mampu mengairi persawahan di daerah Konawe seluas 18.000 ha.

Selain itu, masih dapat dijumpai banyak aliran sungai di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan debit air yang besar sehingga berpotensi untuk pembangunan dan pengembangan irigasi seperti : Sungai Lasolo di Kabupaten Konawe, Sungai Roraya di Kabupaten Bombana (Kecamatan Rumbia dan Poleang), Sungai Wandasa dan Sungai Kabangka Balano di Kabupaten Muna, Sungai Laeya di Kabupaten Kolaka dan Sungai Sampolawa di Kabupaten Buton. Di samping sungai-sungai tersebut terdapat pula 2 (dua) rawa yang cukup besar, yaitu Rawa Aopa yang terdapat di Kabupaten Konawe Selatan dan Rawa Tinondo yang terdapat di Kabupaten Kolaka.

f. Klimatologi 
Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson tipe iklim di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dibedakan ke dalam  5 (lima) klasifikasi  iklim, yaitu:

Tabel 2.2
Tipe Iklim Berdasarkan Klasifikasi Schmidt dan Ferguson 
di Provinsi Sulawesi Tenggara
	No.
	Tipe Iklim
	Wilayah

	1.
	B
	Sekitar wilayah Kecamatan Asera (Kab. Konawe Utara) 

	
	
	Sekitar wilayah Kecamatan Lainea (Kab. Konawe Selatan) 

	
	
	Sekitar wilayah Kecamatan Pakue dan Lasusua (Kab. Kolaka Utara) 

	
	
	Sekitar wilayah Kecamatan Kabawo (Kab. Muna) 

	2.
	C
	Sekitar wilayah Kecamatan Lambuya, Wawotobi dan Sampara (Kab. Konawe) 

	
	
	Sekitar Kecamatan Lainea, Tinanggea dan Konda (Kab. Konawe Selatan) 

	
	
	Sekitar wilayah Kecamatan Wolo, Kolaka, Wundulako dan Mowewe (Kab. Kolaka) 

	
	
	Sekitar Kecamatan Pasar Wajo (Kab. Buton) 

	
	
	Kecamatan Rarowatu, Kabaena Timur dan Rumbia (Kab. Bombana) 

	
	
	Sekitar Kecamatan Wolio (Kota Baubau) 

	
	
	Sekitar Kecamatan Kulisusu (Kab. Buton Utara) 

	3.
	D
	Sekitar wilayah Kecamatan Pondidaha, Abuki (Kab. Konawe) 

	
	
	Sekitar wilayah Kecamatan Moramo, Tinanggea, Landono, Angata (Kab. Konawe Selatan) 

	
	
	Sekitar wilayah Kecamatan Watubangga, Tirawuta dan Ladongi (Kab. Kolaka) 

	
	
	Sekitar wilayah Kecamatan Batauga, Sampolawa, Kapontori, Lasalimu, Gu (Kab. Buton) 

	
	
	Sekitar wilayah Kecamatan, Kabaena dan Poleang Timur (Kab. Buton) 

	
	
	Sekitar wilayah Kecamatan Bungi (Kota Baubau) 

	
	
	Sekitar Kota Kendari 

	
	
	Sekitar Kecamatan Tikep dan Lawa (Kab. Muna) 

	4.
	E
	Sekitar Wilayah Kecamatan Mawasangka (Kab. Buton) 

	
	
	Sekitar Wilayah Kecamatan Kaledupa (Kab. Wakatobi) 

	5.
	G
	Sekitar Kecamatan Tomia (Kab. Wakatobi) 

	Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2014


Tabel 2.3
Keadaan Hari Hujan dan Curah hujan di Beberapa Daerah

di Sulawesi Tenggara
	Bulan

 
	Pasarwajo (Buton)
	Raha (Muna)
	Baubau
	Pomalaa (Kolaka)
	Andoolo (Konawe Selatan)
	Kendari

	
	HH
	CH
	HH
	CH
	HH
	CH
	HH
	CH
	HH
	CH
	HH
	CH

	Januari
	-
	-
	8
	190,00
	18
	138,60
	22
	106,30
	18
	141,90
	15
	246,60

	Februari
	15
	775
	7
	382,00
	13
	178,70
	16
	160,80
	18
	159,10
	16
	203,30

	Maret
	16
	820
	14
	465,00
	14
	151,10
	19
	190,40
	22
	208,40
	21
	224,50

	April
	15
	1.165
	15
	395,00
	8
	103,60
	21
	216,90
	24
	112,20
	15
	216,70

	Mei
	16
	1.720
	15
	992,00
	12
	55,20
	21
	271,10
	19
	135,40
	11
	30,60

	Juni
	15
	1.254
	11
	1.224,00
	8
	41,20
	16
	93,20
	16
	151,40
	11
	35,90

	Juli
	14
	2.159
	8
	324,00
	6
	70,30
	11
	153,20
	11
	221,30
	9
	148,80

	Agustus
	4
	67
	8
	139,00
	1
	0,40
	5
	23,10
	5
	10,70
	3
	1,00

	September
	-
	-
	5
	37,00
	2
	31,80
	7
	2,10
	3
	20,00
	4
	4,00

	Oktober
	2
	325
	5
	68,00
	1
	1,00
	10
	108,50
	6
	42,10
	2
	1,50

	November
	4
	426
	12
	245,00
	5
	33,70
	14
	220,10
	15
	61,20
	11
	72,10

	Desember
	8
	1.359
	12
	187,00
	19
	288,20
	20
	243,00
	26
	468,90
	19
	234,10

	Jumlah
	109
	10.070
	120
	4.648,00
	107
	1.093,80
	182
	1.788,70
	183
	1.732,60
	137
	1.419,10


Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2014
g. Penggunaan Lahan 
1. Kawasan Budidaya
Total penggunaan tanah di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah seluas 3.813.993 ha, yang terbagi ke dalam 8 (delapan) jenis, yaitu : tanah sawah seluas 93.113 ha, bangunan dan halaman sekitarnya seluas 145.914 ha, tanah tegalan/kebun seluas 214.306, tanah ladang/huma seluas 116.268 ha, tanah padang rumput 95.094 ha, tanah rawa yang tidak ditanami 61.757 ha, tambak, kolam, tebat dan empang seluas 19.161 ha, lahan yang sementara tidak diusahakan seluas 314.093 ha, lahan tanaman kayu-kayuan seluas 306.314 ha tanah hutan negara seluas 1.753.121 ha, tanah perkebunan seluas 381.604 ha dan lainnya 313.25 ha.

2. Kawasan Lindung
Untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup maka telah ditetapkan beberapa kawasan konservasi di Sulawesi Tenggara sebagai berikut :

Kawasan Suaka Alam yang meliputi : 

· Cagar Alam Napabalano 

· Cagar Alam Lamedai 

· Cagar Alam Kakinauwe 

· Suaka Margasatwa Tanjung Amolengo 

· Suaka Margasatwa Buton Utara 

· Suaka Margasatwa Tanjung Peropa 

· Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo 

· Suaka Margasatwa Lambusango. 

Kawasan Pelestarian Alam yang meliputi: 

· Taman Hutan Raya Gunung Nipa-nipa

· Taman Hutan Nasional Rawa Aopa Watumohai 

· Taman Nasional Laut Wakatobi 

· Taman Wisata Alam Mangolo 

· Taman Wisata Alam Tirta Rimba Moramo 

· Taman Wisata Alam Laut P. Padamarang dan sekitarnya 

· Taman Wisata Alam Teluk Lasolo 

· Taman Buru Mata Osu

h. Flora dan Fauna 
Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki kekayaan alam berupa fauna (binatang) yang khas dan jarang dijumpai di daerah lain di Indonesia. Jenis binatang khas atau spesifik di daerah ini antara lain adalah anoa, babi rusa dan burung maleo yang merupakan satwa langka sehingga mendapat perlindungan yang ketat. Binatang lain yang hidup di Sulawesi Tenggara adalah monyet, musang, rusa, ular, babi hutan, burung nuri dan kakatua. 

Jenis-jenis flora endemik di Sulawesi Tenggara adalah kayu kuku (Pericopsis mooniana) dan jenis komersil lainnya seperti kayu besi, kayu hitam, palapi, jati, rotan dan lain-lain.

Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bagian dari biosfir, terdiri dari berbagai ekosistem daratan dan lautan yang merupakan sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan secara lestari. 

2.1.1.2 Wilayah Rawan Bencana
Jenis bencana alam yang potensial terjadi di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, meliputi : gempa bumi, banjir air, angin topan, gelombang pasang/tsunami, tanah longsor, kebakaran dan abrasi. Lokasi yang paling berpotensi terhadap terjadinya bencana alam gempa bumi di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi kawasan Pulau Muna bagian barat dan selatan, Pulau Buton, Kolaka Utara, Konawe Selatan bagian timur, Kota Kendari dan Pulau Wawonii. Sedangkan lokasi yang paling berpotensi terhadap terjadinya bencana alam gelombang pasang/tsunami meliputi kawasan pesisir Pulau Muna bagian barat dan selatan, Pulau Buton bagian selatan dan Kepulauan Wakatobi.

Adapun bencana yang diakibatkan oleh kecelakaan laut sangat potensial terjadi di seluruh perairan laut Sulawesi Tenggara seiring dengan terjadinya perubahan iklim yang mengakibatkan semakin tingginya gelombang laut serta semakin meningkatnya intensitas lalu lintas pelayaran di kawasan tersebut dari waktu ke waktu.

2.1.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah
Kebijakan penataan ruang daerah Provinsi Sulawesi Tenggara  terdiri atas :

a. Menata dan mengalokasikan sumberdaya lahan secara proporsional melalui berbagai pertimbangan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan di sektor unggulan pertanian, pertambangan serta kelautan dan perikanan;

b. Peningkatan aksesibilitas dan pengembangan pusat-pusat kegiatan sektor terhadap pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan lokal melalui pengembangan struktur ruang secara terpadu;

c. Menetapkan pola ruang secara proporsional untuk mendukung pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal, seimbang dan berkesinambungan;

d. Menetapkan kawasan strategis dalam rangka pengembangan sektor unggulan dan pengembangan sosial ekonomi secara terintegrasi dengan wilayah sekitar; dan

e. Pengembangan sumberdaya manusia yang mampu mengelola sektor unggulan secara profesional dan berkelanjutan.

Strategi dalam mewujudkan pengembangan sektor pertanian dalam arti luas terdiri atas :

a. Menata dan mengalokasikan sumberdaya lahan untuk pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta pengembangan lahan peternakan secara proporsional;

b. Mengembangkan sarana dan prasarana guna mendukung aksesibilitas dan pusat-pusat pertumbuhan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta pengembangan lahan peternakan terhadap pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan lokal;

c. Mengintegrasikan kawasan unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta pengembangan lahan peternakan dengan wilayah sekitar dan kawasan unggulan lain; dan

d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu mengelola sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta peternakan secara profesional dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
Strategi dalam mewujudkan pengembangan sektor pertambangan terdiri atas:

a. Menata dan menetapkan kawasan pertambangan;

b. Mengembangkan pusat industri pertambangan nasional sebagai suatu kawasan pertambangan dan pengolahan bahan tambang secara terpadu;

c. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung guna menunjang aksesibilitas pusat kawasan industri pertambangan dengan usaha ekonomi pada wilayah sekitar;

d. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang aksesibilitas perdagangan antar pulau dan ekspor;

e. Mengintegrasikan usaha-usaha untuk mendukung pengembangan pusat industri pertambangan nasional dengan usaha-usaha ekonomi masyarakat sekitar;

f. Mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan secara preventif maupun kuratif sebelum dan sesudah eksplorasi bahan tambang dan limbah pabrik pengolahan; dan

g. Pengembangan sumberdaya manusia secara komprehensif untuk mengelola industri pertambangan nasional secara menyeluruh dengan melaksanakan pelatihan teknis dan membangun sekolah kejuruan dan pendidikan keahlian (sarjana dan pascasarjana).

Strategi dalam mewujudkan pengembangan sektor kelautan dan perikanan terdiri atas:

a. Menata dan mengalokasikan sumberdaya lahan secara proporsional melalui berbagai pertimbangan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan;

b. Meningkatkan aksesibilitas dan pengembangan pusat-pusat kegiatan sektor kelautan dan perikanan terhadap pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan lokal melalui pengembangan struktur ruang secara terpadu;

c. Menetapkan pusat kawasan pengembangan sektor perikanan dan kelautan berupa kawasan pengembangan budidaya perairan dan kawasan perikanan tangkap secara terintegrasi dengan usaha-usaha ekonomi wilayah sekitar; 

d. Melindungi dan mengelola sumberdaya kelautan untuk kebutuhan perlindungan plasma nutfah, terumbu karang dan sumberdaya hayati untuk kelangsungan produksi dan pengembangan ekowisata; dan

e. Mengembangkan fasilitas pelayanan pendidikan dan latihan secara profesional dan berkelanjutan.
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Gambar 2.3  
Peta Struktur Ruang RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara
Sumber : Bappeda Prov. Sultra, Tahun 2014
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Gambar 2.4  
Peta Pola Ruang RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara
Sumber : Bappeda Prov. Sultra, Tahun 2014
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Gambar 2.5  
Peta Kawasan Strategis RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara
Sumber : Bappeda Prov. Sultra, Tahun 2014
2.1.1.4 Demografi
Dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Sulawesi Tenggara dibentuk pada tanggal 27 April 1964 berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 1964 junto Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 dengan cakupan wilayah administrasi yang meliputi 4 (empat) kabupaten yakni Kabupaten Kendari, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Buton dan Kabupaten Muna. 

Seiring dengan perkembangan wilayah administrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara, maka pada tahun 2014 telah terjadi penambahan pemekaran wilayah dari 14 kabupaten/kota menjadi 17 kabupaten/kota. Hal ini diikuti pemekaran wilayah administrasi kecamatan dan desa/kelurahan sehinga terdapat 209 kecamatan dan 2.223 desa/kelurahan sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.4 berikut ini : 

Tabel 2.4
Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara

Tahun 2014
	No
	Kabupaten/Kota
	Ibukota
	Luas Wilayah (km2)
	Jumlah

	
	
	
	
	Kecamatan
	Desa & Kel.

	1.
	Buton
	Pasarwajo
	1.207,02
	7
	95

	2.
	Muna
	Raha
	1.867,52
	22
	150

	3.
	Konawe
	Unaaha
	5.798,94
	23
	341

	4.
	Kolaka
	Kolaka
	2.916,42
	12
	135

	5.
	Konawe Selatan
	Andoolo
	4.514,20
	22
	351

	6.
	Bombana
	Rumbia
	3.056,08
	22
	138

	7.
	Wakatobi
	Wangi-wangi
	425,97
	8
	100

	8.
	Kolaka Utara
	Lasusua
	3.391,62
	15
	133

	9.
	Buton Utara
	Buranga
	1.996,59
	6
	90

	10.
	Konawe Utara
	Asera
	4.877,46
	10
	143

	11.
	Kolaka timur *)
	Tirawuta
	4.001,96
	12
	133

	12.
	Konawe Kepulauan*)
	Wawonii
	993,51
	7
	74

	13.
	Muna Barat*)
	Laworo
	1.022,89
	11
	86

	14.
	Buton Tengah*)
	Labungkari
	958,31
	7
	77

	15.
	Buton Selatan*)
	Batauga
	509,92
	7
	70

	16.
	Kota Kendari
	Kendari
	295,89
	10
	64

	17.
	Kota Baubau
	Baubau
	305,70
	8
	43

	Jumlah
	
	38.140,00
	209
	2.223


Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2014

*) Kabupaten Pemekaran Baru
Dilihat dari karakteristik demografis Provinsi Sulawesi Tenggara, maka penyebaran penduduk antar wilayah yang tidak merata, pertumbuhan penduduk yang melampaui angka nasional, struktur penduduk yang berbentuk piramidal dan angka ketergantungan (dependency ratio) yang cukup tinggi yang kesemuanya perlu mendapat perhatian yang lebih seksama. 

Kabupaten induk seperti Kolaka dan Kota Kendari memiliki konsentrasi penduduk yang tinggi dibanding dengan kabupaten kota lainnya di Sulawesi Tenggara. Keadaan jumlah, persebaran dan pertumbuhan penduduk kabupaten kota di Sulawesi Tenggara disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Jumlah Persebaran dan Pertumbuhan Penduduk Provinsi

Sulawesi Tenggara Tahun 2013

	No.
	Kabupaten/Kota
	Jumlah (jiwa)
	Persebaran (%)
	Laju Pertumbuhan (%)*

	1.
	Buton
	261.727
	11,09
	0,23

	2.
	Muna
	279.928
	11,86
	1,12

	3.
	Konawe
	223.727
	9,48
	1,45

	4.
	Kolaka
	223.727
	9,46
	2,39

	5.
	Konawe Selatan
	280.595
	11,89
	1,95

	6.
	Bombana
	150.186
	6,36
	2,82

	7.
	Wakatobi
	95.157
	4,03
	0,21

	8.
	Kolaka Utara
	54.752
	2,32
	2,45

	9.
	Buton Utara
	57.422
	2,43
	1,40

	10.
	Konawe Utara
	54.752
	2,32
	2,04

	11.
	Kolaka Timur 
	113.834
	4,82
	2,39

	12.
	Konawe Kepulauan 
	30.396
	1,29
	1,45

	13.
	Muna Barat
	*
	*
	*

	14.
	Buton Tengah
	*
	*
	*

	15.
	Buton Selatan
	*
	*
	*

	16.
	Kota Kendari
	314.126
	13,31
	3,04

	17.
	Kota Baubau
	145.427
	6,16
	2,00

	Jumlah
	2.360.611
	100,00
	1,81


Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2014

*) Gabung dengan kabupaten induk
Pembangunan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh struktur penduduk yang berada dalam suatu wilayah. Berikut Struktur penduduk Sulawesi Tenggara menurut kelompok umur disajikan dalam tabel 2.6, yaitu :
Tabel 2.6
Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Kelompok Umur
	Klp Umur
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	0-4
	244.142
	268.703
	273.917
	278.804
	283.746

	5-9
	255.084
	268.270
	273.517
	278.326
	283.193

	10-14
	238.350
	245.951
	250.678
	255.020
	259.411

	15-19
	205.161
	213.703
	217.924
	221.939
	225.994

	20-24
	168.854
	197.824
	201.752
	205.744
	209.779

	25-29
	189.077
	197.691
	201.668
	205.551
	209.474

	30-34
	154.406
	171.711
	175.199
	173.559
	181.952

	35-39
	157.709
	161.454
	164.768
	167.872
	171.002

	40-44
	119.797
	131.647
	134.309
	136.819
	139.356

	45-49
	97.172
	102.590
	104.699
	106.626
	108.575

	50-54
	86.125
	84.250
	85.961
	87.501
	89.053

	54-59
	64.444
	58.610
	59.818
	60.877
	61.946

	> 60
	137.979
	130.182
	132.810
	134.965
	137.130

	Total
	2.118.300
	2.232.586
	2.277.020
	2.318.600
	2. 360.611


Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2014

2.1.1.5 Infrastruktur Daerah
Beberapa infrastruktur dasar yang bersifat strategis telah dan akan terus dibangun dalam upaya pemerintah daerah menyiapkan infrastruktur yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan seluruh aktivitas kehidupannya. Pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk seperti pelabuhan, jalan provinsi dan nasional dan juga melakukan rehabilitasi jaringan irigasi, bangunan pengendali banjir dan lain-lain.

Peningkatan arus penumpang, barang dan jasa melalui Bandar Udara Haluoleo, Bandar Udara Betoambari Baubau, Bandar Udara Sangia Ni Bandera Kolaka dan Bandar Udara Matahora Wakatobi, terus meningkat. Keadaan arus penumpang, barang dan jasa yang datang dan berangkat melalui transportasi darat, laut, penyeberangan dan udara disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.7  
Keadaan Arus Penumpang dan Barang yang Datang dan Berangkat

Melalui Transportasi Darat, Laut, Penyebrangan dan Udara 
di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010-2014
	No
	Arus Penumpang dan Barang
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Jumlah Penumpang Angkutan Umum
	249.424.263
	250.356.316
	256.123.423
	298,605,218
	307,563,375

	2.
	Arus Kedatangan dengan Penyeberangan Laut (org)
	794.694
	797.294
	805.320
	934,171
	962,196

	3.
	Arus Kedatangan dengan Transportasi Darat (org)
	23.996.472
	25.321.430
	28.124.521
	32,624,444
	33,603,177

	4.
	Arus Keberangkatan dengan Penyeberangan Laut (org)
	794.694
	812.542
	852.328
	988,700
	1,018,361

	5.
	Arus Keberangkatan dengan Transportasi darat
	223.838.403
	223.425.050
	225.489.120
	261,567,379
	269,414,400

	6.
	Jumlah Barang yang Terangkut melalui Angkutan Umum
	622.035
	960.669
	980.345
	1,137,200
	1,171,316

	7.
	Jumlah Barang Masuk melalui Penyeberangan Laut (ton)
	126.210
	128.562
	131.453
	152,485
	157,060

	8.
	Jumlah Barang Masuk melalui Moda Transportasi Darat (ton)
	126.210
	456.045
	615.235
	713,672
	735,082

	9.
	Jumlah Barang Keluar melalui Penyeberangan Laut
	131.230
	134.520
	139.430
	161,738
	166,590

	10.
	Jumlah Barang Keluar melalui Moda Transportasi Darat
	238.385
	241.542
	280.540
	325,426
	335,189

	11.
	Arus Angkutan Udara
	8.021.731
	8.061.355
	7.410.122
	8,151,134
	8,309,615

	12.
	Arus Kedatangan dengan  Transportasi Udara (org)
	270.497
	295.420
	405.688
	446,256
	455,181

	13.
	Arus Keberangkatan dengan Transportasi Udara (org)
	237.209
	304.017
	412.860
	454,146
	458,687

	14.
	Arus Barang Masuk melalui Moda Transportasi Udara (kg)
	3.972.181
	4.349.449
	3.778.701
	4,156,571
	4,239,702

	15.
	Arus Barang Keluar melalui Moda Transportasi Udara (kg)
	3.541.844
	3.112.469
	2.812.873
	3,094,160
	3,156,043

	16.
	Arus Kedatangan Dengan Transpotasi Laut
	114,106
	131,222
	144,344
	165,995
	171,805

	17.
	Arus Keberangkatan Dengan Transpotasi Laut
	128,209
	147,440
	162,184
	186,511
	193,039

	18.
	Arus Barang Masuk Melalui Moda Transportasi Laut
	7,632,886
	8,777,819
	9,655,601
	11,103,941
	11,492,579

	19.
	Arus Barang Keluar Melalui Moda Transportasi Laut
	1,450,961
	1,668,605
	1,835,466
	2,110,785
	2,184,663


Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra, Tahun 2014
Pembangunan pelabuhan penyeberangan dan pengoperasian Kapal Ferry Bahteramas yang menghubungkan Kamaru (di Pulau Buton) dan Wanci Wakatobi, merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Provinsi untuk menghubungkan seluruh wilayah dataran dan kepulauan di Sulawesi Tenggara.
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
a. Penduduk Miskin

Penduduk miskin adalah adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang menggolongkan seseorang miskin atau tidak miskin. Garis kemiskinan di Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada bulan Maret 2009 Garis Kemiskinan Sulawesi Tenggara tercatat sebesar 161.583 rupiah per kapita per bulan, kemudian pada bulan Maret 2010 meningkat mencapai 165.208 rupiah per kapita per bulan. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, garis kemiskinan Sulawesi Tenggara terus naik hingga pada bulan September 2014 mencapai peningkatan dua kali lipat lebih yaitu mencapai 243.036 rupiah per kapita per bulan.  
Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Provinsi

Sulawesi Tenggara Tahun 2009-2014
	Tahun
	Garis Kemiskinan
(Rp)
	Penduduk Miskin (000)
	Persentase Penduduk Miskin (%)

	Maret 2009
	161.583
	434,30
	18,93

	Maret 2010
	165.208
	400,70
	17,05

	Maret 2011
	181.577
	330,00
	14,56

	Maret 2012
	195.306
	316,30
	13,71

	September 2012
	203.333
	304,30
	13,06

	Maret 2013
	204.406
	301,71
	12,83

	September 2013
	226.990
	326,71
	13,71

	Maret 2014
	230.627
	342,26
	14,05

	September 2014
	243.036
	314,09
	12,77


Sumber : BPS, Susenas 2009-2014

Jika dilihat dari jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun cenderung menurun. Namun jika dibandingkan dengan total jumlah penduduk di Sulawesi Tenggara, persentasenya masih tergolong tinggi. Pada bulan Maret 2009 jumlah penduduk miskin Sulawesi Tenggara mencapai 434, 30 ribu jiwa dengan persentase sebesar 18,93 persen. Pada tahun berikutnya mengalami penurunan hingga mencapai 400,70 ribu jiwa atau 17,05 persen. Namun pada tahun 2011 hingga tahun 2014 penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami pelambatan, bahkan pada bulan September 2013 dan bulan Maret 2014 terjadi peningkatan tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan karena  kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan masih sangat rendah sehingga masih banyak yang terperangkap dalam jurang kemiskinan. Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin nasional, persentase penduduk miskin di Sulawesi Tenggara masih berada di atas nasional. Meskipun persentase penduduk miskin Sulawesi Tenggara cenderung menurun namun penurunannya semakin melambat, sehingga dapat dipastikan bahwa kelambatan penurunan tingkat kemiskinan atau persentase penduduk miskin di Sulawesi Tenggara mempengaruhi tingkat kemiskinan nasional.
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Gambar 2.6  
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Tenggara Terhadap

Nasional di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2009-2014
Sumber : BPS, Susenas 2009-2014

Persebaran penduduk miskin di Sulawesi Tenggara sebagian besar berada di daerah perdesaan. Selama periode Maret 2009-September 2014, penduduk miskin di daerah perdesaan cenderung berkurang. Pada tahun 2009 penduduk miskin di daerah perdesaan tercatat 408,15 ribu orang, mengalami penurunan hingga mencapai 268,30 ribu orang, terjadi pengurangan sebesar 139,85 ribu orang. Sementara  di daerah perkotaan cenderung mengalami peningkatan, dari 26,19 ribu orang di tahun 2009 meningkat hingga mencapai 45,79 ribu orang pada tahun 2014 atau naik 19,60 ribu orang. 

Tabel 2.9
Persebaran Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Tenggara

Tahun 2009-2014
	Tahun
	Penduduk Miskin (000)
	Persentase Penduduk Miskin (%)

	
	Kota
	Desa
	Kota
	Desa

	Maret 2009
	26,19
	408,15
	4,96
	23,11

	Maret 2010
	22,18
	378,52
	4,10
	20,92

	Maret 2011
	29,84
	300,17
	4,80
	18,24

	Maret 2012
	31,56
	284,77
	4,99
	17,00

	September 2012
	29,56
	274,70
	4,62
	16,24

	Maret 2013
	32,15
	273,68
	4,92
	15,82

	September 2013
	37,17
	293,67
	5,52
	16,92

	Maret 2014
	48,25
	294,01
	7,06
	16,78

	September 2014
	45,79
	268,30
	6,62
	15,17


Sumber : BPS, Susenas 2009-2014

b. Pertumbuhan PDRB 
Pengukuran aspek pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan salah satu aspek mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur berdasarkan pada kontribusi setiap sektor pada komposisi PDRB. Pada tabel berikut ini diperlihatkan pertumbuhan dan kontribusi setiap sektor pada PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2011 sampai dengan 2014.
Tabel 2.10
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)

Tahun 2011-2014
	No
	Sektor
	2011
	2012
	2013*
	2014**

	
	
	(Rp)
	%
	(Rp)
	%
	(Rp)
	%
	Rp.
	%

	1.
	Pertanian
	10.234.583,69
	31,87
	11.217.340,12
	30,61
	12.267.340,12
	30,02
	13.172.624,49
	29,39

	2.
	Pertambangan & penggalian
	1.948.316,32
	6,07
	2.838.450,44
	7,75
	3.161.274,35
	7,74
	2.909.224,33
	  6,49

	3.
	Industri pengolahan
	2.217.586,13
	6,91
	2.326.798.03
	6,35
	2.495.117,85
	6,11
	2.692.301,01
	6,01

	4.
	Listrik, gas & air bersih
	296.357,49
	0,92
	359.943,12
	0,98
	439.622,92
	1,08
	512.576,67
	1,14

	5.
	Konstruksi
	2.742.105,02
	8,54
	3.216.924,91
	8,78
	3.630.696,51
	8,89
	4.224.018,97
	9,43

	6.
	Perdagangan, hotel & restoran
	5.963.725,97
	18,57
	6.985.435,72
	19.06
	8.054.155,63
	19,71
	9.078.602,34
	20,26

	7.
	Pengangkutan & komunikasi angkutan & komunikasi
	2.950.075,47
	9,19
	3.287.849,76
	8,97
	3.603.032,65
	8,82
	3.909.855,09
	8,72

	8.
	Keuangan, sewa & jasa Perusahaan
	1.905.730,97
	5,93
	2.183.992,37
	5,96
	2.546.399,12
	6,23
	2.850.001,84
	6,36

	9.
	Jasa-jasa
	3.854.556,23
	12,00
	4.230.764.02
	11,54
	4.664.028,48
	11,41
	5.464.138,47
	12,19

	PDRB
	32.113.037,29
	100
	36.647.498,49
	100
	40.861.465,37
	100
	44.813.343,21
	100


Sumber : BPS Prov. Sultra, Tahun 2015


 *Angka Sementara


**Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dari tabel di atas menunjukkan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai daerah agraris yang menjadikan sektor pertanian dengan kontribusi terbesar, namun dari tahun ke tahun cenderung menurun. Hal ini dapat dilihat kontribusi dari tahun 2011 mencapai 31,87, tahun 2012 mencapai 30,61 persen dan tahun 2013 mencapai 30,02 persen terus menurun hingga tahun 2014 mencapai 29,39 persen. sampai dengan 2014 yang  mencapai 29,87 persen. Hal tersebut berbeda dengan sektor sektor perdagangan, hotel dan restoran terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan merupakan sektor yang memberi kontribusi ke dua terbesar setelah sektor pertanian dengan capaian 2014 mencapai 20,26 persen.
Tabel 2.11
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga 
Konstan 2000 (Juta Rupiah) Tahun 2011-2014
	No
	Sektor
	2011
	2012
	2013*
	2014**

	
	
	(Rp)
	%
	(Rp)
	%
	(Rp)
	%
	Rp.
	%

	1.
	Pertanian
	3.702.808,97
	29,16
	3.873.252,03
	27,59
	4.079.388,54
	27,06
	4.294.595,68
	26,87

	2.
	Pertambangan & penggalian
	914.990,55
	7,21
	1.308.721,02
	9,32
	1.308.903,36
	8,68
	1.219.043,14
	7,63

	3.
	Industri pengolahan
	1.091.287,72
	8,59
	1.116.907,31
	7,96
	1.169.729,59
	7,76
	1.224.665,16
	7,66

	4.
	Listrik, gas & air bersih
	97.217,90
	0,77
	117.024,25
	0,83
	133.348,22
	0,88
	146.932,58
	0,92

	5.
	Konstruksi
	1.195.882,84
	9,42
	1.346.974,13
	9,59
	1.465.719,28
	9,72
	1.650.614,99
	10,33

	6.
	Perdagangan, hotel & restoran
	2.249.444,67
	17,71
	2.517.689,80
	17,93
	2.766.788,91
	18,35
	2.999.176,43
	18,76

	7.
	Pengangkutan & komunikasi angkutan & komunikasi
	1.128.516,51
	8,89
	1.239.432,50
	8,83
	1.328.335,11
	8,81
	1.398.841,24
	8,75

	8.
	Keuangan, sewa & jasa Perusahaan
	825.544,69
	6,50
	916.165,15
	6,53
	1.036.313,13
	6,87
	1.132.962,48
	7,09

	9.
	Jasa-jasa
	1.492.426,92
	11,75
	1.603.483,72
	11,42
	1.700.329,70
	11,28
	1.917.815,30
	12,00

	PDRB
	12.698.120,77
	100
	14.039.649,91
	100
	15.076.855,84
	100
	15.984.647,00
	100


Sumber : BPS Prov. Sultra, Tahun 2015


 *Angka Sementara


**Angka Sangat Sementara

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 menunjukkan Sektor Pertanian masih mendominasi namun lanjunya semakin menurun, terlihat pada tahun 2011 mencapai 29,16 persen namun pada tahun 2014 turun hingga 26,87 persen. Hal yang sama terjadi pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku yaitu Sektor Perdagangan, Hotel  dan Restoran terus meningkat dari 17,71 persen pada tahun 2011 menjadi 18,76 persen pada tahun 2014.

Tabel 2.12 
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (HB) 

dan Harga Konstan (HK) Tahun 2010-2013
	No.
	Sektor
	2011
	2012
	2013*
	2014**

	
	
	HB
	HK
	HB
	HK
	HB
	HK
	HB
	HK

	
	
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

	1.
	Pertanian
	31,87
	29,16
	27,59
	27,59
	30,02
	27,06
	29,39
	26,87

	2.
	Pertambangan & penggalian
	6,07
	7,21
	9,32
	9,32
	7,74
	8,68
	  6,49
	7,63

	3.
	Industri pengolahan
	6,91
	8,59
	7,96
	7,96
	6,11
	7,76
	6,01
	7,66

	4.
	Listrik, gas & air bersih
	0,92
	0,77
	0,83
	0,83
	1,08
	0,88
	1,14
	0,92

	5.
	Konstruksi
	8,54
	9,42
	9,59
	9,59
	8,89
	9,72
	9,43
	10,33

	6.
	Perdagangan, hotel & restoran
	18,57
	17,71
	17,93
	17,93
	19,71
	18,35
	20,26
	18,76

	7.
	Pengangkutan & komunikasi
	9,19
	8,89
	8,83
	8,83
	8,82
	8,81
	8,72
	8,75

	8.
	Keuangan, sewa & jasa perusahaan
	5,93
	6,50
	6,53
	6,53
	6,23
	6,87
	6,36
	7,09

	9.
	Jasa-jasa
	12,00
	11,75
	11,42
	11,42
	11,41
	11,28
	12,19
	12,00

	PDRB
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


Sumber : BPS Prov. Sultra, Tahun 2015


 *Angka Sementara


**Angka Sangat Sementara

Tabel 2.13
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2011- 2014
	No.
	Lapangan Usaha
	2010

(%)
	2011

(%)
	2012

(%)
	2013*
(%)
	2014**
(%)

	1.
	Pertanian
	1,28
	2,56
	4,60
	5,32
	5,28

	2.
	Pertambangan & penggalian
	22,99
	35,12
	43,03
	6,74
	-12,73

	3.
	Industri pengolahan
	18,78
	6,50
	2,35
	4,73
	4,70

	4.
	Listrik, gas & air bersih
	8,79
	11,10
	20,37
	13,95
	10,19

	5.
	Konstruksi
	15,38
	12,76
	12,63
	8,82
	12,61

	6.
	Perdagangan, hotel & restoran
	11,92
	11,18
	11,92
	9,89
	8,40

	7.
	Pengangkutan & komunikasi
	9,04
	9,63
	9,83
	7,17
	5,31

	8.
	Keuangan, sewa & jasa perusahaan
	13,23
	17,91
	10,98
	13,11
	9,33

	9.
	Jasa-jasa
	1,40
	3,59
	7,44
	6,04
	12,79

	Sulawesi Tenggara
	8,22
	8,96
	10,56
	7,39
	6,02


Sumber : BPS Prov. Sultra, Tahun 2015


 *Angka Sementara


**Angka Sangat Sementara

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara pada tahun 2010 terus beranjak naik hingga pada tahun 2012 meningkat cukup pesat mencapai 10,56 persen dengan kontribusi terbesar pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian mencapai 43,03 persen. Namun pada tahun 2013 dan 2014 semakin menurun hingga mencapai 6,02 persen akibat pemberlakuan Undang-Undang Minerba.
c. Laju Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Data laju inflasi di  Kota Kendari  Provinsi Sulawesi Tenggara dari Tahun 2010-2014 dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 2.14
Laju Inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara 
Tahun 2010- 2014
	Triwulan
	2010

(%)
	2011

(%)
	2012

(%)
	2013

(%)
	2014

(%)

	I
	1,36
	6,53
	5,10
	3,02
	5,21

	II
	2,41
	7,53
	4,65
	3,76
	4,50

	III
	3,99
	7,88
	-
	7,30
	0,88

	IV
	3,87
	5,09
	5,25
	5,92
	7,39


Sumber : BPS Prov. Sultra, Tahun 2011-2015

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial
a. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Standar UNDP minimal 0% dan maksimal 100%.

Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15 tahun ke atas di Sulawesi Tenggara telah mencapai di atas 90%. Sejak lima tahun terakhir, antara tahun 2009 hingga tahun 2013, AMH penduduk usia 15 tahun ke atas terus mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2009 AMH penduduk usia 15 tahun ke atas mencapai 91,51 persen, tahun 2010 meningkat 0,34 point yaitu 91,85 persen dan hingga tahun 2013 mencapai 92,59 persen dari jumlah penduduk Sulawesi Tenggara yang berusia 15 tahun ke atas. Jadi, masih terdapat 7,41 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang belum tuntas buta aksara.
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Gambar 2.7
Perkembangan Angka Melek Huruf di Sulawesi Tenggara Tahun 2009-2014

Sumber : BPS Sultra, dari tahun ke tahun
Angka Melek Huruf di kabupaten/kota antara tahun 2009 sampai dengan 2013 berkisar antara 87 persen sampai dengan 98 persen. Terdapat dua kabupaten yang angka melek hurufnya meningkat di atas 2 persen yaitu Kabupaten Bombana dengan pertumbuhan mencapai 2,46 persen dari 90,62 persen pada tahun 2011 meningkat menjadi 93,08 pada tahun 2013. Selain Bombana terdapat Kabupaten Buton Utara yang meningkat angka melek huruf dengan pertumbuhan mencapai 3,25 persen yaitu 92,78 persen pada tahun 2011 meningkat menjadi 96,03 persen pada tahun 2013. Pada tahun 2013 Angka Melek Huruf Usia di atas 15 tahun terendah berada di Kabupaten Buton yaitu sebesar 86,65 persen, disusul kemudian Kabupaten Muna sebesar 88,73 persen dan Kabupaten Buton Utara sebesar 89,36 persen, sementara AMH Usia 15 tahun ke atas tertinggi adalah Kota Kendari dan Kota Baubau masing-masing sebesar 98,69 persen dan 95,71 persen. Pada Daerah Otonomi Baru (DOB) data AMH Usia 15 tahun ke atas masih bergabung dengan daerah induk masing-masing. 

Tabel 2.15
Perkembangan Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota

Tahun 2009-2013
	No.
	Kab./Kota
	2009

(%)
	2010

(%)
	2011

(%)
	2012

(%)
	2013

(%)

	1.
	Buton
	85,72
	86,57
	86,60
	86,62
	86,65

	2.
	Muna
	87,83
	87,97
	87,99
	88,37
	88,73

	3.
	Konawe
	94,61
	94,61
	94,66
	94,68
	94,73

	4.
	Kolaka
	93,16
	93,25
	93,27
	93,30
	93,46

	5.
	Konawe Selatan
	94,11
	94,12
	94,13
	94,13
	94,15

	6.
	Bombana
	88,49
	89,28
	89,31
	89,53
	91,47

	7.
	Wakatobi
	89,13
	89,86
	90,37
	91,35
	93,03

	8.
	Kolaka Utara
	93,04
	93,07
	93,58
	93,61
	94,54

	9.
	Buton Utara
	86,59
	87,02
	88,25
	88,34
	89,36

	10.
	Konawe Utara
	93,80
	93,81
	93,82
	93,84
	94,03

	11.
	Kolaka Timur
	*
	*
	*
	*
	92,64

	12.
	Konawe Kepulauan
	*
	*
	*
	*
	90,99

	13.
	Muna Barat
	*
	*
	*
	*
	*

	14.
	Buton Tengah
	*
	*
	*
	*
	*

	15.
	Buton Selatan
	*
	*
	*
	*
	*

	16.
	Kendari
	98,38
	98,60
	98,63
	98,68
	98,69

	17.
	Baubau
	95,30
	95,58
	95,60
	95,65
	95,71

	Sulawesi Tenggara
	91,51
	91,85
	91,95
	92,04
	92,59


Sumber : BPS, Susenas 2009-2014
*) Gabung dengan kabupaten induk
b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun dan level nasional mencanangkan Program Wajib Belajar 12 tahun. Pada grafik di bawah ini digambarkan rata-rata lama sekolah dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebagai berikut:
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Gambar 2.8
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah
di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2009-2013

Sumber : BPS, Susenas 2009-2013
Perkembangan rata-rata lama sekolah di Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, pada tahun 2009 rata-rata lama sekolah hanya mencapai 7,90 tahun, kemudian pada tahun 2010 mengalami peningkatan mencapai 8,11 tahun, terus naik hingga pada tahun 2013 mencapai 8,44 tahun. Diharapkan setiap tahun akan terus meningkat hingga seluruh masyarakat yang berusia 15 tahun ke atas dapat menempuh pendidikan wajib belajar 12 tahun.
Tabel 2.16
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota

Tahun 2009-2013

	No.
	Kab./Kota
	2009

(Thn)
	2010

(Thn)
	2011

(Thn)
	2012

(Thn)
	2013

(Thn)

	1.
	Buton
	6.52
	6.72
	6.93
	7.04
	7.13

	2.
	Muna
	7.35
	7.43
	7.45
	7.53
	7.55

	3.
	Konawe
	8.01
	8.34
	8.55
	8.56
	8.90

	4.
	Kolaka
	7.71
	7.90
	8.08
	8.09
	8.28

	5.
	Konawe Selatan
	7.62
	7.63
	7.65
	7.66
	7.69

	6.
	Bombana
	6.59
	6.82
	7.12
	7.28
	7.57

	7.
	Wakatobi
	6.85
	6.89
	7.59
	7.76
	8.07

	8.
	Kolaka Utara
	7.51
	7.55
	7.57
	7.65
	7.82

	9.
	Buton Utara
	7.87
	8.02
	8.03
	8.05
	8.14

	10.
	Konawe Utara
	7.05
	7.08
	7.70
	7.97
	8.43

	11.
	Kolaka Timur
	*
	*
	*
	*
	8.98

	12.
	Konawe Kepulauan
	*
	*
	*
	*
	6.86

	13.
	Muna Barat
	*
	*
	*
	*
	*

	14.
	Buton Tengah
	*
	*
	*
	*
	*

	15.
	Buton Selatan
	*
	*
	*
	*
	*

	16.
	Kendari
	11.13
	11.25
	11.37
	11.39
	11.41

	17.
	Baubau
	9.75
	9.84
	9.87
	9.89
	9.97

	Sulawesi Tenggara
	7.90
	8.11
	8.21
	8.25
	8.44


Sumber : BPS, Susenas 2009-2013
*) Gabung dengan kabupaten induk

c. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Perkembangan capaian Angka Partisipasi Kasar di Sulawesi Tenggara pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terus meningkat hingga mencapai 100 persen. APK pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A dari tahun ke tahun telah mencapai angka 100 persen, namun pada jenjang pendidikan SMP/MI/Paket B dari tahun ke tahun sejak tahun 2009 belum mencapai angka 100 persen, demikian pula pada jenjang pendidikan menengah yaitu SMA/SMK/MA/Paket C pada tahun 2013 baru mencapai 72,31 persen, masih jauh dari angka 100 persen. Dapat dilihat pada gambar berikut ini:
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Gambar 2.9
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Rata-Rata Lama Sekolah
di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2009-2013

Sumber : BPS, Susenas 2009-2013

d. Angka Partisipasi Murni

Indikator penting keberhasilan pendidikan ditunjukkan oleh semakin membaiknya Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Perkembangan APM dan APK mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas menunjukkan peningkatan yang signifikan. Salah satu faktor keberhasilannya adalah kebijakan pembebasan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) mulai dari Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas, meliputi Sekolah Negeri, Swasta dan Keagamaan. 
Tabel 2.17
Capaian APM Sekolah Dasar hingga Menengah Atas di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2009-2013
	Indikator
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	APM SD/MI/Paket A
	94,71
	95,06
	88,55
	92,54
	95,15

	APM SMP/MTs/Paket B
	66,45
	67,14
	64,22
	68,84
	69,68

	APM SM/MA/Paket C
	47,90
	48,54
	51,32
	50,67
	55,50


Sumber : BPS Susenas 2009-2013
Secara umum pada lima periode terakhir perkembangan APM jenjang pendidikan SD/MI/Paket A hampir mencapai 100 persen, pada tahun 2009 telah mencapai 94,71 persen, kemudian pada tahun 2010 naik mencapai 95,06 persen. Pada tahun 2011 sedikit mengalami penurunan hingga mencapai 88,55 persen kemudian tahun 2012 dan 2013 terus meningkat hingga mencapai 92,54 persen dan 95,15 persen. Peningkatan APM pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A perlahan-lahan diikuti pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B dan pendidikan menengah SM/MA/Paket C. Pada tahun 2009 APM SMP/MTs/Paket B mencapai 66,45 persen, mengalami fluktuasi angka hingga pada tahun 2013 mencapai 69,68 persen. Untuk pendidikan menengah, APM SM/MA/Paket C meski perlahan namun terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejak tahun 2009. Pada tahun 2013 APM SM/MA/Paket C telah mencapai 55,50 persen.
Untuk meningkatkan angka partisipasi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dibutuhkan peran aktif masyarakat dalam mendukung program wajib belajar 12 tahun, sehingga dengan pendidikan yang tinggi akan sangat menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan APK dan APM ditunjang dengan pembangunan infrastruktur pendidikan seperti pembangunan gedung sekolah yang dilengkapi dengan laboratorium dan perpustakaan. Selama tahun ajaran 2010/2011 hingga Tahun ajaran 2013/2014 telah terbangun 591  gedung sekolah mulai dari TK, SD, SMP dan SMA sederajat. 

Tabel 2.18
Jumlah Gedung Sekolah TK, SD, SMP, SMA dan Sederajat 
Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional 
di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010-2014

	Tahun
	2010/ 2011
	2011/ 2012
	2012/ 2013
	2013/ 2014

	TK dan sederajat
	991
	1.127
	1.271
	1.381

	SD dan sederajat 
	2.197
	2.239
	2.268
	2.295

	SMP dan Sederajat
	614
	637
	669
	653

	SMA dan Sederajat
	303
	305
	348
	367

	Jumlah
	4.105
	4.308
	4.556
	4.696


Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2014

e. Angka Kelulusan

Kualitas pembangunan Sumber Daya Manusia ditunjukkan dengan meningkatnya indikator pembangunan pendidikan. Salah satu indikator utama pembangunan pendidikan tersebut adalah angka kelulusan. Perkembangan angka kelulusan meningkat cukup signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan  pendidikan juga meningkat dari tahun ke tahun. Perkembangan angka kelulusan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010 – 2014  sebagai berikut:

Tabel 2.19
Perkembangan Angka Kelulusan di Provinsi Sulawesi Tenggara 

Tahun 2010-2014
	Tahun
	SD (%)
	SMP (%)
	SMA (%)
	SMK (%)

	2010
	100
	97,76
	99,38
	98,99

	2011
	100
	98,96
	98,62
	98,09

	2012
	100
	99,42
	99,53
	97,98

	2013
	100
	99,79
	97,90
	99,43

	2014
	100
	99,84
	98,11
	99,21


Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sultra, Tahun 2015
f. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Data pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan salah satu indikator untuk mengetahui seberapa besar penduduk yang telah mengenyam pendidikan dan bekerja pada sektor umum dan swasta. Bahwa tingkat pendidikan tertinggi menjadi salah satu faktor menentukan jenis dan posisi pekerjaan yang diberikan oleh pemberi kerja. Pada tabel di bawah ini digambarkan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang berusia 15 tahun ke atas yang mencari pekerjaan berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan tahun 2013 dengan jumlah 45.243 pelamar, jumlah pelamar antara laki-laki dan perempuan yang menamatkan sampai tingkat pendidikan yang tertinggi tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan.
Tabel 2.20
Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Mencari Pekerjaan Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin 
Tahun 2013

	Pendidikan Tertinggi yang 

Ditamatkan
	Laki-Laki
	Perempuan
	Jumlah

	Tidak / Belum tamat SD
	2.226
	2.596
	4.822

	Sekolah Dasar
	2.410
	1.816
	4.226

	SLTP
	1.946
	3.312
	5.528

	SMTA Umum
	9.278
	10.054
	19.332

	SMTA Kejuruan
	2.973
	1.165
	4.138

	Diploma / Universitas
	3.847
	3.620
	7.467

	Jumlah
	22.680
	22.563
	45.243


Sumber: Sultra Dalam Angka, Tahun 2014
g. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Dalam menilai derajat kesehatan masyarakat, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan. Indikator-Indikator tersebut pada umumnya tercermin dalam kondisi mortalitas, morbiditas dan status gizi. Mortalitas menggambarkan perkembangan derajat kesehatan masyarakat terlihat dari kejadian kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Di samping itu kejadian kematian juga dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Salah satu indikator untuk menilai keberhasilan program pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan selama ini adalah dengan melihat perkembangan angka kematian dari tahun ke tahun. Angka kematian yang biasanya dijadikan indikator, yaitu Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), Angka Kematian Ibu (AKI), dan Angka Harapan Hidup (AHH). Adapun kecenderungan pencapaian indikator aspek kesejahteraan disajikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.21
Pencapaian Indikator Kesejahteraan Bidang Kesehatan 
di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010-2014

	Indikator
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Angka Harapan Hidup (thn)
	67,80
	68,00
	68,21
	68,56
	70,71

	Angka Kelangsungan Hidup Bayi
	962,6
	963,8
	955*)
	965
	982,45

	Jumlah Kasus Kematian Ibu
	73
	97
	84
	79
	65

	Jumlah Kasus Kematian Bayi
	587
	429
	693
	606
	560

	Jumlah kematian balita
	250
	126
	782
	288
	69

	Jumlah Kasus Gizi Buruk
	938
	508
	385
	333
	250


Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sultra, 2014
*)SDKI 2012

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Angka/Usia harapan hidup selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan, pada tahun 2010 Angka Harapan Hidup Penduduk Sulawesi Tenggara mencapai 67,80 tahun, kemudian dari tahun ke tahun terus bertambah hingga mencapai angka 70,71 tahun pada tahun 2014. Bahwa Angka/Usia Harapan Hidup waktu lahir sangat berpengaruh pada penurunan kematian bayi. Oleh karena itu usia harapan hidup sangat peka terhadap perubahan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perbaikan derajat kesehatan tercermin kenaikan angka harapan hidup pada waktu lahir dan penurunan AKB. Meningkatnya angka harapan hidup secara tidak langsung juga memberi gambaran tentang adanya peningkatan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat.

Angka kelangsungan hidup bayi memberikan gambaran kemampuan seorang anak dalam periode usia di bawah 12 bulan. Angka kelangsungan hidup merupakan indikator yang memberikan gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat. Angka ini selain memberikan gambaran kondisi ekonomi juga memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas khususnya pada ibu hamil. Hasil estimasi yang dilakukan berdasarkan SDKI tahun 2012 dan laporan kematian bayi menunjukkan bahwa AKHB di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun yakni dari 955 per 1000 KH menjadi 965 Per 1000 KH tahun 2013 dan terus meningkat pada tahun 2014 yakni sebesar 982,45 per 1000 KH.
Jumlah kasus gizi buruk yang dilaporkan menunjukkan penurunan drastis yakni dari 938 kasus tahun 2010 turun menjadi 250 kasus tahun 2014. Semua kasus yang ditemukan telah diintervensi dan beberapa di antaranya dirujuk ke rumah sakit dan puskesmas perawatan.

Jumlah kasus kematian ibu juga cenderung mengalami penurunan. Kondisi ini signifikan menurun pada periode 3 tahun terakhir yakni dari 84 kasus tahun 2012 menjadi 65 kasus tahun 2014. Demikian pula kasus kematian bayi menurun sebesar 693 dari tahun 2012 menjadi 560 kasus pada tahun 2014 dan kasus kematian balita menurun cukup nyata yaitu  dari 782 kasus tahun 2012  menjadi 69 kasus tahun 2013. Hal ini tentunya tidak terlepas dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan anak di antaranya peningkatan kapasitas tenaga, kunjungan neonatal, pelayanan kesehatan bayi, pelayanan kesehatan balita, penanganan komplikasi neonatal, deteksi dini tumbuh kembang bayi serta kegiatan yang sifatnya dukungan manajemen.

Salah satu indikator kesehatan yang dinilai keberhasilan pencapaiannya dalam MDGs adalah Status Gizi Balita. Status gizi balita diukur berdasarkan umur, Berat Badan (BB) dan Tinggi Badan (TB). Variabel BB dan TB disajikan dalam bentuk 3 indikator antropometri, yaitu berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umum (TB/U) dan Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB).  Indikator BB/U memberikan indikasi masalah gizi secara umum. Indikator ini tidak memberikan indikasi tentang masalah gizi yang sifatnya kronis  ataupun akut karena berat badan berkorelasi positif dengan umur dan tinggi badan. Dengan kata lain berat badan yang rendah dapat disebabkan karena anaknya pendek (kronis) atau karena diare atau penyakit infeksi lainnya (akut) Indikator TB/U memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya kronis sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama misalnya kemiskinan, perilaku hidup sehat dan pola asuh/pemberian makanan yang kurang baik dari sejak anak dilahirkan yang mengakibatkan anak menjadi pendek.  

Jumlah kasus gizi buruk di Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun semakin menurun, pada tahun 2010 jumlah kasus gizi buruk cukup tinggi yaitu sebanyak 938 kasus, pada tahun 2011 menurun drastis hingga mencapai 508 kasus dan terus menurun hingga pada tahun 2014 mencapai 250 kasus. Hal ini menggambarkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam perbaikan gizi masyarakat cukup berhasil, di samping itu kesadaran masyarakat akan pemenuhan kebutuhan gizi semakin tinggi. 
h. Angka Usia Harapan Hidup

Derajat  kesehatan masyarakat yang tinggi dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi yang secara tak langsung dapat meningkatkan angka harapan hidup. Angka harapan hidup pada saat lahir (life expectancy at birth) ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.  Angka harapan hidup penduduk Sulawesi Tenggara tahun 68,56, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya mencapai 68,21 tahun (2012), 68,00 tahun (2011). Walaupun secara keseluruhan Angka Harapan Hidup Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan, namun pada tahun 2013 terdapat 2 kabupaten yang memiliki Angka Harapan Hidup di bawah 65 yaitu Kabupaten Kolaka Timur sebesar 63,53 tahun dan Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar 64,81 tahun. Pada daerah lainnya beberapa kabupaten dan kota telah melebihi angka rata-rata harapan hidup Sulawesi Tenggara yaitu Kabupaten Buton sebesar 69,38 tahun, Kabupaten Wakatobi sebesar 68,60 tahun, Kabupaten Buton Utara sebesar 69,32 tahun, Kota Kendari sebesar 69,64 tahun dan Kota Baubau sebesar 71,39 tahun, namun belum ada satupun daerah yang melampaui AHH nasional yaitu 73,81 tahun.

Meningkatnya atau menurunnya angka harapan hidup tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi, diantaranya ketersediaan sarana kesehatan yang memadai, petugas kesehatan yang kompeten dan kesadaran masyarakat.
Tabel 2.22
Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013

	Kabupaten/Kota
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Buton
	68,23
	68,58
	68,93
	69,28
	69,38

	Muna
	65,88
	65,97
	66,07
	66,16
	66,66

	Konawe
	67,01
	67,28
	67,55
	67,82
	68,32

	Kolaka
	66,87
	67,13
	67,38
	67,64
	67,74

	Konawe Selatan
	67,47
	67,63
	67,78
	67,94
	68,24

	Bombana
	67,51
	67,71
	67,91
	68,12
	68,52

	Wakatobi
	67,95
	68,07
	68,18
	68,30
	68,60

	Kolaka Utara
	65,41
	65,55
	65,69
	65,83
	66,13

	Buton Utara
	67,96
	68,28
	68,60
	68,92
	69,32

	Konawe Utara
	66,76
	67,05
	67,34
	67,63
	67,93

	Kolaka Timur
	*
	*
	*
	*
	63,53

	Konawe Kepulauan
	*
	*
	*
	*
	64,81

	Muna Barat
	*
	*
	*
	*
	*

	Buton Tengah
	*
	*
	*
	*
	*

	Buton Selatan
	*
	*
	*
	*
	*

	Kota Kendari
	69,02
	69,09
	69,17
	69,24
	69,64

	Kota Bau-Bau
	70,09
	70,39
	70,69
	70,99
	71,39

	Sulawesi Tenggara
	67,60
	67,80
	68,00
	68,21
	68,56


Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2014

*) Gabung dengan kabupaten induk
i. Rasio Penduduk yang Bekerja

Data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa jumlah angkatan kerja penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2011 mencapai 1.058.999 orang dengan didominasi oleh laki-laki sebanyak 644.536 orang dan perempuan sebanyak 414.463 orang dengan total penduduk yang bekerja sebanyak 1.026.548 orang, sehingga rasio penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja mencapai 96,94 persen. Pada tahun 2012 rasio penduduk yang bekerja sedikit menurun dibanding tahun 2011 yaitu sebesar 95,98 persen dengan total jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 975.879 orang dari angkatan kerja sebanyak 1.016.957 orang yang didominasi oleh pekerja laki-laki sebanyak 605.925 orang dan perempuan sebanyak 369.954 orang. Sementara pada tahun 2013 terjadi sedikit penurunan terhadap jumlah penduduk yang bekerja dari tahun 2012 yaitu sebanyak 968.949 orang dengan total angkatan kerja mencapai 1.014.192 orang, dengan rasio penduduk yang bekerja sebesar 95,54 persen. Dari data tersebut menunjukkan bahwa rasio penduduk yang bekerja di atas 95 persen dan sebagian besar pekerja adalah laki-laki.

Tabel 2.23
Angkatan Kerja dan Rasio Penduduk Bekerja

di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011-2013
	Uraian
	2011
	2012
	2013

	
	L
	P
	Total
	L
	P
	Total
	L
	P
	Total

	Jumlah Angkatan Kerja
	644.536
	414.463
	1.058.999
	623.096
	393.861
	1.016.957
	625.043
	389.149
	1.014.192

	Jumlah penduduk yang bekerja
	629.468
	397.080
	1.026.548
	605.925
	369.954
	975.879
	602.363
	366.586
	968.949

	Rasio Penduduk yang bekerja
	97,66%
	95,81%
	96,94%
	97,24%
	93,93%
	95,98%
	96,37%
	94,20%
	95,54%


Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2012-2014
j. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus menerus yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai ukuran kualitas hidup manusia, yang menunjukkan tiga dimensi dasar kualitas hidup manusia yaitu kesehatan dilihat melalui hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran, pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, serta kesejahteraan, kemampuan ekonomi, yang dilihat dari standar kehidupan yang layak diukur dengan kemampuan daya beli. Di Provinsi Sulawesi Tenggara, terjadi  perkembangan yang semakin membaik dari waktu ke waktu. IPM dan IPG Sulawesi Tenggara Pada tahun 2009, IPM mencapai 69,52 kemudian meningkat menjadi 71,05 pada tahun 2012 dan IPG juga mengalami peningkatan dari  62,89 pada tahun 2009 menjadi 65,72 pada tahun 2012.

Tabel 2.24
IPM dan IPG Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2009-2013

	No.
	Provinsi/Kab./Kota
	IPM
	IPG

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1.
	Buton
	68,24
	68,80
	69,34
	69,95
	70,35
	58,94
	59,97
	61,04
	61,89
	62,63

	2.
	Muna
	67.03
	67,45
	67,95
	66,07
	68,97
	60,69
	61,51
	61,94
	62,85
	63,62

	3.
	Konawe
	69,27
	69,77
	70,42
	70,95
	71,67
	65,14
	65,23
	65,91
	66,58
	67,57

	4.
	Kolaka
	70,41
	70,83
	71,46
	72,00
	72,39
	56,15
	57,33
	57,92
	58,71
	59,53

	5.
	Konawe Selatan
	69,24
	69,42
	69,8
	70,24
	70,70
	60,63
	61,39
	61,85
	62,60
	63,23

	6.
	Bombana
	66,63
	67,20
	67,85
	68,51
	69,67
	55,84
	56,07
	56,64
	57,26
	58,56

	7.
	Wakatobi
	66,70
	67,20
	68.04
	68,78
	69,77
	61,9
	62,19
	63,98
	64,56
	65,47

	8.
	Kolaka Utara
	68,50
	68,93
	69,33
	69,87
	70,65
	57,89
	58,3
	58,37
	60,10
	60,86

	9.
	Konawe Utara
	67,62
	68,07
	68,86
	69,31
	70,13
	63,4
	65,44
	65,94
	66,60
	68,46

	10.
	Buton Utara
	67,97
	68,38
	69,24
	69,84
	70,66
	65,5
	65,55
	66,48
	66,94
	67,95

	11.
	Kolaka Timur
	*
	*
	*
	*
	68,59
	*
	*
	*
	*
	*

	12.
	Konawe Kep.
	*
	*
	*
	*
	66,04
	*
	*
	*
	*
	*

	13.
	Muna Barat
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	14.
	Buton Tengah*)
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	15.
	Buton Selatan*)
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	16.
	Kota Kendari
	75,31
	75,66
	76,07
	76,51
	77,02
	70,38
	70,51
	71,15
	71,75
	72,70

	17.
	Kota Baubau
	72,87
	73,48
	74,10
	74,58
	75,10
	62,90
	63,59
	64,56
	65,30
	66,01

	Sulawesi Tenggara
	69,52
	70,00
	70,55
	71,05
	71,73
	62,89
	63,87
	64,79
	65,72
	66,90


Sumber: BPS, Tahun 2009-2013

*) Gabung dengan kabupaten induk
Pada Tabel 2.24 terlihat bahwa terjadi peningkatan indeks pembangunan manusia dan indeks pembangunan gender di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini memberikan gambaran bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan serta kualitas ekonomi bagi seluruh masyarakat dan juga memperlihatkan bahwa hasil-hasil pembangunan itu telah memberikan manfaat terhadap laki-laki dan perempuan di Sulawesi Tenggara.
k. Rekapitulasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Program  Pemberdayaan dan Penanggulangan  Kemiskinan

Pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mencakup pada program bidang pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan  adalah pemberdayaan fakir miskin, pemberdayaan komunitas adat terpencil dan pemberdayaan peran keluarga. Indikator keberhasilan penanganannya adalah jumlah PMKS  yang  terbantu dan diberdayakan serta  memperoleh bantuan pemberdayaan penanggulangan kemiskinan melalui KUBE Pedesaan dan KUBE Perkotaan. 

Tabel 2.25
Rekapitulasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2014

	No.
	Kabupaten/Kota
	Wanita Rawan Sosial Ekonomi
	Kemiskinan
	Rumah Tidak Layak Huni
	KBSP
	Kat

	
	
	
	Penduduk Miskin
	KFM
	
	
	Lokasi
	KK

	1.
	Buton
	909
	 -
	53.346
	14.783
	
	
	128

	2.
	Muna
	5.646
	 -
	25.573
	25.158
	833
	1
	191

	3.
	Konawe
	153
	 -
	53.271
	25.045
	2.987
	3
	

	4.
	Kolaka
	484
	9.596
	 -
	6.244
	 -
	 -
	659

	5.
	Konawe Selatan
	861
	10.951
	 -
	 -
	 -
	 -
	65

	6.
	Bombana
	2.150
	 -
	23.000
	23.100
	 -
	 -
	500

	7.
	Wakatobi
	968
	 -
	15.492
	1.479
	76
	 -
	2.052

	8.
	Kolaka Utara
	450
	19.950
	 -
	6.650
	 -
	1
	100

	9.
	Buton Utara
	 -
	 -
	 -
	50
	 -
	1
	55

	10.
	Konawe Utara
	-
	 -
	 -
	*
	 -
	 -
	-

	11.
	Kolaka Timur
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	12.
	Konawe Kep.
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	13.
	Muna Barat
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	14.
	Buton Tengah
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	15.
	Buton Selatan
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	16.
	Kendari
	669
	2.895
	 -
	1.050
	 -
	-
	-

	17.
	Baubau
	3.577
	4.876
	 -
	1.134
	 -
	-
	-

	Sulawesi Tenggara
	15.918
	48.268
	170.682
	104.693
	3.896
	6
	3.750


Sumber : Dinas  Sosial Prov. Sultra, Tahun 2015

*) Gabung dengan kabupaten induk
l. Rekapitulasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Program  Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Pelayanan dan rehabilitasi sosial mengupayakan pembangunan kesejahteraan sosial dengan melakukan rehabilitasi dan penanganan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan  bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memberikan bantuan rehabilitasi dan pemberian bantuan bagi kelompok-kelompok usaha ekonomis produktif sehingga dengan segala keterbatasan yang ada dapat menjadi manusia mandiri dan tidak lagi tergantung dengan masyarakat lain. Pelayanan rehabilitasi ini dilakukan melalui pembinaan di luar panti dan di dalam panti  yaitu UPT Panti Sosial Asuhan Anak dan Remaja.

Tabel 2.26
Rekapitulasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tahun 2013

	No.
	Kabupaten/ Kota
	Anak Balita Terlantar
	Anak Terlantar
	Anak Nakal
	Anak Jalanan
	Lansia Terlantar
	Penyan
dang Cacat
	Tuna Sosial
	Pengemis
	Gelandangan
	Eks Napi
	Korban Napza

	1.
	Buton
	-
	37.934
	233
	-
	17.609
	4.756
	-
	-
	-
	237
	120

	2.
	Muna
	607
	2.466
	-
	-
	8.736
	985
	-
	-
	8
	168
	-

	3.
	Konawe
	
	12.361
	863
	-
	11.393
	2.034
	63
	-
	-
	351
	-

	4.
	Kolaka
	
	4.934
	1.252
	-
	6.208
	1.249
	47
	-
	-
	185
	39

	5.
	Konawe Selatan
	
	9.358
	-
	-
	9.408
	1.391
	-
	-
	-
	154
	39

	6.
	Bombana
	
	2.006
	-
	-
	1.100
	200
	50
	-
	-
	60
	-

	7.
	Wakatobi
	
	58
	62
	-
	2.171
	826
	51
	-
	-
	16
	-

	8.
	Kolaka Utara
	
	1.508
	184
	150
	3.635
	515
	150
	35
	250
	39
	-

	9.
	Buton Utara
	
	
	-
	-
	50
	
	-
	-
	-
	-
	-

	10.
	Konawe Utara
	33
	359
	-
	-
	828
	177
	-
	-
	-
	-
	-

	11.
	Kolaka Timur
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	12.
	Konawe Kep. 
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	13.
	Muna Barat
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	14.
	Buton Tengah
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	15.
	Buton Selatan
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	16.
	Kendari
	190
	61
	25
	72
	150
	215
	43
	33
	-
	89
	21

	17.
	Baubau
	476
	345
	-
	76
	530
	643
	-
	-
	-
	234
	275

	Sulawesi Tenggara
	1.306
	71.390
	2.619
	298
	61.818
	12.991
	622
	68
	258
	1.546
	494


Sumber : Dinas Sosial Prov. Sultra, Tahun 2014

*) Gabung dengan kabupaten induk
m. Rekapitulasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Program  Perlindungan dan Jaminan Sosial

Perlindungan dan jaminan sosial adalah upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi para korban bencana, pekerja migran, serta pemberian jaminan sosial berupa asuransi kesejahteraan sosial bagi keluarga sasaran. Untuk program perlindungan dan jaminan sosial mencakup penanganan perlindungan dan pemberian jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya korban bencana alam, bencana sosial, pekerja migran, dan keluarga rentan.
Tabel 2.27
Rekapitulasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2013

	No.
	Kabupaten/Kota
	Korban Bencana Alam
	Korban Bencana Sosial
	Pekerja  Migran Terlantar
	Keluarga
Rentan

	1.
	Buton
	-
	-
	230
	-

	2.
	Muna
	13
	3.247
	-
	544

	3.
	Konawe
	323
	17
	-
	-

	4.
	Kolaka
	-
	-
	-
	887

	5.
	Konawe Selatan
	-
	-
	-
	-

	6.
	Bombana
	-
	-
	-
	500

	7.
	Wakatobi
	159
	726
	-
	236

	8.
	Kolaka Utara
	1.581
	
	-
	-

	9.
	Buton Utara
	-
	-
	-
	50

	10.
	Konawe Utara
	-
	-
	-
	-

	11.
	Kolaka Timur
	*
	*
	*
	*

	12.
	Konawe Kepulauan
	*
	*
	*
	*

	13.
	Muna Barat
	*
	*
	*
	*

	14.
	Buton Tengah
	*
	*
	*
	*

	15.
	Buton Selatan
	*
	*
	*
	*

	16.
	Kendari
	136
	37
	-
	-

	17.
	Baubau
	243
	-
	276
	-

	
	Sulawesi Tenggara
	2.455
	4.027
	506
	2.217


Sumber : Dinas Sosial Prov. Sultra, Tahun 2014

*) Gabung dengan kabupaten induk
n. Rekapitulasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dapat mendukung pencapaian program pembangunan kesejahteraan sosial dan peran masyarakat dalam segala aspek kehidupan masayarakat sendiri menjadi sangat penting. Pemberian peran kepada lembaga masyarakat atau pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) sangat penting guna mempercepat laju pembangunan kesejahteraan sosial.
Tabel 2.28
Rekapitulasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di Kabupaten/Kota Tahun 2014

	No.
	Kabupaten/Kota
	Pekerja Sosial Masyarakat
	ORSOS
	Karang Taruna
	KKDU
	WKSBM
	TAGANA

	1.
	Buton
	164
	8
	137
	-
	-
	80

	2.
	Muna
	162
	22
	148
	58
	6
	10

	3.
	Konawe
	54
	13
	60
	-
	7
	21

	4.
	Kolaka
	59
	20
	179
	-
	4
	50

	5.
	Konawe Selatan
	62
	8
	111
	-
	2
	16

	6.
	Bombana
	46
	1
	8
	-
	-
	-

	7.
	Wakatobi
	12
	2
	11
	-
	-
	10

	8.
	Kolaka Utara
	21
	3
	49
	-
	-
	18

	9.
	Buton Utara
	6
	-
	-
	-
	-
	5

	10.
	Konawe Utara
	30
	3
	6
	-
	-
	19

	11.
	Kolaka Timur
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	12.
	Konawe Kepulauan
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	13.
	Muna Barat
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	14.
	Buton Tengah
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	15.
	Buton Selatan
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	16.
	Kendari
	120
	32
	78
	-
	7
	317

	17.
	Baubau
	97
	6
	40
	-
	-
	38

	Sulawesi Tenggara
	833
	118
	827
	58
	26
	584


Sumber : Dinas Sosial Prov. Sultra, Tahun 2015

*) Gabung dengan kabupaten induk
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib
Urusan wajib pemerintah daerah meliputi: Bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan.

a. Urusan Pendidikan
1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, namun cenderung meningkat. Angka tersebut terlihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.29
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2009-2013
	Jenjang Pendidikan
	2009
	2009
	2010
	2012
	2013

	APS  Penduduk Usia 7 – 12  Th
	97,69
	97,81
	97,36
	97,41
	98,00

	APS Penduduk Usia 13 – 15 Th
	87, 02
	88,17
	86,88
	87,85
	89,12

	APS Penduduk Usia 16 – 18 Th
	59,19
	59,93
	62,66
	65,26
	65,84


Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2014
2. Rasio Guru/Murid 
Pada tabel berikut ini diperlihatkan rasio antara guru dan murid dari tingkat SD sampai ke tingkat SMA/sederajat sejak tahun ajaran 2011/2012 – 2013/2014
Tabel 2.30
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Tahun 2011/2012 - 2013/2014
	No
	Jenjang Pendidikan
	2011/2012
	2012/2013
	2013/2014

	1
	SD/MI

	1.1.
	Jumlah Guru
	26.089
	26.818
	23.701

	1.2.
	Jumlah Murid
	345.678
	348.734
	349.225

	1.3.
	Rasio
	13,25
	13.00
	14,73

	2
	SMP/MTs

	2.1.
	Jumlah Guru
	10.133
	11.062
	10.851

	2.2.
	Jumlah Murid 
	114.724
	118.408
	120.521

	2.3.
	Rasio
	11,32
	10,70
	11,11

	3
	SMA/SMK/MA

	3.1.
	Jumlah Guru
	8.498
	8.467
	8.286

	3.2.
	Jumlah Murid 
	87.045
	92.594
	90.302

	3.3.
	Rasio
	10,24
	10,94
	10,90


 Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2014
Tabel 2.31
Jumlah Guru dan Murid Jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013

	No
	Kabupaten/Kota
	TK
	SD
	SMP/MTs

	
	
	Jumlah Guru
	Jumlah Murid
	Rasio
	Jumlah Guru
	Jumlah Murid
	Rasio
	Jumlah Guru
	Jumlah Murid
	Rasio

	(1)
	(2)
	(6)
	(7)
	(8=6/7)
	(3)
	(4)
	(5=4/3)
	(6)
	(7)
	(8=6/7)

	1.
	Buton 
	715
	6.825
	9,55
	3.187
	49.321
	15,48
	1.586
	16.092
	10,15

	2.
	Muna
	663
	4.379
	6,60
	4.047
	45.194
	11,17
	1.718
	17.083
	9,94

	3.
	Konawe
	727
	4.648
	6,39
	4.727
	38.809
	8,21
	1.250
	12.710
	10,17

	4.
	Kolaka
	640
	2.339
	3,65
	4.377
	49.137
	11,23
	1.278
	14.454
	11,31

	5.
	Konawe Selatan
	434
	4.056
	9,35
	3.392
	40.552
	11,96
	1.022
	13.860
	17,56

	6.
	Bombana
	422
	4.441
	10,52
	1.706
	20.773
	12,18
	704
	5.934
	8,43

	7.
	Wakatobi
	357
	2.360
	6,61
	1.345
	14.008
	10,41
	626
	5.972
	9,54

	8.
	Kolaka Utara
	389
	3.505
	9,01
	1.519
	18.002
	11,85
	478
	5.275
	11,04

	9.
	Buton Utara
	190
	780
	4,11
	701
	9.686
	13,82
	313
	3.699
	11,82

	10.
	Konawe Utara
	73
	442
	6,05
	861
	9.706
	11,27
	362
	3.502
	9,67

	11.
	Kolaka Timur
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	12.
	Konawe Kep.
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	13.
	Muna Barat
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	14.
	Buton Tengah
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	15.
	Buton Selatan
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	16.
	Kota Kendari
	578
	3.132
	5,42
	2.751
	38.544
	14,01
	1.226
	13.428
	10,95

	17.
	Kota Baubau
	437
	1.377
	3,15
	1.619
	19.855
	12,26
	912
	7.928
	8,69

	Jumlah
	5.625
	38.284
	6,81
	30.232
	353.587
	11,70
	11.475
	119.937
	10,45


Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2014 

*) Kabupaten Pemekaran Baru

3. Pembebasan  Biaya Operasional Pendidikan (BOP) 
Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan  bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan  masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”. Esensi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dalam pengembangan  kualitas sumberdaya manusia di Sulawesi Tenggara di bidang pendidikan diarahkan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat yang berkualitas, baik  intelektual, emosional, spiritual, fisik maupun kualitas teknisnya yang berorientasi pada pengembangan produktivitas. 
Salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi untuk mencapai visi dan misi tersebut adalah Program Bahteramas bidang pendidikan yang dikenal dengan ” Biaya Operasional Pendidikan” (BOP) pada jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Dasar dan Menengah yaitu pemberian Biaya Operasional kepada satuan pendidikan dengan tujuan untuk membebaskan dan/atau meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan, agar semua penduduk usia jenjang pendidikan dasar dan menengah (usia 7 – 18 tahun) serta usia prasekolah mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP).  Sasaran BOP adalah seluruh satuan pendidikan negeri/swasta baik yang dikoordinir oleh Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama se provinsi Sulawesi Tenggara.

Tabel 2.32
Perkembangan Anggaran BOP Tahun 2010 – 2014
	Tahun
	Pagu (Rp)
	Realisasi (Rp)
	Persentase (%)

	2010
	85.358.090.390
	85.254.390.390
	99,87%

	2011
	92.424.041.360
	83.757.804.500
	90,62%

	2012
	80.541.171.000
	-
	-

	2013
	32.039.271.000
	31.715.071.000
	98,99%

	2014
	29.264.271.000
	29.147.505.000
	99,60%

	Total
	319.626.844.750
	229.874.770.890
	71,92%


Sumber : Dinas Pendidikan Prov.Sultra, Tahun 2015
Tabel 2.33
Program Pembebasan Biaya Operasional Pendidikan (BOP)
Tahun 2009 – 2013
	No.
	Kabupaten/ Kota
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	
	
	Sklh
	Siswa
	Sklh
	Siswa
	Sklh
	Siswa
	Sklh
	Siswa
	Sklh
	Siswa

	1.
	Bombana
	23
	4,154
	25
	4,727
	25
	4,772
	28
	5.452
	25
	5.371

	2.
	Buton
	47
	9,703
	47
	10,384
	50
	11,300
	58
	12.606
	59
	8.476

	3.
	Buton Utara
	14
	2,608
	14
	2,551
	14
	2,624
	17
	4.038
	21
	3.089

	4.
	Kolaka
	48
	10,908
	49
	12,819
	51
	12,937
	54
	13.898
	55
	13.792

	5.
	Kolaka Utara
	15
	4.007
	16
	4,318
	17
	4,341
	17
	4.708
	18
	4.564

	6.
	Konawe
	43
	9.096
	48
	10,763
	46
	10,591
	50
	11.543
	37
	9.431

	7.
	Konawe Selatan
	44
	7,894
	49
	9,901
	48
	9,581
	53
	10.024
	47
	9.987

	8.
	Konawe Utara
	8
	1,692
	8
	1,869
	12
	2,296
	13
	2.402
	17
	2.476

	9.
	Muna
	49
	13,310
	52
	13,432
	54
	13,509
	60
	14.137
	54
	14.429

	10.
	Wakatobi
	18
	4,699
	20
	5,214
	20
	5,214
	23
	5.461
	19
	4.246

	11.
	Kolaka Timur
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	12.
	Konawe Kep.
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	13.
	Muna Barat
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	14.
	Buton Tengah
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	15.
	Buton Selatan
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	16.
	Kota Baubau
	22
	8,804
	23
	9,768
	23
	9,644
	25
	9.800
	22
	9.447

	17.
	Kota Kendari
	41
	15.042
	45
	16,299
	46
	16,265
	48
	17.293
	46
	16.976

	
	Jumlah
	372
	91,917
	396
	102.045
	406
	103.074
	446
	111.362
	420
	102.284


Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sultra, Tahun 2014 
*) Kabupaten Pemekaran Baru

Pada tahun 2009 – 2013 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui kegiatan pemberian Biaya Operasional Pendidikan (BOP) telah menganggarkan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru melalui pemberian incentive guru, peningkatan kualifikasi akademik guru ke jenjang S1 dan S2 serta pemberian tunjangan guru daerah khusus/terpencil dengan tujuan untuk memberikan motivasi kepada guru-guru dalam melaksanakan tugas mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Tabel 2.34
Perkembangan Jumlah Dana BOP komponen Peningkatan mutu dan Kesejahteraan Guru Tahun 2009 – 2014

	No.
	Uraian
	2009
	2010
	2012
	2012
	2013
	2014

	A.
	Insentif Guru

	1.
	Guru PAUD
	0
	0
	0
	0
	0
	855.000.000

	2.
	Guru SD/ sederajat
	28.024,650.000
	31,612,650.000
	29,740,500.000
	7.481.100.000
	 7.006.500.000
	-

	3.
	Guru SMP/sederajat
	14,278.050.000
	11,135,850.000
	10,939,500.000
	2.336.400.000
	2.109.000.000
	-

	
	Jumlah
	52,276,350.000
	50,930,700.000
	47,760.000.000
	10.439.100.000
	10.147.500.000
	855.000.000

	B
	Kualifikasi Guru

	1.
	Kualifikasi Guru S1 PAUD
	
	
	
	
	
	343.000.000

	2.
	Kualifikasi Guru S1 DIKDAS
	
	
	
	
	
	766.500.000

	3.
	Kualifikasi Guru S1 DIKMEN
	
	
	
	
	
	3.500.000

	4.
	Kualifikasi Guru S2 PAUD
	
	
	
	
	
	195.000.000

	5.
	Kualifikasi Guru S2 DIKDAS
	
	
	
	
	
	1.905.000.000

	6.
	Kualifikasi Guru S2 DIKMEN
	
	
	
	
	
	1.950.000.000

	C
	Tunjangan Guru Daerah Khusus

	1.
	Guru PAUD
	
	
	
	
	
	2.118.000.000

	2.
	Guru DIKDAS
	
	
	
	
	
	6.080.000.000

	3.
	Guru DIKMEN
	
	
	
	
	
	115.000.000

	
	Jumlah
	
	
	
	
	
	13.476.000.000


Sumber : Dinas Pendidikan Prov.Sultra, Tahun 2015
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bertekad untuk menuntaskan buta aksara yang masih cukup banyak di Sulawesi Tenggara. Berdasarkan data Kemendikbud Tahun 2011 bahwa penduduk buta aksara di Sulawesi Tenggara usia 15 – 59 tahun sebanyak 59.579 orang dan hal tersebut sangat berpengaruh terhadap  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tenggara, oleh karena itu maka sejak tahun 2013 Pemerintah Sulawesi Tenggara telah menganggarkan program pemberantasan buta aksara dasar melalui pemberian Biaya Opersional Pendidikan (BOP) kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM) untuk menuntaskan buta aksara dasar dengan harapan dapat mencapai target penuntasan buta aksara yang selama ini pembiayaannya hanya didanai oleh APBN.
Tabel 2.35
Perkembangan Penuntasan Buta Aksara Tahun 2013 – 2014

	Tahun
	Jumlah yang Dituntaskan
	Dana (Rp)
	Sisa Penduduk Buta Aksara
	Jumlah Penduduk Usia 15-59 tahun
	Persentase Penduduk Buta Aksara
	Sumber Dana

	2009
	24.500
	8.820.000
	 
	1.335.452 
	 
	 APBN 

	2010
	15.000
	5.400.000
	 
	1.335.452 
	 
	 APBN 

	2011
	8.000
	2.880.000
	75.579
	1.335.452 
	5,66
	 APBN 

	2012
	5.565
	2.902.450
	70.014
	1.433.120 
	4,89
	 APBN 

	2013
	5.790
	1.094.400 
	64.224
	1.433.120 
	4,48
	2,750 org APBN    3,040 org APBD

	2014
	8.958
	3.224.880 
	53.926
	1.433.120 
	3,76
	APBD


Sumber Data : Dinas Dikbud Prov.Sultra 2014 (diolah)
Dalam tahun 2009 – 2012 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Program Biaya Operasional Pendidikan telah mengadakan Alat Laboratorium IPA dan Buku teks pelajaran, Buku Panduan Pendidik, Buku Referensi, Buku Pengayaan dan Buku Evaluasi kepada jenjang SMA/MA/SMK/sederajat. Jumlah buku yang telah diadakan sebanyak 1.551.177 eksamplar dan anggaran sebanyak Rp. 37.242.123.177,- sedangkan jumlah sekolah yang mendapat bantuan alat laboratorium IPA sebanyak 172 SMA/SMK dengan anggaran sebesar Rp. 17.095.170.000,-. Pada Tahun 2013 program BOP untuk Pengadaan Alat Laboratorium IPA dan Buku teks pelajaran, Buku Panduan Pendidik, Buku Referensi, Buku Pengayaan dan Buku Evaluasi kepada jenjang SMA/MA/SMK/sederajat ditiadakan, hal ini berdasarkan rekomendasi BPK maka pengadaan buku, alat  laboratorium  dan pembangunan fisik sudah tidak diperbolehkan  karena terkendala dengan kewenangan provinsi yang hanya bertugas sebagai koordinator, fasilitator, monev (PP 38/2004)  oleh karena itu sejak tahun 2013 sudah tidak dianggarkan.
Tabel 2.36
Perkembangan Jumlah Buku dan Peralatan Laboratorium IPA Jenjang Pendidikan Menengah Dana BOP Tahun 2009 – 2014
	Jenis
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	Total

	
	 Jml
	Dana
(Rp/juta)
	 Jml
	Dana

(Rp/juta))
	 Jml
	Dana

(Rp/juta)
	 Jml
	Dana
(Rp/juta)
	 Jml
	Dana

(Rp/juta)
	 Jml
	Dana

(Rp/juta)
	Jenis
	Dana

(Rp/juta)

	Buku
	540,730
	11,749
	250.000
	8,844
	266,667
	5,693
	493,780
	10,955
	
	
	
	
	1.551.177
	37,242

	Alat Lab. IPA
	-
	-
	61
	5,969
	97
	9,671
	14
	1,455
	
	
	
	
	172
	17.095


Sumber : Dinas Pendidikan Prov.Sultra, Tahun 2013
b. Urusan Kesehatan

Fasilitas Kesehatan
Fasilitas kesehatan di Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun terus bertambah, dalam kurun waktu Tahun 2010 hingga Tahun 2014 meningkat pesat, terutama fasilitas Rumah Sakit Umum yang pada tahun 2010 sebenyak 16 unit, pada tahun 2014 meningkat hingga mencapai 32 unit. Demikian pula fasilitas Puskesmas perawatan dan Puskesmas non perawatan, pada tahun 2010 jumlah Puskesmas perawatan sebanyak 68 terus bertambah hingga mencapai 79 unit pada tahun 2014, demikian pula Puskesmas non perawatan pada tahun 2010 sebanyak 172 unit mengalami penambahan hingga mencapai 190 unit pada tahun 2014. posyandu sebanyak 2.876 unit tahun 2010 menjadi 3.066 unit tahun 2014. Pembangunan sarana kesehatan tersebut signifikan dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat seperti dikemukakan terdahulu. Secara rinci pembangunan fasilitas kesehatan di Sulawesi Tenggara disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.37
Perkembangan Pembangunan Fasilitas Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010– 2014

	Sarana Kesehatan
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	Perubahan

	
	
	
	
	
	
	Jumlah
	Persen

	RS Umum (Pemerintah+ swasta) 
	16
	25
	25
	25
	32
	5
	25

	Rumah Sakit Jiwa
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0

	Rumah Bersalin
	2
	7
	7
	8
	5
	7
	700

	Puskesmas Perawatan
	68
	71
	77
	79
	79
	13
	19,6

	Puskesmas Non Perawatan
	172
	177
	175
	185
	190
	28
	17,8

	Puskesmas Keliling 
	107
	205
	205
	178
	198
	(259)
	(59,3)

	Puskesmas Pembantu
	491
	499
	448
	465
	450
	(121)
	(20,6)

	Polindes dan Poskesdes
	902
	986
	876
	940
	892
	185
	24,5

	Posyandu 
	2.876
	2.869
	2.990
	3.016
	3.066
	194
	6,87


Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sultra, Tahun 2014

Perkembangan sebagian besar fasilitas pelayanan kesehatan sejak tahun 2010 sampai dengan 2014 menunjukkan peningkatan yang cukup baik,  ini terkait erat akan komitmen pusat dan daerah untuk terus secara berkesinambungan berupaya mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui peningkatan sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Adapun beberapa angka perubahan yang menunjukkan penurunan dikarenakan fasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas Pembantu (Pustu) telah ditingkatkan fungsinya menjadi Puskesmas induk oleh karena perkembangan pemekaran kecamatan. Sedangkan pada fasilitas Puskesmas Keliling (Puskel) yang merupakan sarana pelayanan kesehatan bergerak/mobile, kondisinya telah banyak yang rusak berat sehingga tidak dapat difungsikan lagi sebagaiman mestinya karena itu jumlahnya pun semakin berkurang.

Untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan yaitu dengan melihat ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan persatuan penduduk dari tahun ke tahun. Dapat dilihat sarana dan prasarana kesehatan mengalami penurunan dan peningkatan, yang mengalami peningkatan pesat yaitu jumlah posyandu mencapai 3.066 buah dengan rasio posyandu dalam 1000 balita pada tahun 2014 13,88, sedangkan jumlah puskesmas pembantu mengalami penurunan antara tahun 2010 sampai dengan 2014 mencapai 491-450 dengan rasio pustu per 10.000 penduduk mencapai 1,83 pada tahun 2014. Gambaran ketersedianan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan persatuan penduduk lebih rinci dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38
Gambaran Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan  

Per Satuan Penduduk Tahun 2010-2014

	Sarana Kesehatan
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Jumlah Puskesmas
	240
	248
	252
	264
	269

	Rasio Puskesmas per 30.000 Penduduk
	3,2
	3,34
	3,28
	3,36
	3,28

	Jumlah Puskesmas Pembantu
	491
	499
	448
	465
	450

	Rasio Pustu per 10.000 penduduk
	2,2
	1,9
	1,94
	1,97
	1,83

	Jumlah Posyandu
	2.886
	2.902
	2990
	3016
	3,066

	Rasio Posyandu dalam 1000 balita
	11,4
	12,9
	12,74
	11,28
	13,88

	Jumlah RS
	25
	25
	25
	25
	32

	Rasio RS 150.000 penduduk
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,95

	Jumlah TT
	1.607
	1.811
	1.948
	2068
	2068

	Rasio TT terhadap 1.500 penduduk
	1,1
	1,2
	1,27
	1,31
	1,26

	Jumlah TT Kelas III
	908
	943
	943
	943
	960

	Rasio terhadap 1500 penduduk sasaran  Jamkesmas +Bahteramas
	0,9
	1
	1
	1
	1,26


Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sultra, Tahun 2014

1. Rasio Medis Per Satuan Penduduk
Pada tabel dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan rasio dokter spesialis dari 2,55 pada tahun 2009 menjadi 4,19 tahun 2013 (4 per 100.000) perolehan ini menunjukan Provinsi Sulawesi Tenggara sudah mampu mencapai standar nasional dengan jumlah 4 dokter per 100.000 pasien, lain halnya dengan rasio dokter umum dari 14,12 pada 2009 meningkat 20,37 pada tahun 2012 namun kembali menurun pada tahun 2013 menjadi 17,79 (standar 25 per 100.000 penduduk). Kondisi ini memberikan gambaran bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara masih membutuhkan tenaga medis, dan bila hal ini tidak segera dipenuhi maka implikasinya adalah kualitas pelayanan kesehatan masyarakat tidak terjamin. 

2. Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk

Ketersediaan tenaga kesehatan di luar dokter juga menunjukan peningkatan yang signifikan, ratio bidan meningkat dari 58,17 per 100.000 penduduk pada tahun 2009 menjadi 127 per 100.000 pada tahun 2013 (standar 75 per 100.000 penduduk). Begitu pula tenaga kesehatan lainnya juga menunjukan peningkatan. Berdasarkan ratio tersebut, Provinsi Sulawesi Tenggara mampu melebihi standar nasional yang ditetapkan sehingga harus terus dipertahankan.

3. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Di Provinsi Sulawesi Tenggara rasio Posyandu terhadap Desa adalah 1,36, yang artinya terdapat desa yang memiliki 2 posyandu. Bila dibandingkan dengan jumlah balita dapat dijelaskan bahwa rata-rata setiap posyandu memiliki 86 – 89 balita atau dengan kata bahwa sampai dengan tahun 2012 Rasio Posyandu per 1000 balita 12, namun pada tahun 2013 rasio posyandu pada tahun 2013 mengalami penurunan dengan angka 11,28. Provinsi Sulawesi Tenggara dituntut untuk dapat mempertahankan angka yang dicapai pada tahun sebelumnya dengan indeks rasio capaian kinerja sudah di atas >100. 
4. Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk 

Berdasarkan hasil evaluasi, kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukan kinerja yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat rasio puskesmas per 30.000 penduduk yang cenderung semakin baik yakni dari setiap 12.000 satu puskesmas menjadi 7.500 orang setiap puskesmas. Begitu pula bila dibandingkan dengan standar menurut Kementerian Kesehatan RI (1 : 30.000 penduduk)  dapat dijelaskan bahwa ketersediaan puskesmas bukan merupakan hambatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.

5. Poliklinik dan Pustu Per Satuan Penduduk

Berdasarkan hasil evaluasi, kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukan kinerja yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat rasio poliklinik yang meningkat setiap tahunnya. Namun  Puskesmas Pembantu per 10.000 penduduk yang cenderung tidak stabil dan dapat dilihat cenderung menurun yakni rata-rata setiap pustu memiliki sasaran penduduk 3000 – 5000 orang, tetapi apabila dibandingkan dengan standar menurut Kementerian Kesehatan RI (1 : 10.000 penduduk)  dapat dijelaskan bahwa ketersediaan puskesmas pembantu bukan merupakan hambatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan karena sulawesi tenggara sudah mampu mencapai (2 : 10.000).

6. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Ketersediaan rumah sakit diukur dengan rasio terhadap penduduk atau per 150.000 penduduk. Berdasarkan hasil evaluasi dari aspek kuantitatif ketersediaan sarana pelayanan kesehatan rujukan bukan masalah. Hal ini dijelaskan bahwa Rasio rumah sakit terhadap penduduk (per 150.000 penduduk) memiliki nilai >1.0, yang artinya keberadaan rumah sakit sudah diatas ambang batas minimal menurut Kementerian Kesehatan. Namun demikian, permasalahan yang sedang dihadapi saat ini adalah kualitas pelayanan kesehatan. Begitu pula ketersediaan TT Kelas III, menunjukan perbaikan yakni dari 1 per 1.500 penduduk menjadi 1,31 per 1.500 penduduk. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan ketersediaan tempat tidur, secara kuantitif sudah dapat ditanggulangi.

7. Cakupan Penyediaan Tenaga Kesehatan 

Dalam mendukung peningkatan pelayanan kesehatan di daerah salah satunya dengan melihat jumlah tenaga kesehatan. Setengah dari 8 jenis tenaga kesehatan rata-rata mengalami penurunan pada tahun 2014 di antaranya perawat, bidan, tenaga farmasi/apoteker, dan ahli gizi. Perkembangan jumlah tenaga kesehatan di Sulawesi Tenggara disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.39
Jumlah Tenaga Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara

Tahun 2010 - 2014

	Tenaga Kesehatan
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	Perubahan

	
	
	
	
	
	
	Jumlah
	Persen

	Dokter Spesialis
	60
	70
	89
	99
	99
	45
	83,3

	Dokter Umum
	352
	444
	470
	420
	424
	121
	40,5

	Dokter Gigi
	85
	110
	169
	179
	194
	102
	132,5

	Perawat
	3.153
	3.365
	3.384
	3.363
	2.787
	364
	10,0

	Bidan
	1.500
	1.485
	2.574
	3.015
	2.822
	1.771
	142,4

	Tenaga Farmasi dan Apoteker
	199
	461
	479
	640
	113
	485
	312,9

	Ahli Gizi
	576
	581
	595
	586
	475
	790
	15,6

	Tenaga Sanitasi
	489
	464
	557
	479
	354
	-12
	-2,4

	Total
	6.414
	6.980
	8.317
	8.781
	7.208
	3.666
	734,8


Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sultra, Tahun 2014

Tabel 2.40
Rasio Keadaan Tenaga Kesehatan per 100.000 Penduduk di

Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010-2014

	No
	Tenaga Kesehatan
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Jumlah Dokter Spesialis
	60
	70
	89
	99
	99

	
	Rasio Dokter Spesialis (4 Per-100.000 Pddk)
	2,69
	3,07
	3,86
	4.19
	4,02

	2.
	Jumlah Dokter Umum
	352
	444
	470
	420
	424

	
	Rasio Dokter (25 Per-100.000 Pddk)
	15,77
	19,5
	20,37
	17,79
	17,23

	3.
	Jumlah Dokter Gigi
	85
	131
	168
	179
	194

	
	Rasio Dokter Gigi (6 Per-100.000 Pddk)
	3,81
	5,75
	7,32
	7,58
	7,89

	4.
	Jumlah Perawat
	3.153
	3.349
	3.384
	3.363
	2.787

	
	Rasio Perawat (158 Per-100.000
	141,2
	147
	146,6
	142,4
	113,28

	5.
	Jumlah Bidan
	1.500
	1.779
	2.574
	3.015
	2.822

	
	Rasio Bidan (75 Per-100.000 Pddk)
	67,2
	78,1
	111
	127
	115

	6.
	Rasio Tenaga Farmasi dan Apoteker
	199
	477
	479
	640
	113

	
	Rasio Tenaga Kefarmasian (28 Per-100.000 Pddk)
	6,1
	20,9
	20.8
	27,11
	4,59

	7.
	Jumlah Ahli Gizi
	576
	581
	595
	586
	475

	
	Rasio Ahli Gizi (25 Per-100.000 Pddk)
	25,8
	25,5
	25,78
	24,82
	19,31

	8.
	Jumlah Tenaga Sanitasi
	489
	464
	557
	479
	354

	
	Rasio Tenaga Sanitarian (30 Per-100.000 Pddk)
	21,9
	20,4
	24,14
	20,29
	14,39


Sumber :Dinas Kesehatan Prov. Sultra, Tahun 2014
8. Rasio Medis Per Satuan Penduduk

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan rasio dokter spesialis dari 2,55 pada tahun 2009 menjadi 4,19 tahun 2013 (4 per 100.000) di tahun 2013 Sulawesi Tenggara sudah mampu memenuhi standar nasional untuk dokter spesialis, berbeda dengan dokter umum meningkat pada tahun 2009-2012 namun kembali menurun pada tahun 2013 menjadi 17,79 (standar 25 per 100.000 penduduk). Kondisi ini memberikan gambaran bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara masih membutuhkan tenaga medis, dan bila hal ini tidak segera dipenuhi, maka implikasinya adalah kualitas pelayanan kesehatan masyarakat tidak terjamin. 

9. Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk

Ketersediaan tenaga kesehatan di luar dokter juga menunjukan perbaikan, rasio bidan meningkat dari 58,7 per 100.000 penduduk menjadi 127 (standar 75 per 100.000 penduduk) dari jumlah tersebut Provinsi Sulawesi Tenggara telah melewati standar nasional sehingga perlu dipertahankan sehingga dapat melayani balita dan ibu hamil pada proses persalinan serta mengurangi jumlah kematian pada ibu dan bayi.

10. Cakupan Pelayanan Kesehatan 

Dalam rangka mengukur keberhasilan capaian pelayanan kesehatan ada beberapa indikator yang digunakan yang meliputi indikator pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, perbaikan gizi, pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan masyarakat miskin, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun pencapaian pelaksanaan program seperti berikut ini.

Cakupan pelayanan ibu hamil berkualitas (K4) menurun dari tahun 2010 mencapai 85,87 sampai tahun 2013 menjadi  76,09%. Sedangkan cakupan balita gizi buruk yang dirawat, rasio capaian kinerjanya sangat baik yaitu 100. Hal ini menunjukkan bahwa penderita gizi buruk yang ditemukan semuanya dirawat. Dari 11 indikator yang diambil 5 indikator yang mengalami penurunan 4 indikator yang mengalami peningkatan dan 2 indikator yang stabil perolehannya dari tahun ke tahun, sehingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dituntut untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

Tabel 2.41
Pencapaian Pelaksanaan pelayanan Kesehatan Tahun 2009-2013 

Provinsi Sulawesi Tenggara

	No.
	indikator
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Cakupan kunjungan neonatal lengkap
	83,91
	87,71
	98,11
	73,5
	91,62

	2.
	Penanganan kasus gizi buruk
	100
	100
	100
	100
	100

	3.
	Cakupan kunjungan ibu hamil K4
	85,87
	82,09
	80,36
	76,09
	85,76

	4.
	Cakupan pertolongan persalinan tenaga kesehatan kompeten
	85,87
	89,03
	79,52
	81,95
	85,81

	5.
	Cakupan desa UCI 
	79,2
	80,2
	75,36
	60,59
	77,88

	6.
	Cakupan masyarakat miskin yg mendapat Yankes dasar
	100
	100
	100
	100
	100

	7.
	Cakupan masyarakat miskin yang mendapat Yankes rujukan
	100
	100
	100
	100
	100

	8.
	Cakupan Ketersediaan Obat dan Vaksin
	90
	93,3
	94
	100
	98,47

	9.
	Cakup Penemuan dan Penanganan BTA Positif
	67
	77
	77
	79.81
	89,54

	10.
	Cakupan Rumah Tangga dengan PHBS
	38,54
	38,72
	50,46
	49,75
	49,8

	11.
	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas
	62,6
	54,62
	62,52
	63,01
	63,15


Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sultra, Tahun 2014

11. Pembebasan Biaya Pengobatan (PBP) Bahteramas

Pada tahun 2009, kegiatan pelayanan mulai diberlakukan di seluruh RS kabupaten/kota dengan jumlah anggaran yang digunakan sebanyak Rp.1.087,467,992,-. Perkembangan alokasi yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2012, di mana jumlah dana yang digunakan oleh rumah sakit se-Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar  Rp.6.767.954.849,53,- dan untuk puskesmas sebesar Rp.1.110.516.000,- sehingga bila kita lihat secara keseluruhan jumlah dana yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah sampai tahun 2012, baik dana pelayanan rumah sakit maupun dana pelayanan puskesmas yaitu berjumlah Rp.7.878.470.849,53,-, sedangkan untuk tahun 2014 penggunaan dana sedikit mengalami penurunan yaitu  Rp.2.226.755.089,- hal ini dikarenakan penggunaan dana untuk pelayanan rujukan hanya di 6 rumah sakit dari 12 rumah sakit sedangkan pelayanan untuk semua Puskesmas yang ada di Sulawesi Tenggara tidak terealisasi disebabkan SK penetapan alokasi dananya tidak terbentuk. Dengan demikian total akumulasi  anggaran yang telah digunakan untuk program pembebasan biaya pengobatan hingga tahun 2014  ini mencapai Rp.27.082.797.084,70,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.
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Gambar 2.10
Anggaran Program Pembebasan Biaya Pengobatan Bahteramas
Sumber :Dinkes Prov. Sultra, Tahun 2014
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Gambar 2.11
Kepesertaan Pembebasan Biaya Pengobatan Bahteramas
Sumber :Dinkes Prov. Sultra, Tahun 2014


[image: image12]
Gambar 2.12 
Pemanfaatan Program Pembebasan BiayaPengobatan Bahteramas

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sultra, Tahun 2014

Untuk kunjungan pelayanan kesehatan yang menggunakan fasilitas pembebasan biaya pengobatan–Bahteramas di seluruh RS di Sulawesi Tenggara sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 tercatat  sebanyak 27.285 kunjungan, sedangkan yang menggunakan fasilitas puskesmas sebanyak 99.735 kunjungan. Dengan demikian keseluruhan pasien yang sudah terlayani baik puskesmas maupun rumah sakit sebanyak 127.020 kunjungan.

c. Urusan Pekerjaan Umum

Ketersediaan infrastruktur bidang pekerjaan umum di wilayah Sulawesi Tenggara sangat penting dalam menunjang kegiatan masyarakat dalam bidang perekonomian, pertanian, perkebunan, pariwisata, pertambangan, dan bidang-bidang lainnya. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Pekerjaan Umum, terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum berupa bangunan fisik seperti jaringan jalan dan jembatan, jaringan irigasi, air bersih/air minum, sanitasi, serta bangunan pelengkap kegiatan pemukiman lainnya baik secara kuantitas maupun kualitas.

Di bidang pembangunan infrastruktur jalan, panjang jalan yang telah terbangun di Provinsi Sulawesi Tenggara sampai tahun 2014 mencapai 2.589,23 km, yang terdiri dari 1.397,05 km jalan nasional, 906,09 km jalan provinsi, dan 286,09 km jalan strategis provinsi. Konstruksi jalan provinsi terdiri dari 608,8 km jalan beraspal,  297,29 km jalan non aspal, dimana jalan provinsi dengan kondisi baik 392,43 km, kondisi sedang 202,25 km dan kondisi rusak 311,41 km. Tabel dibawah menunjukan informasi data dan kondisi jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2014.

Tabel 2.42
Data dan Kondisi Jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014
	No.
	Status
	Panjang (km)
	Konstruksi 

(km)
	Kondisi 

(km)

	
	
	
	Aspal
	Non Aspal
	Baik
	Sedang
	Rusak

	1.
	Nasional
	1.397,05
	1.358,15
	38,9
	835,46
	438,36
	123,23

	2.
	Provinsi
	906,09
	608,8
	297,29
	392,43
	202,25
	311,41

	3.
	Strategis Provinsi
	286,09
	24,00
	262,09
	18,65
	50,78
	216,66


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Prov. Sultra, Tahun 2015

Secara umum, walaupun aspek ketersediaan jalan sudah mencukupi, akan tetapi di sisi lain terdapat beberapa aspek yang masih harus terus ditingkatkan pencapaiannya. Beberapa aspek tersebut antara lain belum terintegrasinya secara menyeluruh antara pusat-pusat kegiatan/produksi ke daerah pemasaran, di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini akan berdampak pada terhambatnya arus barang dan jasa antar wilayah tersebut. Tingginya tingkat kerusakan jalan, baik rusak ringan, sedang, maupun berat. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat keselamatan penggguna jalan yang ditandai dengan meningkatnya tingkat kecelakaan lalu lintas. Selain itu kerusakan jalan juga berdampak pada bertambahnya waktu tempuh yang diperlukan untuk mencapai suatu wilayah tertentu, sehingga biaya operasional kendaraan akan meningkat.
Di bidang infrastruktur pengairan, pembangunan diarahkan kepada upaya pemenuhan ketersediaan air baku masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari, pemenuhan ketersediaan air irigasi untuk pertanian serta upaya penanggulangan bahaya banjir dan abrasi kawasan pantai. Beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut di atas, di antaranya melalui  pembangunan sarana pengelolaan air minum, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi, rehabilitasi/normalisasi sungai serta pembangunan/rehabilitasi bangunan penahan gelombang laut. 

Sampai dengan tahun 2012, di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat 7 Daerah Irigasi (DI) yang merupakan kewenangan pusat dengan luas area 31.786 ha, dimana 63,167% kondisi baik; 24,545% rusak ringan, dan 12,288% rusak berat. Selain itu, terdapat 15 Daerah Irigasi (DI) yang merupakan kewenangan provinsi dengan luas area 20.530 ha, dimana 79,76 % kondisi baik; 8,53 % rusak ringan; 10,96 % rusak berat.
d. Urusan Perumahan

Rumah atau hunian tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar manusia yang mutlak harus terpenuhi. Secara umum, berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2013, ketersediaan rumah layak huni terjangkau telah mencapai 68,79%. Namun demikian ketersediaan rumah layak huni yang dapat dijangkau oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) baru mencapai 19,99%. Sementara itu, ketersediaan fasilitas prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman untuk mendukung lingkungan yang sehat dan aman baru mencapai 69,59%.

Untuk memenuhi kebutuhan tempat hunian, sampai dengan tahun 2013 di Sulawesi Tenggara telah dibangun Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) sebanyak 8 twin blok dengan kapasitas 650 unit hunian yang berada di Kota Kendari, Kota Baubau dan Kota Kolaka.
e. Urusan Penataan Ruang

Di bidang penataan ruang, sampai dengan tahun 2014, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tenggara dan RTRW seluruh Kabupaten Kota telah disusun sesuai amanat Undan-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, di mana di dalamnya telah ditetapkan struktur dan pola ruang serta kawasan strategis. Dokumen yang disusun telah mendapat persetujuan substansi dari Menteri Pekerjaan Umum RI. Sebagai tindak lanjut penyusunan RTRW,  12  (duabelas) kabupaten/kota telah menetapkannya sebagai Peraturan Daerah (PERDA) tentang RTRW. 
f. Urusan Perencanaan Pembangunan

Pada urusan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara, telah menyusun beberapa dokumen penting tentang perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yaitu perencanaan daerah selama 20 tahun, jangka menengah dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun berdasarkan visi dan misi Gubernur terpilih yang diselaraskan dengan RPJPD, dan rencana jangka pendek yang dituangkan ke dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran dari RPJMD dan memuat isu strategis pemerintah sesuai kondisi kekinian. 
Hal tersebut di atas merupakan penjabaran dari kewenangan yang diberikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 28 Tahun 2009.
Tabel 2.43
Dokumen Perencanaan  Prov. Sultra Yang Telah Memiliki Ketetapan
	No.
	Dokumen
	Status
	Keterangan

	1.
	RPJPD
	Ada
	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4

	2.
	RPJMD 
2008-2013
	Ada
	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2008-2013.  

	
	RPJMD

2013-2018
	Ada
	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018

	3.
	RKPD 2013
	Ada
	Peraturan Gubernur Sulawesi tenggara No. 16 Tahun 2012 tanggal 16 Tahun 2012 tentang RKPD Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 32 Tahun 2013 tentang RPKD Perubahan Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2013

	
	RKPD 2014
	Ada
	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 22a Tahun 2013

	
	RKPD 2015
	Ada
	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 29 Tahun 2014

	4.
	KUA 2010


	Ada

	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan DPRD Prov. Sulawesi Tenggara Nomor [image: image14.png]13 Tahun 2008
¢ Tanun 2008



 tanggal 4 September 2009 tentang Kebijakan Umum APBD TA. 2010 sebagaimana telah diubah dengan Nota Kesepakatan Nomor [image: image16.png]20 Tahun 2010
Ay m——



 tanggal 15 November 2010 tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010

	
	KUA 2011


	Ada

	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan DPRD Prov. Sulawesi Tenggara Nomor [image: image18.png]29 Tahun 2010
o> Tabun 2050



 tanggal 17 Desember 2010 tentang Kebijakan Umum APBD TA. 2011 sebagaimana telah diubah dengan Nota Kesepakatan Nomor [image: image20.png]75 Tahun 2011
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 tanggal 26 September 2011 tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011

	
	KUA 2012


	Ada

	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan DPRD Prov. Sulawesi Tenggara Nomor [image: image22.png]24 Tahun 2011
e —



 tanggal 14 Desember 2011 tentang Kebijakan Umum APBD TA. 2012 sebagaimana telah diubah dengan Nota Kesepakatan Nomor [image: image24.png]23 Tahun 2012
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 tanggal 14 September 2012 tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012

	
	KUA 2013


	Ada


	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan DPRD Prov. Sulawesi Tenggara Nomor [image: image26.png]3¢ Tahun 2012
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 tanggal 17 Desember 2012 tentang Kebijakan Umum APBD TA. 2013 sebagaimana telah diubah dengan Nota Kesepakatan Nomor [image: image28.png]29 Tahun 2013
2 Tanun 202



 tanggal 6 September 2013 tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013

	
	KUA 2014


	Ada


	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan DPRD Prov. Sulawesi Tenggara Nomor [image: image30.png]60 Tahun 2012
o> Tanun 202



 tanggal 13 Desember 2013 tentang Kebijakan Umum APBD TA. 2014 

Kesepakatan Nomor [image: image32.png]29 Tahun 2013
2 Tanun 202



 tanggal 6 September 2013 tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013

	
	KUA 2015

	Ada


	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan DPRD Prov. Sulawesi Tenggara Nomor [image: image34.png]64 Tahun 2014
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 tanggal 18 November 2014 tentang Kebijakan Umum APBD TA. 2015 


Sumber : Bappeda Prov. Sultra, Tahun 2015

g. Urusan Perhubungan

Peningkatan jumlah sarana angkutan darat, angkutan laut dan angkutan udara menuntut ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai. Pada tahun 2010 jumlah penumpang angkutan umum 249.424.263 orang, dan pada tahun 2011 sebanyak 250.356.316 orang, tahun 2012 sebanyak 256.123.423 orang, tahun 2013 sebanyak 298,605,218 orang dan menjadi 307,563,375 orang pada tahun 2014. Dengan semakin bertambahnya kendaraan dan meningkatnya kesadaran masyarakat  akan pentingnya sarana dan prasaran,  maka jumlah arus penumpang angkutan umum dan angkutan barang selama periode lima tahun terakhir mengalami peningkatan. 
Pada tabel di bawah ini menggambarkan kondisi pelayanan umum di bidang Urusan Perhubungan melalui data jumlah arus penumpang.
Tabel 2.44
Arus Penumpang dan Barang yang Datang dan Berangkat Melalui Transportasi Darat, Laut, Penyeberangan dan Udara di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010-2014
	No
	Arus Penumpang dan Barang
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Jumlah Penumpang Angkutan Umum
	249.424.263
	250.356.316
	256.123.423
	298,605,218
	307,563,375

	2.
	Arus Kedatangan dengan Penyeberangan Laut (org)
	794.694
	797.294
	805.320
	934,171
	962,196

	3.
	Arus Kedatangan dengan Transportasi Darat (org)
	23.996.472
	25.321.430
	28.124.521
	32,624,444
	33,603,177

	4.
	Arus Keberangkatan dengan Penyeberangan Laut (org)
	794.694
	812.542
	852.328
	988,700
	1,018,361

	5.
	Arus Keberangkatan dengan Transportasi darat
	223.838.403
	223.425.050
	225.489.120
	261,567,379
	269,414,400

	6.
	Jumlah Barang yang Terangkut melalui Angkutan Umum
	622.035
	960.669
	980.345
	1,137,200
	1,171,316

	7.
	Jumlah Barang Masuk melalui Penyeberangan Laut (ton)
	126.210
	128.562
	131.453
	152,485
	157,060

	8.
	Jumlah Barang Masuk melalui Moda Transportasi Darat (ton)
	126.210
	456.045
	615.235
	713,672
	735,082

	9.
	Jumlah Barang Keluar melalui Penyeberangan Laut
	131.230
	134.520
	139.430
	161,738
	166,590

	10.
	Jumlah Barang Keluar melalui Moda Transportasi Darat
	238.385
	241.542
	280.540
	325,426
	335,189

	11.
	Arus Angkutan Udara
	8.021.731
	8.061.355
	7.410.122
	8,151,134
	8,309,615

	12.
	Arus Kedatangan dengan  Transportasi Udara (org)
	270.497
	295.420
	405.688
	446,256
	455,181

	13.
	Arus Keberangkatan dengan Transportasi Udara (org)
	237.209
	304.017
	412.860
	454,146
	458,687

	14.
	Arus Barang Masuk melalui Moda Transportasi Udara (kg)
	3.972.181
	4.349.449
	3.778.701
	4,156,571
	4,239,702

	15.
	Arus Barang Keluar melalui Moda Transportasi Udara (kg)
	3.541.844
	3.112.469
	2.812.873
	3,094,160
	3,156,043

	16.
	Arus Kedatangan Dengan Transpotasi Laut
	114,106
	131,222
	144,344
	165,995
	171,805

	17.
	Arus Keberangkatan Dengan Transpotasi Laut
	128,209
	147,440
	162,184
	186,511
	193,039

	18.
	Arus Barang Masuk Melalui Moda Transportasi Laut
	7,632,886
	8,777,819
	9,655,601
	11,103,941
	11,492,579

	19.
	Arus Barang Keluar Melalui Moda Transportasi Laut
	1,450,961
	1,668,605
	1,835,466
	2,110,785
	2,184,663


Sumber:Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra, Tahun 2014 

h. Urusan Lingkungan Hidup

Pada urusan lingkungan hidup, gambaran kondisi lingkungan hidup yang digambarkan melalui beberapa indikator yang terkait dengan lingkungan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.45
Data Indikator Pengelolaan  Lingkungan Tahun 2012-2014
	Indikator
	2012
	2013
	2014

	Persentase Penanganan Sampah Perkotaan (2009)
	50 %
	58,33 %
	41,66%

	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL
	18,18%
	25,45%
	26,36%

	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk
	1/21
	
	1/21

	Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Terhadap Luas Daratan
	51,8%
	51,8%
	51,8%

	Luas Kawasan Perlindungan Daratan
	46,35%
	46,35%
	46,35%

	Luas Kawasan Lindung Laut (ha)
	313,513
	313,513
	313,513

	Emisi CO2
	1.038 Gg CO2 e
	1.038 Gg CO2 e
	1.038 Gg CO2 e

	Jumlah Perusahaan yang Memilki AMDAL
	151
	181
	187

	Jumlah Perusahaan yang Memiliki Tempat  pengelolaan Limbah
	5
	5
	10

	Jumlah Sumber Air yang Dipantau Kualitasnya, Ditetapkan Status Mutu Airnya dan Diinformasikan Status Mutu Airnya
	80%
	100%


	100%



	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dipantau Kualitas Udara

Ambiennya dan Diinformasikan Mutu Udara Ambiennya
	33,33%
	100%
	100%

	Jumlah Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan

Pencemaran dan/atau Perusakan
	100%
	100%
	100%


Sumber : BLH Prov. Sultra, Tahun 2015
Dari tabel diatas yang menggambarkan kondisi lingkungan hidup bahwasanya indikator presentase penanganan sampah perkotaan mengalami penurunan yaitu 50% di tahun 2012 menurun hingga 41,66% pada tahun 2014 sehingga penurunan penanganan sampah perkotaan tentu dapat meningkat kembali apabila mendapat dukungan dan perhatian dari masyarakat perkotaan itu sendiri, Sementara cakupan Pengawasan terhadap pelaksanaan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) mengalami peningkatan yaitu meningkat dari tahun  (18,81%) pada tahun 2012 menjadi 2 26,36% pada tahun 2014. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah terhadap pengawasan lingkungan hidup dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini tentunya sejalan dengan Jumlah perusahaan yang memiliki AMPDAL yang dari tahun ke tahun meningkat yaitu dari 151 perusahaan pada tahun 2012 meningkat menjadi 187 perusahaan pada tahun 2014.
i. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pelayanan Umum Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan anak, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.46
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Tenggara 
Tahun 2012- 2014
	No.
	Uraian
	2012
	2013
	2014

	1.
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 
	8,23
	8,83
	7,57

	2.
	Partisipasi perempuan di lembaga swasta 
	38,15
	-
	-

	3.
	Rasio KDRT 
	-
	63,64%
	-

	4.
	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur 
	4,91
	-
	-

	5.
	Partisipasi angkatan kerja perempuan
	4,61
	4,31
	3,57

	6.
	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 
	-
	11 Kasus
	13 Kasus


Sumber : BP3AKKB Prov. Sultra, Tahun 2015
Dari tabel di atas yang menguraikan pelayanan umum bidang pemeberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2014 kondisinya dari tahun ketahun mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari presentasi partisipasi perempuan di lembaga pemerintah yaitu dari 8,23% pada tahun 2012 menurun menjadi 7,57 pada tahun 2014 selain itu partisipasi angkatan kerja perempuan juga menurun tingkat capainnya yaitu 4,61% pada tahun 2012 menurun menjdai 3,57% pada tahun 2014.

j. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Urusan Pelayanan Umum Bidang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, yang digambarkan dari beberapa indikator terkait dengan keluarga berencanda dan sejahtera untuk menurunkan jumlah penduduk dan menekan angka kemiskinan Indonesia khususnya Sulawesi tenggara,  sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.47
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 2012-2014
	No.
	Uraian
	2012
	2013
	2014

	1.
	Rata-rata jumlah anak per Keluarga 
	4,05 Jiwa
	4,05 Jiwa
	3,01 Jiwa

	2.
	Rasio akseptor KB 
	75,31 %
	77,77 %
	66,05%

	3.
	Cakupan peserta KB aktif
	319.665
	330.720
	324,069

	4.
	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
	323.355 KK
	323.775 KK
	319,705 KK


Sumber : BP3AKKB Prov. Sultra, Tahun  2015
Pada tabel di atas yang menjelaskan pelayanan umum bidang urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, dengan rasio akseptor KB menurun dari 75,31% pada tahun 2012 menjadi 66,05 % pada tahun 2014, dan cakupan peserta KB aktif menurun dari 330,720% pada tahun 2013 mendai 324,069% pada tahun 2014, walaupun kedua indikator tersebut menurun capaian setiap tahunnya namun Rata-Rata Jumlah Anak Per-Keluarga yang menurun dari Rata-Rata pada tahun 2012 dan 2013 sebanyak 4 Jiwa menjadi 3 Jiwa setiap keluarga pada tahun 2014 dan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I mengalami penurunan dari 323,775 KK pada tahun 2013 menjadi 319,705 KK pada tahun 2014. Sehingga dari uraian diatas maka kesadaran masyarakat dalam hal ini cukup tinggi untuk menekan jumlah penduduk dan Keluarga Miskin di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Upaya Pemerintah membangun Sarana Pelayanan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota akan di uraikan dalam tabel barikut:

Tabel 2.48
Jumlah Sarana Pelayanan Keluarga Berencana Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014
	No.
	Kabupaten/ Kota
	Klinik Keluarga Berencana
	Pembantu Pembinaan Keluarga Berencana Desa
	Sub Pembantu Pembinaan Keluarga Berencana Desa
	Jumlah

	1.
	Buton 
	40
	244
	847
	1.131

	2.
	Muna
	76
	237
	565
	878

	3.
	Konawe
	76
	455
	1.265
	1.796

	4.
	Kolaka
	50
	265
	812
	1.127

	5.
	Konawe Selatan
	42
	363
	1.229
	1.634

	6.
	Bombana
	23
	22
	460
	505

	7.
	Wakatobi
	21
	100
	319
	440

	8.
	Kolaka Utara
	22
	133
	266
	421

	9.
	Buton Utara
	11
	57
	160
	228

	10.
	Konawe Utara
	20
	146
	458
	624

	11.
	Kolaka Timur
	*
	*
	*
	*

	12.
	Konawe Kep.
	*
	*
	*
	*

	13.
	Muna Barat
	*
	*
	*
	*

	14.
	Buton Selatan
	*
	*
	*
	*

	15.
	Buton Tengah
	*
	*
	*
	*

	16.
	Kota Kendari
	48
	64
	275
	387

	17.
	Kota Baubau
	21
	43
	173
	237

	Prov. Sultra

	
	2014
	428
	2.021
	6.477
	8.926

	
	2013
	377
	2.036
	6.424
	8.837

	
	2012
	450
	2.129
	6.829
	9.408

	
	2011
	410
	2.024
	6.134
	8.568

	
	2010
	411
	2.053
	6.069
	8.533

	
	2009
	379
	1.665
	4.880
	6.924

	
	2008
	315
	2.033
	5.650
	7.998


Sumber : BP3AKB Prov. Sultra, Tahun 2015
*) Gabung kabupaten induk
Dari uraian di atas Jumlah Sarana Layanan Keluarga Berencana setiap tahunnya meningkat di kabupaten kota dengan total jumlah layanan keluarga berencana sebanyak 8.533 tersebar di seluru Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara pada tahun 2014.
k. Urusan Sosial

Tabel 2.49
Jumlah Panti Asuhan, Kapasitas Tampung dan Anak Asuh yang Ditampung Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013
	No.
	Kabupaten/Kota
	Panti Asuhan
	Anak Asuh
	Pengasuh

	1.
	Buton 
	1
	78
	6

	2.
	Muna
	16
	742
	141

	3.
	Konawe
	9
	445
	66

	4.
	Kolaka
	16
	793
	171

	5.
	Konawe Selatan
	8
	405
	69

	6.
	Bombana
	1
	45
	7

	7.
	Wakatobi
	-
	-
	-

	8.
	Kolaka Utara
	3
	150
	29

	9.
	Buton Utara
	2
	94
	3

	10.
	Konawe Utara
	1
	25
	2

	11.
	Kolaka Timur
	-
	-
	-

	12.
	Konawe Kepulauan
	*
	-
	-

	13.
	Muna Barat
	*
	*
	*

	14.
	Buton Selatan
	*
	*
	*

	15.
	Buton Tengah
	*
	*
	*

	16.
	Kota Kendari
	13
	749
	121

	17.
	Kota Baubau
	5
	235
	44

	Prov. Sultra

	
	2013
	75
	3.761
	659

	
	2012
	74
	3.748
	270

	
	2011
	74
	3.748
	270

	
	2010
	69
	2.825
	213

	
	2009
	66
	2.257
	213


Sumber: Sultra Dalam Angka Tahun 2014
*) Gabung kabupaten induk
l. Urusan Ketenagakerjaan

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja 
Rasio daya serap tenaga kerja baik PMDN maupun PMA  terus meningkat sejalan dengan peningkatan PMDN dan PMA sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.50
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2010-2014
	No.
	Uraian
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Jumlah Tenaga Kerja yang Berkerja pada Perusahaan PMA/PMDN
	59.974
	65.162
	70.977
	76.950
	86.276

	2.
	Jumlah Seluruh PMA/PMDN
	5.253
	5.826
	5.959
	6.353
	13.006

	3.
	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja 
	1 : 11
	1 : 11
	1 : 12
	1 : 12
	1 : 6


Sumber : BKPMD-PTSP, Tahun 2015
m. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Salah satu usaha pengembangan ekonomi di Sulawesi tenggara adalah koperasi. Manfaat koperasi bisa dirasakan sampai lapisan bawah dan dapat dijadikan sebagai wahana paguyuban maupun kelompok usaha masyarakat.

Jumlah Wirausaha Baru juga meningkat tahun 2010 sebanyak 10.758 unit dan pada tahun 2011 menjadi 11.100 unit. Persentase Pengurus/Karyawan Koperasi yang Pernah Mengikuti Diklat Perkoperasian juga meningkat sebesar 2,64 persen tahun 2010 menjadi  9,30 persen pada tahun 2011.dan Persentase UMKM yang Pernah Mengikuti Diklat meningkat sebesar 0,31 persen tahun 2010 menjadi 0,42 pada tahun 2011. Perkembangan koperasi di Sulawesi tenggara tahun 2010-2014 dapat dilihat pada table berikut ini :
Tabel 2.51
Pengelolaan Perkoperasian di Sulawesi Tenggara Tahun 2010 – 2014

	No.
	Uraian
	Capaian Kinerja

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Persentase Koperasi Aktif  (%)
	84,78
	84,82
	84,91
	84,91
	84,95

	2.
	Persentase Omzet Usaha Mikro dan Kecil (%)
	0,15
	0,31
	0,20
	0,20
	0,24

	3.
	Persentase Kredit per UMKM (%)
	0,71
	0,89
	0,80
	0,80
	0,82

	4.
	Jumlah BPR/LKM Beroperasi Aktif (unit)
	43
	51
	45
	53
	63

	5.
	Jumlah Koperasi Berprestasi/Berkualitas 
	12
	24
	38
	40
	52

	6.
	Jumlah Wirausaha Baru (Unit)
	10.785
	11.100
	10.800
	10,875
	10,965

	7.
	Persentase Pengurus/Karyawan Koperasi yang Pernah Mengikuti Diklat Perkoperasian (%)
	2,64
	9,30
	20,53
	20,53
	22,55

	8.
	Persentase UMKM yang Pernah Mengikuti Diklat 
	0,31
	0,42
	0,4
	0,67
	0,77


Sumber : Dinkop, KUKM Prov. Sultra, Tahun 2014
n. Urusan Penanaman Modal

Provinsi Sulawesi Tenggara yang kaya dengan berbagai potensi sumberdaya alam, tentunya menjadi perhatian khusus bagi para penanam modal untuk berinvestasi. Kondisi ini diperlihatkan melalui modal investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara yang pada Tahun 2014 sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut ini :
Tabel 2.52
Banyaknya Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri dan Asing 
Menurut Jenis Proyek Tahun 2014
	No.
	Jenis Proyek
	Modal Dalam Negeri
	Modal Luar  Negeri

	
	
	Banyaknya Proyek
	Investasi (Juta Rp)
	Banyaknya Proyek
	Investasi (Juta Rp)

	1.
	Pertanian

1.1. Tanaman Pangan

1.2. Perkebunan

1.3. Perikanan

1.4. Kehutanan
	0

28

11

0
	-

6.947.683.336.566

397.004.535.375

-
	-

8

11

2
	-

78.288.000,00

23.722.255,56

1.035,00

	2.
	Pertambangan
	5
	251.928.902.400
	44
	1.077.453.428,78

	3.
	Industri
	23
	12.376.341.812.568
	43
	229.044.385,40

	4.
	Listrik, Gas dan Air Minum
	2
	3.088.017.904.610
	2
	90.000.000,00

	5.
	Bangunan
	1
	190.000.000.000,00
	6
	25.499.919,00

	6.
	Perdagangan, Hotel & Restoran
	1
	8.400.000.000,00
	17
	24.775.908,38

	7.
	Angkutan dan Telekomunikasi
	3
	122.816.221.000
	4
	26.564.806,00

	8.
	Keuangan Persewaan dan jasa
	0
	-
	0
	-

	9.
	Jasa-jasa
	10
	67.126.649.000
	18
	1.424.187.305,42

	
	Jumlah
	84
	
	218
	2.999.537.043.54


Sumber : BKPMD-PTSP Prov. Sultra Tahun 2015
Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting di Sulawesi Tenggara dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan. Dengan melimpahnya Sumber Daya Alam yang dimiliki Sulawesi Tenggara telah menjadi magnet bagi investor untuk berinvestasi, hal ini dapat dilihat pada tabel di atas dimana hampir semua sektor mendapatkan modal investasi. Berdasarakan tabel di atas menunjukan bahwa yang tidak mendapatkan investasi Modal Luar  Negeri  dan Modal Dalam Negeri yakni sektor Tanaman Pangan dan Keuangan Persewaan dan jasa. Sementara itu nilai investasi Modal Dalam Negeri  tertinggi terdapat pada sektor Industri dengan nilai investasi 12.376.341.812.568 dengan 23 jumlah proyek, untuk investasi Modal Luar Negeri terdapat pada sektor jasa-jasa dengan nilai investasi 1.424.187.305,42 dengan 81 jumlah proyek. Untuk investasi Modal Dalam Negeri terendah terdapat pada sektor Perdagangan, Hotel & Restoran nilai inevestasi 8.400.000.000,00 sedangkan investasi Modal Luar Negeri terdapat pada sektor Kehutanan dengan nilai investasi 1.035,00 dengan hanya Dua jumlah proyek.

o. Urusan Kebudayaan

Pengembangan kebudayaan di Sulawesi Tenggara dilaksanakan melalui pengembangan kesenian, perfilman, cagar budaya, permuseuman, sejarah dan nilai-nilai budaya. Pembangunan kebudayaan di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat terlihat dari tabel berikut :

Tabel 2.53
 Jumlah Penyelenggaraan dan Sarana seni Budaya Prov. Sultra
Tahun 2010 -2014
	No.
	Uraian
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya
	7
	7
	-
	2
	3

	2.
	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
	3
	5
	1
	2
	3


      Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov. Sultra, 2015
Pembangunan kebudayaan di Sulawasi Tenggara tidak hanya bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan untuk mencapai standar tertentu, namun juga untuk memanfaatkan budaya yang merupakan salah satu kekayaan Sulawasi Tenggara dalam bidang ekonomi. Kekayaan budaya Sulawasi Tenggara merupakan potensi ekonomi kreatif yang apabila dikelola dengan baik dapat menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, serta mengentaskan kemiskinan. Dari data di atas memberikan gambaran bahwa Pemerintah Daerah melalui SKPD yang menangani kebudayaan perlu untuk terus melakuan berbagai inovasi untuk kembali menumbuhkan penyelenggaraan festival seni dan budaya. Pada tahun 2010 penyelenggaraan festival seni dan budaya sebanyak tujuh kali namun justru menurun drastis pada tahun 2014 yakni 3 kali penyelengaraan, bahkan pada tahun 2012 penyelengaraan festival tidak dilakukan sama sekali.

p. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, urusan kepemudaan dan olahraga merupakan urusan pelayanan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan wajib tersebut dapat diukur dari indikator kinerja, meliputi jumlah peserta seleksi paskibraka tingkat nasional, jumlah pemuda yang ikut seleksi pertukaran pemuda, jumlah pemuda yang ikut seleksi kapal pemuda nusantara. Di bidang keolahragaan, meliputi : jumlah pembinaan atlet yang dilaksanakan, jumlah kompetisi olahraga yang dilaksanakan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2.54
Pencapaian Kinerja Pelayanan Umum Bidang Urusan Kepemudaan
 dan Olahraga Tahun 2009-2013

	No.
	Uraian
	Realisasi Capaian Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	A
	Kepemudaan
	
	
	
	
	

	1.
	Jumlah Pemuda yang Berperan di Organisasi
	6
	6
	6
	6
	6

	2.
	Jumlah Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
	1 keg
	1 keg
	1 keg
	1 keg
	1 keg

	B
	Keolahragaan
	
	
	
	
	

	3.
	Jumlah Olahraga yang Dibina dan Dimasyarakatkan
	1 keg
	1 keg
	1 keg
	1 keg
	1 keg

	4.
	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga
	1 keg
	1 keg
	1 keg
	1 keg
	1 keg


  Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sultra, Tahun 2014
q. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Situasi ketenteraman dan ketertiban umum di Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2014  senantiasa tetap kondusif dan terkendali. Indikator tetap kondusif dan terkendalinya stabilitas ketenteraman serta ketertiban tersebut, antara lain ditunjukkan oleh kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 yang berlangsung  dalam suasana tertib, aman dan demokratis.

Suasana kehidupan beragama dan kegiatan beribadah masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara secara umum telah berjalan dengan baik.  Dilihat dari sisi kuantitas, jumlah rumah-rumah ibadah sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.55
Tempat Peribadatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2009-2013
	Tahun
	Masjid
	Mushola
	Gereja Katholik
	Gereja Protestan
	Pura
	Vihara

	2009
	2.686
	705
	71
	111
	217
	16

	2010
	2.769
	248
	56
	273
	217
	17

	2011
	2.665
	248
	66
	110
	217
	15

	2012
	2.769
	248
	56
	273
	217
	19

	2013
	3.248
	871
	57
	274
	220
	18


Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2014
Pada penyelenggaraan pendidikan keagamaan dan penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan juga dapat berjalan dengan baik. Sementara itu kerukunan dan toleransi hidup beragama juga semakin baik, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tingkat toleransi antar umat beragama semakin meningkat dapat dilihat pada pelaksanaan kegiatan hari-hari besar keagamaan, bagi agama yang merayakan dapat menjalankan kegiatan keagamaannya dengan khusyuk dan hidmat. Kegiatan keagamaan tingkat nasional yang sukses diselenggarakan di Sulawesi Tenggara yaitu pelaksanaan Pesparawi tahun 2012 di Kota Kendari menjadi bukti bahwa toleransi hidup beragama di Sulawesi Tenggara semakin meningkat. 
r. Urusan Ketahanan Pangan

Pembangunan ketahanan pangan adalah mewujudkan kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan dilihat dari tiga aspek yaitu ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Dari ketiga aspek ketahanan pangan tersebut sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan ditetapkan empat jenis pelayanan dasar yaitu ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan, serta penanganan kerawanan pangan.

Neraca Ketersediaan dan Kebutuhan

Ketersediaan pangan khususnya beras dalam kondisi aman bahkan selalu mengalami surplus. Pada tahun 2013 ketersediaan beras mencapai 316.168,77 ton, tingkat kebutuhan 231.387,09 ton, artinya mengalami surplus 84.781,68 ton. Selanjutnya kondisi pada tahun 2014 menunjukan hasil yang lebih baik yaitu ketersediaan beras 370.381,91 ton, dengan tingkat kebutuhan 234.087,32 ton, mengalami surplus 136.294,59 ton. Ketersediaan beras dan tingkat kebutuhan beras dari tahun 2013 sampai tahun 2014 di Sulawesi Tenggara selalu mengalami surplus hal ini berarti tingkat kebutuhan beras untuk konsumsi masyarakat Sulawesi Tenggara tercukupi. Berbeda dengan komoditas pangan nabati lainnya, komoditas kedelai dan telur justru menunjukan hasil yang berbeda dimana dari tahun 2013-2014 ketersediaan kedelai dan telur tidak mampu menutupi kebutuhan yang tinggi di Sulawesi Tenggara. Dari data yang ada, pada tahun 2013 kebutuhan kedelai mencapai 4910,07 ton akan tetapi ketersediaan hanya mencapai 3.256,03 ton ini menujukan bahwa kebutuhan kedelai minus 1.654,04 ton. Hal yang sama terjadi pada tahun berikutnya yakni tahun 2014, bahwa kebutuhan kedelai minus 15,47 ton. Begitu juga dengan telur pada tahun 2013 kebutuhan telur minus 3.479,86 ton dan tahun 2014 minus 3.124,94 ton.

Tabel 2.56
Perkiraan Neraca Ketersediaan dan Kebutuhan Beberapa Komoditas Pangan Penting Tahun 2013-2014
	No
	Komoditas
	Tahun 2013 (Ton)
	Tahun 2014 (Ton)

	
	
	Ketersediaan
	Kebutuhan
	Perimbangan
	Ketersediaan
	Kebutuhan
	Perimbangan

	
	
	
	
	Volume
	%
	
	
	Volume
	%

	I
	Pangan Nabati

	1.
	Beras
	316.168,77
	231.387,09
	84.781,68
	26,82
	370.381,91
	234.087,32
	136.294,59
	36,79

	2.
	Jagung
	45.682,73
	12.275,18
	33.407,55
	73,13
	40.965,6
	12.730,12
	28.235,48
	68,92

	3.
	Kedelai
	3.256,03
	4910,07
	-1.654,04
	-50,79
	5.076,58
	5.092,05
	-15,47
	-0,30

	4.
	Kacang Tanah
	4.694,90
	344,65
	4.350,25
	92,66
	4.418,45
	357,42
	4.061,03
	91,91

	5.
	Ubi Jalar
	21.219,44
	2.455,04
	18.764,4
	88,43
	21.219,44
	2546,02
	18.673,42
	88,0

	6.
	Ubi Kayu
	127.343,26
	12.298,78
	115.044,48
	90,34
	123.400,61
	12.754,60
	110.646,01
	89,66

	7.
	Sayuran
	57.381,97
	52.214,35
	5.167,62
	9,01
	56.437,69
	54.149,52
	2.288,17
	4,05

	8.
	Buah-buahan
	135.353,17
	48,595,54
	86.757,63
	64,09
	142.891,08
	50.396,59
	92.494,49
	74,73

	II
	Pangan Hewani

	9.
	Daging Sapi + Kerbau
	2.691,61
	944,24
	1.747,37
	64,92
	2.926,57
	979,24
	1.947,33
	66,5

	10.
	Daging Ayam
	7.749,66
	2.455,04
	5.294,62
	68,32
	8.450,85
	2.546,02
	5.904,83
	69,87

	11.
	Telur
	5.136,37
	8.616,23
	-3.479,86
	-67,74
	5.810,63
	8.935,57
	-3.124,94
	-53,78

	12.
	Ikan
	980.818,8
	37.566,76
	943.030,24
	96,17
	980.818,6
	38.959,1
	941.859,5
	96,03


Sumber : Badan Ketahanan Pangan Prov. Sultra (data diolah), Tahun 2015
s. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Upaya peningkatan pelayanan umum bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa meliputi meningkatkan penyelenggaraan pemeritahan desa/kelurahan secara efektif dan efisien  melalui peningkatan kapasitas SDM aparatur dan manajerial pemerintahan desa/kelurahan, meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat desa/kelurahan melalui kapasitas SDM Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pasar desa, Meningkatkan kapasitas pengelolaan kelembagaan desa/ kelurahan melalui peningkatan SDM Aparat, peningkatan sarana prasarana kelambagaan dan pengembangan regulasi desa/kelurahan. 
Semangat otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi gerbang pemerintah daerah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemekaran daerah. Terbentuknya beberapa daerah otonomi baru di Sulawesi Tenggara merupakan peluang yang sangat baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan terbentuknya daerah otonomi baru dapat pula meningkatkan kinerja pemerintah daerah mulai di tingkat kabupaten/kota hingga di tingkat desa/kelurahan. Terbentuknya pemerintahan daerah baru berarti terbaginya lembaga pemerintahan di bawahnya. Pembagian daerah administrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2.57
Pembagian Daerah Administrasi Sulawesi Tenggara Tahun 2015

	No
	Kabupaten/ Kota
	Ibukota
	Kecamatan
	Kelurahan
	Desa
	Desa + Kelurahan

	1.
	Buton
	Pasarwajo
	7
	83
	12
	95

	2.
	Muna
	Raha
	22
	26
	123
	149

	3.
	Konawe
	Unaaha
	27
	57
	290
	347

	4.
	Kolaka
	Kolaka
	12
	35
	100
	135

	5.
	Konawe Selatan
	Andoolo
	22
	15
	336
	351

	6.
	Bombana
	Kasipute
	22
	22
	116
	138

	7.
	Wakatobi
	Wangi-Wangi
	8
	25
	75
	100

	8.
	Kolaka Utara
	Lasusua
	15
	6
	127
	133

	9.
	Buton Utara
	Buranga
	6
	12
	78
	90

	10.
	Konawe Utara
	Asera
	10
	11
	133
	144

	11.
	Kota Kendari
	Kendari
	10
	64
	-
	64

	12.
	Kota Baubau
	Baubau
	8
	43
	-
	43

	13.
	Kolaka Timur*
	Rate-Rate
	12
	15
	188
	203

	14.
	Konawe Kep*
	Wawonii
	7
	7
	89
	96

	15.
	Muna Barat*
	Laworo
	11
	5
	82
	87

	16.
	Buton Selatan*
	Batauga
	7
	10
	60
	70

	17.
	Buton Tengah*
	Labungkari
	7
	9
	68
	77

	Prov. Sultra
	213
	374
	1.878
	2.252


Sumber : BPMPD Prov. Sultra

*Daerah Otonomi Baru
t. Urusan Komunikasi dan Informatika 

Pelayanan dalam urusan komunikasi dan informatika saat ini memegang peranan yang penting dalam upaya penyebarluasan informasi maupun efisiensi dalam komunikasi. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perkembangan media komunikasi dan informasi di Provinsi Sulawesi Tenggara memperlihatkan pertumbuhan yang cukup pesat, hal ini tentunya sangat didukung dengan kebutuhan masyarakat akan media komunikasi dan informatika yang terus meningkat. Gambaran tentang perkembangan pelayanan pada urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.58
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2014
	Jumlah Jaringan Komunikasi
	195 BTS

	Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal
	6 dan 8

	Jumlah Penyiaran Radio dan TV Lokal
	41 dan 3

	Persentase Jumlah Penduduk yang Menggunakan Telepon dan HP
	75%


Sumber : Dinas Perhubungan dan Kominfo Prov. Sultra, Tahun 2014
Capaian kinerja pelayanan bidang urusan komunikasi dan informatika tahun 2014 meliputi jumlah jaringan komunikasi sebanyak 195 BTS, surat kabar nasional yang beredar sebanyak 6 penerbit sedangkan surat kabar lokal sebanyak 8 penerbit. Jumlah radio lokal adalah 41 Stasiun Radio dan TV lokal sebanyak 3 Stasiun TV. Persentase jumlah penduduk yang menggunakan telepon dan HP sebanyak 75%.
u. Urusan Perpustakaan

Di bidang perpustakaan selama tahun 2010 hingga 2014 masih dibutuhkan upaya yang maksimal dari pemerintah provinsi dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat sehingga capaian kinerja per tahun bidang perpustakaan semakin meningkat. Capaian kinerja yang telah dicapai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.59
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bidang Urusan Perpustakaan Daerah
 Tahun 2010-2014
	No.
	Uraian
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun
	173.036
	181.141
	208.537
	80.649
	67.878

	2.
	Jumlah Judul Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah
	1.188
	535
	500
	750
	450

	3.
	Jumlah Eksamplar Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah
	2.716
	1.371
	60.000
	156.000
	41.000

	4.
	Desa /Kelurahan yang Mendapatkan Bantuan Buku
	154
	95
	60
	156
	-

	5.
	Presentase Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan yang Mengikuti Bintek
	7%
	5%
	3%
	8%
	0%


Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Sultra, Tahun 2015
Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Dengan demikian garis besar kegiatan perpustakaan adalah pengelolaan koleksi, sementara garis besar kearsipan meliputi meliputi penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan (kronologis).

Berdasarakan data tabel di atas kunjungan setiap orang di perpustakaan selama lima tahun terakhir (2010-2014) menunjukan hasil yang kurang memuaskan, dari 173.036 orang pengunjung tahun 2010 menurun drastis pada tahun 2014 dengan jumlah kunjungan 67.878 orang. Hal ini diikuti dengan menurunnya jumlah Judul Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah, dimana pada tahun 2010 jumlah koleksi buku sebanyak 1.188 buah dan selanjutya menunjukan penurunan menjadi 450 buah pada tahun 2014 (dapat dilihat pada Tabel 2.59). Hal ini bisa menjadi penyebab menurunnya jumlah pengunjung pertahun selain itu dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai literatur dan informasi yang diperlukan.

2.1.3.2 Fokus Urusan Layanan Pilihan

Urusan layanan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelengaraan urusan pilihan pemerintahan daerah meliputi, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian, sebagai berikut :
a. Urusan Pertanian

Kondisi pengembangan jaringan irigasi di Sulawesi Tenggara menunjukkan perkembangan yang cukup baik sejak tahun 2008 hingga 2013. Walaupun demikian karena beberapa kendala teknis tidak semua lahan yang beririgasi mulai dari irigasi teknis hingga irigasi tadah hujan ada yang tidak dimanfaatkan. Keadaan pemanfaatan irigasi di Sulawesi Tenggara disajikan pada tabel berikut :
Tabel 2.60
Keadaan Irigasi Teknis, Semi Teknis hingga Irigasi Tadah Hujan

berdasarkan Frekuensi Tanam di Sulawesi Tenggara
	No.
	Jenis Pengairan
	Frekuensi Penanaman
	Tidak Ditanami Padi *)
	Sementara Tidak Diusahakan
	Jumlah

	
	
	Tiga kali
	Dua kali
	Satu kali
	
	
	

	1.
	Irigasi Teknis
	124
	25.768
	5.150
	3.597
	3.246
	37.885

	2.
	Irigasi 1/2 Teknis
	12
	12.353
	3.638
	868
	251
	17.122

	3.
	Irigasi Sederhana
	710
	6.547
	2.096
	406
	840
	10.599

	4.
	Irigasi Desa/Non PU
	40
	11.557
	5.491
	1.220
	3.558
	21.866

	5.
	Tadah Hujan
	185
	2.246
	9.315
	3.473
	4.659
	19.878

	6.
	Pasang Surut
	-
	-
	238
	58
	689
	985

	7.
	Lebak
	-
	8
	107
	18
	187
	320

	8.
	Lainnya (Polder, Rembesan dll)
	
	
	
	
	
	

	
	J U M L A H
	1.071
	58.479
	26.035
	9.640
	13.430
	108.655


Sumber : Dinas Pertanian Prov. Sultra, Tahun 2014
b. Urusan Kehutanan

Perkembangan pengelolaan kawasan hutan di Sulawesi Tenggara terus dilakukan berupa kegiatan rehabilitasi hutan, pengembangan produksi hasil hutan, pengamanan kebakaran kawasan hutan, pengawasan hutan, penetapan tata batas kawasan hutan serta perencanaan pembangunan kehutanan. Kondisi pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara disajikan pada tabel berikut :
Tabel 2.61
Pengelolaan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010– 2014

	No.
	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi
	Capaian Pada Tahun

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Luas Kawasan Hutan dan Lahan yang Direhabilitasi (ha)
	86,76
	20.379,70
	38.832
	20.908,43
	31.073,00

	2.
	Produksi Hasil Hutan :
	79.370,57
	85.628,63
	89.219,55
	25.089,114
	33.923,31

	
	Hasil Hutan Kayu (m3)
	77.045.08
	83.223,88
	68.566.08
	25.089,114
	33.385,94

	
	Hasil Hutan Bukan Kayu (Ton)
	2.325,49
	2.404,75
	20.653,47
	-
	537,37

	3.
	Peningkatan Kapasitas Penanganan Kasus Kejahatan Kehutanan (%)
	100
	100
	80
	75
	100

	4.
	Luas Kawasan Hutan yang Terbakar Dapat Ditekan (%)
	100
	100
	80
	-
	-

	5.
	Dokumen Perencaan dan Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan (dokumen)
	2
	2
	2
	2
	2

	6.
	Pengesahan Dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan (dokumen)
	-
	5
	10
	-
	-

	7.
	Fasilitasi Pembangunan HTR (kabupaten)
	2
	-
	-
	-
	-

	8.
	Fasilitasi Pembangunan KPH (unit)
	-
	2 unit
	2 unit
	2 unit
	3 unit

	9.
	Fasilitasi Hutan Kota (kabupaten)
	3
	7
	-
	1
	-


Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Sultra, Tahun 2015
Pada tabel di atas, Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi meningkat dari tahun 2010 seluas 86,76 Ha menjadi 38,832 Ha pada tahun 2012. Pada tahun 2012 merupakan puncak dari rehabilitasi fungsi hutan dan lahan, namun menurun di tahun 2013 menjadi 20,908 Ha dan kembali meningkat di tahun 2014 menjadi 31,073 Ha. Peningkatan dan Penurunan rehabilitasi hutan dan lahan ini seiring dengan produksi hasil hutan yang dikelolah setiap tahunnya yang puncaknya terjadi pada tahun 2012 sebesar 89.215,55 m3  selanjutnya menurun menjadi pada tahun berikutnya mencapai 25.089,11 m3 pada tahun 2013 dan kembali meningkat menjadi 33.923,31 m3 di tahun 2014.

c. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

Bidang energi dan sumberdaya mineral mempunyai kontribusi cukup besar dalam mendukung perekonomian Sulawesi Tenggara. Aktivitas pertambangan merupakan sektor yang paling besar dalam menyumbangkan pendapatan daerah dan mendongkrak perekonomian daerah. Selain itu, komitmen pemerintah daerah pada bidang energi dan sumberdaya mineral dengan berupaya untuk mengatasi defisit daya listrik di Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2009 diwujudkan dengan cara merelokasi genset melalui dukungan APBD,  tahun 2011 PT. PLN (Persero) telah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) kapasitas terpasang 2x10 mw, PLTM Rongi 2x0,4 mw, PLTM Sabilambo kapasitas 2x1 MW. Dalam mengatasi krisis listrik skala kecil pada daerah-daerah terpencil telah dikembangkan listrik tenaga surya dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Pada tahun 2008 s.d 2012 telah dikembangkan PLTS sebanyak  6.920 unit dan pada tahun 2009 pemerintah daerah telah membangun Pembakit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) kapasitas 40 kW di Desa Tekonea Kab. Konawe. Tahun 2012 telah dilaksanakan penyambungan listrik murah dan hemat yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu sebanyak 3.069 sambungan yang tersebar di 5 kab/kota se Sulawesi Tenggara dan pada tahun 2013 telah tersambung listrik murah dan hemat sebanyak 3.877 sambungan yang tersebar di 12 kab/kota serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebanyak 6 unit yang tersebar di 5 kabupaten di Sulawesi Tenggara.

Adapun capaian kinerja pelayanan umum bidang urusan energi dan sumber daya mineral dapat dilihat pada tabel  berikut :

Tabel 2.62
Kondisi Pengelolaan Bidang Energi Sumberdaya dan Mineral 
di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010 – 2014
	No.
	Uraian
	Tahun

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Penerimaan Daerah dari sektor Pertambangan
	60.855.129.327
	103.115.397.967
	91.383.706.647
	96.099.387.776
	48.427.718.084

	
	· Royalti
	14.518.085.420
	17.033.581.830
	31.051.523.134
	53.883.523.510
	45.380.191.517

	
	· Iuran Tetap
	892.267.287
	1.023.969.736
	1.543.551.661
	2.031.864.266
	3.047.526.576

	
	· Sumbangan Pihak Ketiga
	45.444.776.620
	85.057.846.401
	58.788.631.852
	40.184.000.000
	-

	2.
	Rasio Elektrifikasi (%)
	50,95
	57,59
	61,95
	69,53
	74,07

	3.
	Rasio Desa Berlistrik (%)
	69,28
	72,32
	74,34
	77,37
	77,68

	4.
	Daya Terpasang (mw)
	130.300
	151.300
	174.300
	242.273
	438,91


Sumber : Dinas ESDM Prov. Sultra, Tahun 2015
1. Pertambangan

Tambang Nikel dan Aspal merupakan dua jenis produksi pertambangan yang menonjol di Sulawesi Tenggara. Produksi dan nilai produksi kedua jenis tambang tersebut ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.63
Keadaan Komoditas Pertambangan Nikel dan Aspal di Sulawesi Tenggara
Tahun 2010-2014

	Tahun
	Produksi (ton)
	Nilai Produksi (Rp. Juta Rupiah)

	
	Bijih Nikel
	Ferro Nikel
	Aspal
	Bijih Nikel
	Ferro Nikel
	Aspal

	2010
	6.062.828
	12.783
	20.852
	1.048.030
	2.070.846
	6.255.

	2011
	14.342.807
	6.630
	187.525
	1.727.905
	1.193.396
	56.257

	2012
	18.778.406
	17.250
	531.038
	4.694.601
	2.932.500
	159.311

	2013
	29.431.004
	15.535
	583.830
	5.398.791
	2.563.275
	175.148

	2014
	1.387.140
	16.851
	275.290
	138.714
	1.152.608
	27.529


Sumber : Dinas ESDM Prov. Sultra, Tahun 2015
2. Listrik

Pertumbuhan permukiman di Sulawesi Tenggara signifikan dengan pertambahan cabang dan ranting Perusahaan Listrik Negara, banyaknya pelanggan, tenaga listrik yang terjual serta nilai penjualan listrik. Keadaan perkembangan listrik di Sulawesi Tenggara tahun 2009 – 2013 disajikan pada tabel berikut :
Tabel 2.64
Perkembangan Kelistrikan di Sulawesi Tenggara Tahun 2009 – 2014
	Tahun
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Jumlah Kepala Keluarga (KK)
	529.977
	547.924
	547.890
	524.017
	553.085
	607.186

	Jumlah KK berlistrik
	217.312
	277.200
	315.542
	324.630
	374.784
	449.713

	Rasio Elektrifikasi
	41,00
	50,95
	57,59
	61,95
	69,53
	74.07


 Sumber : Dinas ESDM Prov. Sultra, Tahun 2015
d. Urusan Pariwisata

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai manfaat terhadap masyarakat setempat dan sekitarnya. Pariwisata mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat Sulawesi Tenggara bahkan bagi Negara sekalipun, manfaat pariwisata dapat dilihat dari berbagai aspek/segi yaitu manfaat pariwisata dari segi ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, nilai pergaulan dan ilmu pengetahuan, serta peluang dan kesempatan kerja.

Perkembangan Kepariwisataan Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan yang cukup baik sejalan dengan meningkatnya kualitas aksesibilitas, amenitas dan sarana penunjang dalam melakukan perjalanan di Destinasi Wisata. 

Capaian kinerja Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan pengukuran yang mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesenian dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.65
Perkembangan Capaian Kinerja Kebudayaan dan Pariwisata
Tahun 2010-2014

	No.
	Indikator
	Tahun

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	
	Kebudayaan
	
	
	
	
	

	1.
	Budaya
	
	
	
	
	

	
	1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (Event)
	7
	7
	-
	2
	3

	
	2. Sarana Penyelenggaraan Seni Budaya (Tempat)
	3
	5
	1
	2
	3

	
	3. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya (%)
	574
	613
	-
	-
	-

	2.
	Kesenian Indikator SPM
	
	
	
	
	

	
	1. Cakupan Kajian Seni (%)
	-
	13,30%
	13,30%
	13,30%
	13,30%

	
	2. Cakupan Fasilitas Seni
	29%
	14%
	29%
	29%
	29%

	
	3. Cakupan Gelar Seni
	100%
	100%
	50%
	100%
	100%

	
	4. Misi Kesenian (%)
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	
	5. Cakupan Sumber daya Kesenian (%)
	25%
	25%
	50%
	50%
	50%

	
	6. Cakupan Tempat (%)
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	
	7. Cakupan Organisasi (%)
	66,67%
	66,67%
	66,67%
	66,67%
	66,67%

	
	Pariwisata
	
	
	
	
	

	1.
	Kunjungan Wisata (orang)
	
	
	
	
	

	
	1. Jumlah Wisatawan Mancanegara (Org)
	9.949
	4.966
	14.725
	16.097
	17.240

	
	2. Jumlah Wisatawan Nusantara (Org)
	1.547.144
	2.119.721
	2.061.536
	2.600.000
	2.784.600

	
	3. Rata-rata lama tinggalwisatawan
	
	
	
	
	

	
	· Bintang
	1,79
	2
	2,17
	2
	1,96

	
	· Non Bintang
	1,58
	1,56
	1,63
	
	

	
	4. Rata-rata tingkat Hunian Hotel (%)
	
	
	
	
	

	
	a.   Bintang
	41,89
	52,77
	52,9
	49,62
	38,32

	
	b.  Non Bintang
	33,18
	33,25
	33,82
	
	

	2.
	Persentase jumlah Unit Usaha sektor Pariwisata:
	
	
	
	
	

	
	a.   Jumlah Hotel
	265
	303
	347
	409
	415

	3.
	Jumlah Objek Wisata (Lokasi)
	3
	4
	3
	1
	5

	4.
	Jumlah Desa Wisata (Lokasi)
	8
	19
	29
	-
	-


Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov. Sultra Tahun 2015
Perkembangan jumlah wisatawan di Sulawesi Tenggara dilihat dari jumlah wisatawan yang berkunjung dalam lima tahun terakhir (2010-2014) menunjukan peningkatan yang cukup signifikan, dari 1.557.093 orang tahun 2010 menjadi 2.801.840 orang tahun 2014 dimana angka ini mencakup wisatawan nusantara dan mancanegara. Bila dilihat dari dari tahun ketahun perkembangan tersebut selalu konsisten ini mengambarkan bahwa pariwisata sulawesi tenggara memiliki daya tarik yang baik untuk terus menarik minat wisata untuk mengunjungi sulawesi tenggara.
e. Urusan Kelautan Dan Perikanan

Perkembangan luas lahan perikanan khususnya yang dilakukan selama lima tahun terakhir cenderung meningkat. Kenaikan ini diikuti dengan salah satu sektor penyumbang terbesar kepada PDRB. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, peningkatan jumlah kontribusi PDRB tahun 2013 sebesar 8,34% sedangkan tahun 2014 mencapai 10,86%. Hal ini disebabkan karena wilayah Sulawesi Tenggara memiliki sumberdaya kelautan yang besar dan beragam juga merupakan salah satu sektor yang diminati investor. Kondisi pengelolaan sektor kelauatan dan perikanan di Sulawesi Tenggara disajikan pada tabel berikut :  

Tabel 2.66
Kondisi Pengelolaan Sektor Kelauatan dan Perikanan di Sulawesi Tenggara Tahun 2010– 2014
	No.
	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	Realisasi Capaian Tahun

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014*

	A.
	Fungsi Ekonomi
	 
	 
	 
	 
	

	1.
	Kontribusi PDRB Perikanan terhadap PDRB Provinsi ADB (5)
	11,76
	11,79
	10,95
	8,34
	10,68

	2.
	Produksi Perikanan (Ribu ton)
	
	
	
	
	

	
	- Perikanan Tangkap
	227,24
	227,27
	148,80
	170,00
	141,70

	
	- Perikanan Budidaya
	570,57
	653,17
	706,63
	847,47
	839,60

	3.
	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Ribu)
	700,30
	518,34
	3.983,00
	5.841,800
	6.175,03

	4.
	Konsumsi Ikan (kg/kap/thn)
	45,8
	49,5
	50,6
	49,01
	-

	5.
	Jumlah Unit Pengolahan Ikan (unit)
	566
	620
	630
	729
	831

	6.
	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan
	106,20
	107,19
	108,52
	106,91
	106,22

	B.
	Fungsi Lingkungan
	
	
	
	
	

	1.
	Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan (juta ha) 
	1,60
	1,72
	1,84
	1,84
	1,92

	2.
	Jumlah Pulau-Pulau Kecil Termasuk Pulau Kecil Terluar yang Dikelola (pulau) 
	115
	115
	117
	117
	117

	3.
	Jumlah Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas)
	109
	105
	118
	118
	126


Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Sultra, Tahun 2015
*Data Sementara

Catatan : 

1. Dilakukan perubahan satuan PDRB dari triliun Rp menjadi Atas Dasar Harga Berlaku –ADB (%) agar dapat diketahui kontribusi subsektor perikanan terhadap total PDRB Sultra

2. Nilai ekspor hasil perikanan dan nilai konsumsi ikan tahun 2013 masih menunggu data dari BPS Prov. sultra

f. Urusan Perdagangan dan Industri

1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 

Tabel 2.67
Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2010-2014
	Tahun
	Uraian
	PMDN
	PMA
	Total

	2010
	Jumlah Investor
	2
	6
	8

	2011
	Jumlah Investor
	-
	11
	11

	2012
	Jumlah Investor
	-
	7
	7

	2013
	Jumlah Investor
	3
	6
	9

	2014
	Jumlah Investor
	5
	9
	14


         Sumber : Dinas Perindag Prov. Sultra, Tahun 2014

Meningkatnya kembali investasi di Sulawesi Tenggara pada tahun 2014 setelah sebelumnya surut akibat pemberlakuan Undang-Undang tentang Minerba yang mewajibkan setiap industri pertambangan membangun smelter. Jumlah investor yang menanamkan investasinya di Sulawesi Tenggara pada tahun 2014 meningkat sebesar 14 investor yang terdiri dari investor dalam negeri sebanyak 5 investor dan investor asing sebanyak 9 investor yang sebagian besar menanamkan investasinya di bidang pertambangan dan perkebunan. 
2.  Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) 

Tabel 2.68
Jumlah Investasi PMDN Tahun 2010-2014
	Tahun
	Persetujuan
	Realisasi

	
	Jumlah Proyek
	Nilai Investasi 

(Juta Rp)
	Jumlah Proyek
	Nilai Investasi

	2010
	2
	16.531.800,00
	75
	14.539.228,33

	2011
	2
	11.350.000,00
	76
	18.937.141,79

	2012
	3
	25.500.000,00
	77
	18.807.354,91

	2013
	4
	2.287.875.141,42
	79
	21.187.522.640

	2014
	8
	210.397.626.000.000
	84
	23.449.319.361.519


Sumber : BKPMD dan PTSP Prov. Sultra Tahun 2015
Perkembangan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu lima terakhir (2010-2014) menunjukan pertumbuhan yang positif seperti yang ditunjukan pada tabel di atas. Dimana nilai investasi tertinggi pada tahun 2014 yakni sebesar 23.449.319.361.519 dengan jumlah proyek sebanyak 84, sedangkan nilai investasi terendah terjadi di tahun 2010 dengan nilai investasi sebesar 14.539.228,33 dengan jumlah proyek sebanyak 75. Data tersebut menunjukan bahwa pertumbuhan investasi dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan, hal ini berdampak positif akan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Tenggara. Keterlibatan pelaku usaha sangat besar dalam upaya penumbuhan investasi, disamping itu pemerintah Sulawesi Tenggara sangat terbuka terhadap investasi baik dari dalam maupun luar negeri.

Tabel 2.69
Jumlah Investasi PMA Tahun 2010-2014
	Tahun
	Persetujuan
	Realisasi

	
	Jumlah Proyek
	Nilai Investasi 

(Juta Rp)
	Jumlah Proyek
	Nilai Investasi

	2010
	15
	37.396,900
	80
	55.865,14

	2011
	25
	310.893,59
	123
	891.239,34

	2012
	11
	35.103.459,60
	133
	13.884.396,51

	2013
	38
	96.500.770,13
	142
	1.381.921,51

	2014
	55
	82.049.011,30
	218
	2.999.537.044


Sumber : BKPMD dan PTSP Prov. Sultra, Tahun 2014

Penanaman Modal Asing atau (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal).

Seperti Perkembangan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), perkembangan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) juga menunjukan pertumbuhan yang positif. Selama kurun waktu lima tahun (2010-2014) nilai investasi terus berkembang pesat dari 55.865,14 pada tahun 2010 meningkat menjadi 2.999.537.044 pada tahun 2014 dengan jumlah proyek sebanyak 218. Setiap tahun pemerintah daerah terus berupaya untuk berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi, hal ini terlihat dari pertumbuhan investasi dari tahun ketahun yang terus menunjukan nilai yang positif.
3. Perkembangan Sektor Industri Kecil

Selama Tahun 2012 hingga sekarang, perkembangan sektor industri kecil di Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada industry kimia dan industry kecil. Jika dibandingkan dengan nilai kontribusi industri kimia sebesar 65.527.001 sedangkan industri kecil sebesar 3.279.675.746. Data kontribusi dan nilai perkembangan sektor industri kecil dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.70
Banyaknya Industri, Nilai Produksi dan Tenaga Kerja Menurut Jenis Industri
 Tahun 2014

	Kelompok /

Jenis Industri
	Jumlah Perusahaan
	Jumlah Tenaga Kerja
	Investasi (Rp.000)
	Nilai

(Rp.000)

	Industri Kimia
	6
	417
	32.695.803
	65.527.001

	Industri Logam dan Mesin
	3
	690
	29.551.883
	2.500.011.218

	Industri Aneka
	-
	-
	-
	-

	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan
	46
	1.506
	364.784.577
	110.435.564

	Industri Kecil :

· IK Hasil Pertanian dan Kehutanan

· IK Kimia

· IK Logam dan Mesin

· IK Aneka
	12.398

7.497

1.744

1.237

1.920
	69.840

36.682

9.768

8.746

14.644
	1.413.670.317

913.479.121

222.206.875

122.326.912

155.657.409
	3.279.675.746

1.926.811.786

753.530.327

244.772.788

354.560.845

	Jumlah
	12.453
	72.453
	1.840.702.580
	5.955.649.529


Sumber : Laporan Kinerja Bidang Industri Kecil, Tahun 2014
4.  Perkembangan Sektor Perdagangan Luar Negeri

· Ekspor Sulawesi Tenggara Menurut Nilai dan Volume 
Jika dibandingkan dengan tahun 2010 volume dan nilai ekspor Sulawesi Tenggara mengalami penurunan. Tahun 2010 volume ekspor sebesar 3.069.386,60 dan 1.896.916,65 pada tahun 2014. Sedangkan nilai ekspor tahun 2010 sebesar 334.550.042,00 dan tahun 2014 sebesar 333.012.160,80. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi global yang menyebabkan berkurangnya volume ekspor dan inpor. Volume dan nilai ekspor Tahun 2008 - 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.71
Ekspor Berdasarkan Volume dan Nilai Tahun 2010-2014
	Deskripsi
	Tahun

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Volume (Ton)
	3.069.386,60
	5.783.205,56
	14.053.328,97
	22.179.857,10
	1.896.916,65

	Nilai (USD)
	334.550.042,00
	440.772.202,74
	703.334.264,44
	765.857.144,55
	333.012.160,80


Sumber : Dinas Perindag Prov. Sultra, Tahun 2014
· Ekspor Sulawesi Tenggara Menurut Eksportir

Selama tahun 2010-2013 perkembangan eksportir di Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan secara signifikan, baik dari segi eksportir yang mengelola sumberdaya alam yang terbaharui maupun seperti perkebunan, hasil laut serta sumberdaya alam yang tidak terbaharui seperti hasil tambang. Jumlah eksportir pada tahun 2010 sebanyak 22 perusahaan dengan nilai sebesar 334.550.042,00 dan volume sebesar 3.069.386,60 sedangkan tahun 2013 jumlah eksportir sebanyak 46 perusahaan dengan nilai sebesar  765.875.144,55 dan volume sebesar 22.179.857,10.  Perkembangan eksportir sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.72
Keadaan  Jumlah Eksportir di Sulawesi Tenggara 
Tahun 2010 – 2014

	Tahun
	Jumlah Eksportir
	Jenis Komoditi
	Nilai (USD)
	Volume (Ton)

	2010
	22 Perusahaan
	Hasil Tambang (Bijih Nikel, Fero Nikel, Batu Cromid)

Hasil Laut (Gurita Beku, Cakalang, Ikan, Udang, Campuran)

Hasil Hutan (Kayu Jati)

Hasil Perkebunan (Kakao)
	334.550.042,00
	3.069.386,60

	2011
	26 Perusahaan
	Hasil Tambang (Bijih Nikel, Fero Nikel,Aspal)

Hasil Laut (Gurita Beku, Cakalang, Ikan, Udang, Campuran, Rumput Laut)

Hasil Hutan (Kayu Jati)
	440.772.202,74
	5.783.205,56

	2012
	38 Perusahaan
	Hasil Tambang (Bijih Nikel, Fero Nikel, Aspal)

Hasil Laut (Gurita Beku, Cakalang, Rumput Laut)

Hasil Hutan (Kayu Jati)
	703.334.264,44
	14.053.328,97

	2013


	46 Perusahaan
	Hasil Tambang (Bijih Nikel, Ferro Nikel, Aspal, Batu Chromid)
Hasil Laut (Gurita Beku, Ikan Cakalang, Rumput Laut)

Hasil Hutan (Kayu Jati)
	765.875.144,55
	22.179.857,10

	2014


	23 Perusahaan
	Hasil Tambang (Bijih Nikel, Ferro Nikel, Batu/Bitumen Alam, Aspal)
Hasil Laut dan Perikanan (Gurita Beku, Cakalang Beku, Cumi-Cumi Beku, Rumput Laut, Hasil Laut Beku)

Hasil Hutan (Kayu Jati)
	333.012.160, 80
	1.896.916,65


Sumber : Dinas Perindag Prov. Sultra, Tahun 2014

· Ekspor Sulawesi Tenggara Menurut Negara Tujuan

Selama tahun 2010-2013 jumlah negara tujuan ekspor Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan baik negara tujuan, nilai maupun volume. Nilai dan Volume ekspor Negara tujuan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.73
Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan  Tahun 2010-2014
	Tahun
	Negara Tujuan
	Nilai 

(USD)
	Volume

 (Ton)

	2010
	Jepang, China, USA, Hongkong, Malaysia, Belanda, Korea Selatan, Swiss, Australia, Italia
	334.550.042,00
	3.069.386,60

	2011
	Jepang, Taiwan, China, USA, Hongkong, Belanda, Korea Selatan, Italia, dan Yunani
	440.772.202,74
	5.783.205,56

	2012
	Jepang, Taiwan, China, USA, Hongkong, Belanda, Korea Selatan, Tailand, Meksiko, Ukraina
	703.334.264,44
	14.053.328,97

	2013
	Jepang, Taiwan, China, USA, Hongkong, Belanda, Korea Selatan, Australia, Thailand, Ukraina
	765.857.144, 55
	22.179.857,10


	2014
	China, USA, Australia, Netherland, Mexico, Thailand, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Hongkong, India.
	333.012.160,80
	1.896.916,65



Sumber : Dinas Perindag Prov. Sultra, Tahun 2015
· Ekspor Sulawesi Tenggara Menurut Pelabuhan Muat

Selama tahun 2010-2013 jumlah pelabuhan di Sulawesi Tenggara yang digunakan untuk mengekspor komoditi terus meningkat secara signifikan. Jumlah pelabuhan yang digunakan pada tahun 2010 sebanyak 3.069.386,60 ton sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 22.179.857, 10 ton. Hal ini disebabkan karena meningkatnya volume ekspor. Ekspor berdasarkan pelabuhan muat dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.74
Ekspor Berdasarkan Pelabuhan Muat di Wilayah 
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010-2014
	Tahun
	Pelabuhan Muat
	Jenis Komoditi
	Negara Tujuan
	Volume

(Ton)

	2010
	· Pomalaa

· Kolaka

· Kendari

· Kolaka Utara

· Konawe Utara

· Konawe Selatan

· Buton

· Surabaya
	· Bijih Nikel, Fero Nikel, Aspal, Batu Cromid

· Kakao

· Ikan Campuran, Gurita Beku, Ikan Cakalang, Rumput Laut

· Kayu Jati
	Jepang, China, USA, Hongkong, Malaysia, Belanda, Korea Selatan, Swiss, Australia, Italia
	3.069.386,60

	2011
	· Pomalaa

· Kolaka

· Konawe Utara

· Kolaka Utara

· Konawe Selatan

· Baubau

· Buton

· Bombana

· Surabaya
	· Bijih Nikel, Fero Nikel, Aspal, Batu Cromid

· Kakao

· Ikan Campuran, Gurita Beku, Ikan Cakalang, Rumput Laut

· Kayu Jati
	Jepang, Taiwan, China, USA, Hongkong, Belanda, Korea Selatan, Italia, dan Yunani
	5.783.205,56

	2012
	· Pomalaa

· Kolaka

· Kolaka Utara

· Konawe Utara

· Konawe Selatan

· Buton

· Makassar

· Bombana

· Surabaya
	· Bijih Nikel, Fero Nikel, Aspal, Batu Cromid

· Kakao

· Ikan Campuran, Gurita Beku, Ikan Cakalang, Rumput Laut

· Kayu Jati
	Jepang, Taiwan, China, USA, Hongkong, Belanda, Korea Selatan, Thailand, Meksiko, Ukraina
	14.053.328,97

	2013


	· Pomalaa

· Kolaka

· Kolaka Utara

· Konawe Utara

· Konawe Selatan

· Buton

· Makassar

· Bombana

· Surabaya
	· Bijih Nikel, Fero Nikel, Aspal, Batu Cromid

· Kakao

· Ikan Campuran, Gurita Beku, Ikan Cakalang, Rumput Laut

· Kayu Jati
	China, Belanda, Korea Selatan, Jepang, Swiss, Malaysia, Australia, Yunani, USA, Iran, Hongkong, Italia, Taiwan
	22.179.857, 10

	2014


	· Torobulu/Konawe Selatan
· Tinanggea/Konawe Selatan

· Palangga/Konawe Selatan

· Mandiodo/Konawe Utara

· Molore/Konawe Utara

· Lameruru/Konawe Utara

· Boenaga/Konawe Utara

· Talaga/Bombana

· Kabaena/Bombana

· Kabaena/Buton

· Bau-Bau

· Pomala

· Wolo/Kolaka

· Lambai/Kolaka Utara

· Lasusua/Kolaka Utara

· Sulabo/Kolaka Utara

· Ujung Pandang

· Tj. Perak/Surabaya

· Tj. Periok/Jakarta.
	· Hasil Tambang (Bijih Nikel, Ferro Nikel, Batu/Bitumen Alam, Aspal)
· Hasil Laut dan Perikanan (Gurita Beku, Cakalang Beku, Cumi-Cumi Beku, Rumput Laut, Hasil Laut, Beku)
· Hasil Hutan (Kayu Jati)
	China, USA, Australia, Mexico, Thailand, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Hongkong, India.
	1.896.916,65


Sumber : Dinas Perindag Prov. Sultra, Tahun 2015 
· Perkembangan Sektor Perdagangan Dalam Negeri

Perdagangan Antar Pulau

Selama tahun 2013 jenis komoditas yang diperdagangkan antar pulau dalam daerah di Sulawesi Tenggara terdiri dari jenis komoditas antara lain; komoditas perkebunan dengan volume 266.314 ton dan nilai  sebesar 4.847.662.000.00, perikanan dengan volume 26.269 ton dan nilai sebesar 1.525.898.950.00, peternakan dengan volume 202 ton dan nilai sebesar 17.762.500,00, kehutanan dengan volume sebesar 261 ton dan nilai sebesar 29.662.000,00 dan industri dengan volume 481 ton dan nilai 46.715.000,00. Perdagangan antar pulau di provinsi sulawesi tenggara dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.75
Perdagangan Antar Pulau di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013
	Jenis Komoditi
	Volume 

(Ton)
	Nilai 

(Rp.)

	Hasil Tan aman Pangan
	5.837
	19.706.950

	Hasil Perkebunan
	266.314
	4.847.662.000

	Hasil Perikanan
	26.269
	1.525.898.950

	Hasil Peternakan
	202
	17.762.500

	Hasil Kehutanan
	261
	29.662.000

	Produk Industri
	481
	46.715.000

	Jumlah
	299.366
	6.487.407.400


        Sumber : Dinas Perindag Prov. Sultra Tahun 2014
Selama tahun 2014 jenis komoditas yang diperdagangkan antar pulau dalam daerah di sulawesi tenggara terdiri dari jenis komoditas antara lain; komoditas perkebunan dengan volume 291.641 ton dan nilai sebesar 5.783.000.415.00, perikanan dengan volume 49.838 ton dan nilai sebesar 1.589.475.160.00, peternakan dengan volume 97 ton dan nilai sebesar 1.330.000,00, kehutanan dengan volume sebesar 120 ton dan nilai sebesar 2.210.000,00 dan industri dengan volume 498 ton dan nilai 41.188.000,00. Perdagangan antar pulau di provinsi sulawesi tenggara dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.76
Perdagangan Antar Pulau di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014
	Jenis Komoditi
	Volume  (Ton)
	Nilai (Rp.)

	Hasil Tan aman Pangan
	5.648
	20.455.573

	Hasil Perkebunan
	271.641
	5.783.000.415

	Hasil Perikanan
	49.838
	1.589.475.160

	Hasil Peternakan
	97
	1.330.000

	Hasil Kehutanan
	120
	2.210.000

	Produk Industri
	495
	41.188.000

	Jumlah
	327.839
	7.437.659.148


Sumber : Dinas Perindag Prov. Sultra Tahun 2014
g. Urusan Ketransmigrasian

Urusan pilihan adalah urusan yang dipriotaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (Core Competence) yang menjadi kekhasan daerah salah satu diantaranya adalah urusan pilihan ketransmigrasian. Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah penerima warga transmigrasi  terbanyak di Indonesia.  Hal ini telah dilakukan sejak tahun 1964. Keadaan permukiman transmigrasi sejak tahun 2009 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.77
Keadaan Penerimaan Transmigrasi Umum menurut Jenis Transmigrasi

Tahun 2009 – 2013
	Tahun
	Umum
	Transmigrasi Swakarsa Mandiri
	Total

	
	KK
	Jiwa
	KK
	Jiwa
	KK
	Jiwa

	2009
	98
	389
	130
	530
	228
	919

	2010
	442
	1.755
	158
	638
	600
	2.393

	2011
	748
	2.957
	86
	317
	834
	3.274

	2012
	665
	2.535
	5
	19
	670
	2.554

	2013
	367
	1.432
	40
	140
	407
	1.572

	Jumlah
	2.320
	9.068
	419
	1.644
	2.739
	10.712


        Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2014
Dari tabel di atas terlihat bahwa sejak tahun 2009 hingga tahun 2013 penerimaan transmigrasi terus dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan lahan transmigrasi yang tersebar di beberapa daerah. Pada tahun 2009 total Kepala Keluarga yang mengikuti Program Transmigrasi dari berbagai wilayah tercatat 229 KK dengan total individu 919 jiwa, pada tahun 2010 peningkatan penerimaan transmigrasi baik transmigrasi umum maupun transmigrasi swakarsa mandiri cukup signifikan yaitu dengan total 600 KK dan 2.393 jiwa. Puncaknya pada tahun 2011 angka penerimaan hingga mencapai 834 KK dengan 3.274 jiwa, kemudian pada tahun 2012 dan 2013 semakin menurun hingga penerimaan mencapai 407 KK dan 1.572 jiwa. Salah satu alasan menurunnya penerimaan transmigran disebabkan karena kesediaan pemerintah daerah kabupaten di Sulawesi Tenggara untuk menerima Program Transmigrasi yang didukung oleh ketersediaan lahan untuk lokasi transmigrasi baru.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita 

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi banyaknya anggota rumah tangga. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.  
Tabel 2.78
Pengeluaran Rata‑Rata per Kapita Sebulan 2008-2012
	No.
	Uraian
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1.
	Makanan
	131.739
	148.526
	191.015
	208886
	245.392

	2.
	Non Makanan
	92.642
	102.131
	136.211
	171.442
	190.272

	
	Jumlah
	224.380
	250.657
	327.225
	380.328
	435.664


Sumber : BPS, Tahun 2014
Pengeluaran rata‑rata per kapita sebulan penduduk Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun cenderung meningkat, baik dari sisi kebutuhan makanan maupun kebutuhan non makanan
b. Nilai Tukar Petani 
Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (lt) terhadap indeks harga yang dibayar petani (lb) yang dinyatakan dalam persen, merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

Tabel 2.79
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010-2014
	No.
	Uraian
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Indeks yang Diterima Petani (lt)
	136,83
	139,80
	142,02
	151,84
	116,41

	2.
	Indeks yang Dibayar Petani (lb)
	127,50
	130.08
	133,64
	142,56
	116,84

	3.
	Rasio
	107,32
	104,47
	106,27
	106,51
	99,63


Sumber : BPS Pusat, Tahun 2010-2014
Pada tabel di atas terlihat bahwa Indeks NTP Sulawesi Tenggara pada tahun ke tahun sedikit mengalami penurunan. Pada tahun 2010 Indeks NTP meningkat mencapai 107,32 persen namun pada tahun 2011 menurun mencapai 104,47 persen dan kembali meningkat pada tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar 106,27 persen dan 106,51 persen. Pada bulan Desember 2014 tercatat 99,63 atau mengalami penurunan sebesar 6,88 persen dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 106,51 persen. Indeks NTP masing-masing subsektor tercatat sebagai berikut: Subsektor Tanaman Pangan (NTPP) 93,13; Subsektor Hortikultura (NTPH) 97,19; Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) 101,76; Subsektor Peternakan (NTPT) 103,02 dan Subsektor Perikanan (NTNP) 103,23.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur

Informasi ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur di jelaskan dengan  indikator-indikator: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah kebanjiran, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas, dan jumlah restoran, jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel, persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon,yang telah di paparkan pada beberapa bab sebelumnya.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Gambaran atas iklim berinvestasi dapat dilihat pada indikator angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perizinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha dan persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa. 

a. Angka Kriminalitas 

Angka kriminalitas merupakan cerminan kondisi keamanan dan ketertiban di suatu daerah. Daerah yang aman dan tertib akan menarik investor untuk berinvestasi. Angka kriminalitas Provinsi Sulawesi Tenggara dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.80
Kejadian Kriminalitas di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013
	Jenis Kriminal
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah Tindak Kriminal 
	3.407
	3.848
	4.130
	3.653
	9.414
	7.618


Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2014
Kejahatan konvesional seperti kasus kekerasan berupa penganiayaan, pengrusakan, penipuan, pengeroyokan, KDRT dan penipuan, masih mendominasi tingkat tindak kriminal di Sulawesi Tenggara.

b. Jumlah Demonstrasi 

Kejadian demonstrasi di Sulawesi Tenggara berdasarkan  pembidangannya terus meningkat sejak tahun  2009 hingga tahun 2014. Keadaan demonstrasi di Sulawesi Tenggara ditunjukkan pada tabel berikut :
Tabel 2.81
Jumlah Demo yang Terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2009 – 2014
	No.
	Uraian
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Bidang Politik
	51
	347
	456
	128
	217
	186

	2.
	Ekonomi
	22
	46
	-
	37
	23
	25

	3.
	Sosial Budaya
	33
	174
	37
	98
	184
	148

	4.
	Mogok Kerja
	3
	-
	-
	2
	-
	-

	
	Jumlah
	109
	567
	493
	265
	424
	359


 Sumber : Bakesbangpol Prov. Sultra, Tahun 2015
c. Pengenaan Pajak Daerah 

Pengenaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah daerah. Realisasi pajak dan macam pajak Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2009-2013 terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.82
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Menurut Jenisnya Tahun 2009-2013
	Tahun
	Realisasi Pajak

	
	Pajak Kendaraan Bermotor
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
	Pengolahan Air Bawah tanah/ Air Permukaan
	Tunggakan pajak
	Denda Pajak

	2009
	38.934.276
	76.631.937
	52.017.350
	1.690.452
	1.371.636
	800.037

	2010
	46.054.047
	92.416.924
	60.268.263
	1.707.214
	1.864.243
	951.825

	2011
	55.754.959
	122.242.806
	80.461.325
	1.785.402
	2.503.171
	1.162.858

	2012
	63.907.118
	169.678.358
	102.143.424
	2.221.563
	2.792.584
	1.368.970

	2013
	76.658.718
	202.302.466
	123.462.831
	2.269.633
	3.376.928
	263.168


Sumber : Sulawesi Tenggara Dalam Angka, Tahun 2014

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

a. Kualitas Tenaga Kerja 

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan dalam bidang ekonomi adalah sumberdaya manusia. Sumber daya manusia (SDM) merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak dalam kandungan hingga akhir hidupnya. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dapat berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan tingkat partisipasi sumberdaya manusia yang terlibat dalam dunia kerja atau tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang terlibat dalam dunia kerja atau tenaga kerja yang ikut terlibat dalam proses produksi, akan menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah, sehingga mengakibatkan tingkat pendapatan suatu daerah ikut meningkat akibat barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah, dan hal ini akan memberi dampak terhadap  peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Tabel 2.83
Penduduk Sulawesi Tenggara yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2013
	No.
	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan
	Laki-laki
	Perempuan
	Jumlah

	1.
	Tidak/Belum Tamat SD
	103.343
	86.150
	189.493

	2.
	Sekolah Dasar
	151.103
	88.364
	239.467

	3.
	S M P
	106.339
	54.553
	160.892

	4.
	S M A
	143.306
	63.190
	206.496

	5.
	S M K
	30.882
	14.142
	45.024

	6.
	Diploma/Universitas
	67.390
	60.187
	127.577

	Jumlah
	602.363
	366.586
	968.949


Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2014
b. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan) 

Rasio Ketergantungan (Defendency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).

Tabel 2.84
Rasio Ketergantungan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013
	No.
	Uraian
	2013

	1.
	Jumlah Penduduk Usia < 15 Tahun
	826.350

	2.
	Jumlah Penduduk Usia > 64 Tahun
	88.663

	3.
	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1+2)
	915.013

	4.
	Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun
	1.445.598

	5.
	Rasio Ketergantungan (3+4)
	63


 Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2014
Rasio ketergantungan (dependency ratio) di Sulawesi Tenggara berdasarkan tabel di atas cukup tinggi, hal ini menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD 2013-2018
Tabel 2.85 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Tenggara
	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
	Target Capaian Kinerja RPJMD (Akhir tahun RPJMD)
	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013
	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014
	RKPD Tahun Berjalan (2015)
	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2015)
	SKPD Penanggungjawab

	
	
	
	
	
	Target RKPD Tahun 2014
	Realisasi RKPD 2014
	Tingkat Realisasi (%)
	
	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015
	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=(7/6)
	9
	10=(5+7+9)*
	11=(10/4)
	12

	
	
	
	
	WAJIB

	
	
	
	
	PENDIDIKAN

	
	
	
	
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	1
	01
	01
	01
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Terpenuhi Pelayanan Administrasi Perkantoran
	60 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	60%
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	1
	01
	01
	02
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	Tersedia sarana dan prasarana aparatur
	60 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	60%
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	1
	01
	01
	03
	Program peningkatan disiplin aparatur
	Meningkat disiplin aparatur
	3.755 Set
	746 Set
	746 Set
	746 Set
	100%
	12 Bulan
	1.492 Set
	40%
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	1
	01
	01
	05
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
	Meningkat kapasitas sumber daya aparatur
	20 Kegiatan
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	100%
	1 Kegiatan
	3 Kegiatan
	15%
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	1
	01
	01
	06
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 
	Meningkat pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 
	5 Kegiatan
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	100%
	1 Kegiatan
	3 Kegiatan
	60%
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	1
	01
	01
	07
	Program Peningkatan Sistem Perencanaan SKPD
	Tersedia Dokumen Perencanaan SKPD
	21 Dokumen
	5 Dokumen
	4 Dokumen
	4 Dokumen
	100%
	4 Dokumen
	13 Dokumen
	62%
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	1
	01
	01
	15
	Program Pendidikan Anak Usia Dini
	Meningkat Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
	65,83%
	42,23%
	42,23%
	40,12%
	95%
	45,48%
	42,61%
	64,72%
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	1
	01
	01
	16
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	Meningkat APM Pendidikan Dasar
	96,71%
	87,95%
	87,95%
	87,82%
	99,85%
	91,12%
	88,96%
	91,99%
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	1
	01
	01
	17
	Program Pendidikan Menengah
	Meningkat APK SMA/SMK
	101,99%
	93,28%
	93,28%
	92,55%
	99,21%
	96,10%
	93,98%
	92,15%
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	1
	01
	01
	18
	Program Pendidikan Non Formal
	Meningkat Angka Melek Huruf penduduk usia 15 - 59% Tahun
	99,92%
	94,94%
	94,94%
	94,58%
	99,62%
	95,58%
	95,03%
	95,11%
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	1
	01
	01
	19
	Program Pendidikan Luar Biasa
	Terpenuhi  Pendidikan Luar Biasa
	96%
	85,05%
	85,05%
	83,46%
	98,13%
	90%
	86,17%
	89,76%
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	1
	01
	01
	20
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	Meningkat Mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan
	87,6%
	75%
	75%
	75%
	100%
	78%
	76%
	86,76%
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	1
	01
	01
	21
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
	Terlaksana Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
	90%
	70%
	72%
	72%
	100%
	73%
	71,67%
	79,63%
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	1
	01
	01
	22
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
	Meningkat Manajemen Pelayanan Pendidikan
	93%
	78,5%
	78,5%
	78,15%
	99,55%
	85%
	80,55%
	86,61%
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	1
	01
	01
	23
	Perencanaan Pembangunan Daerah
	Terlaksana Perencanaan Pembangunan Daerah
	15 Dokumen
	3 Dokumen
	3 Dokumen
	3 Dokumen
	100%
	3 Dokumen
	9 Dokumen
	60%
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	1
	01
	01
	24
	Program Cerdas Sultraku
	Terlaksana Cerdas Sultraku
	5 Kegiatan
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	100%
	1 Kegiatan
	3 Kegiatan
	60%
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	
	
	
	
	KESEHATAN

	
	
	
	
	Dinas Kesehatan

	1
	02
	1
	
	Program pelayanan administrasi perkantoran
	Tertata layanan administrasi perkantoran sesuai kebutuhan
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Dinas Kesehatan

	1
	02
	2
	
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur  sesuai kebutuhan
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Dinas Kesehatan

	1
	02
	3
	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	Persentase pegawai yang mamiliki kedisiplinan
	100%
	-
	100%
	95%
	95%
	100%
	100%
	100%
	Dinas Kesehatan

	1
	02
	5
	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	Rasio ketersediaan dokter spesialis per 100.000 penduduK
	6%
	4%
	4,2%
	4,2%
	100%
	4,5%
	4,5%
	2,5%
	Dinas Kesehatan

	1
	02
	6
	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Tersedia informasi capaian kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Dinas Kesehatan

	1
	02
	7
	
	Program Sistem Perencanaan SKPD
	Tersedia  Renstra, Renja dan RKA Dinas Kesehatan dan UPT
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Dinas Kesehatan

	1
	02
	16
	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan minilokakarya program
	100%
	100%
	100%
	30%
	30%
	100%
	100%
	100%
	Dinas Kesehatan

	1
	02
	19
	
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Cakupan Rumah Tangga PHBS
	90%
	52,5%
	74,4%
	34%
	45,70%
	80%
	80%
	80%
	Dinas Kesehatan

	1
	02
	20
	
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
	Cakupan pemantauan pertumbuhan balita di Posyandu (D/S)
	85%
	73,3%
	90%
	77,7%
	86,33%
	85%
	85%
	85%
	Dinas Kesehatan

	1
	02
	21
	
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
	Cakupan Rumah Tangga dengan air bersih yang layak
	90%
	62,9%
	71,4%
	63,16%
	88,46%
	80%
	80%
	80%
	Dinas Kesehatan

	1
	02
	22
	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
	Cakupan Pelayanan Imunisasi Dasar anak usia 0-11 bukan
	100%
	90%
	90%
	66%
	73,76%
	100%
	100%
	100%
	Dinas Kesehatan

	1
	02
	23
	
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi
	100%
	-
	100%
	100%
	100%
	50%
	75%
	75%
	Dinas Kesehatan

	1
	02
	29
	
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
	Cakupan Kunjungan Neonatal lengkap
	90%
	-
	86,3%
	94,5%
	109,44%
	90%
	90%
	100%
	Dinas Kesehatan

	1
	02
	32
	
	Program Peningkatan Keselamatan  Ibu Melahirkan
	Persentase Cakupan Pelayanan Ibu Hamil minimal 4 kali selama kehamilan
	90%
	84%
	88%
	83,3%
	94,70%
	90%
	90%
	100%
	Dinas Kesehatan

	1
	02
	33
	
	Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan melalui pengembangan Jaminan Kesehatan Daerah
	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan penjaminan pembiayaan Pelayanan Kesehatan
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Dinas Kesehatan

	1
	02
	34
	
	Program Upaya Kesehatan Perorangan
	Persentase RS dan Fasyankes yang terakreditasi
	100%
	25%
	50%
	50%
	100%
	75%
	75%
	75%
	Dinas Kesehatan

	1
	02
	35
	
	Program pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Terpadu dan Sistem Kesehatan Provinsi
	Persentase Kabupaten/Kota dan Fasyakes yang mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan
	100%
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Dinas Kesehatan

	1
	02
	36
	
	Program Peningkatan administrasi dan Hukum Kesehatan
	Terlaksana penataan administrasi dan kepastian hukum di bidang kesehatan
	100%
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Dinas Kesehatan

	1
	02
	48
	
	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
	Jumlah Dokumen Kajian dan Rumusan Kebijakan Kesehatan
	100%
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Dinas Kesehatan

	1
	02
	49
	
	Program Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kesehatan, Bapelkes dan Instalasi Farmasi
	Terbentuk Labkes, Bapelkes menjadi BLU
	100%
	-
	100%
	100%
	100%
	50%
	75%
	75%
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	
	Rumah Sakit Umum Bahteramas

	1
	02
	02
	24
	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
	Tersedia pelayanan kesehatan penduduk miskin
	85%
	-
	65%
	65%
	100%
	73%
	69%
	81,18%
	Rumah Sakit Umum Bahteramas

	1
	02
	02
	xx
	Program peningkatan kapasitas perempuan
	Meningkat kapasitas perempuan
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Rumah Sakit Umum Bahteramas

	1
	02
	02
	22
	Program Pencegahan & Penanganan Penyakit Menular
	Terlaksana pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
	95%
	-
	70%
	70%
	100%
	77%
	73,5%
	77,37%
	Rumah Sakit Umum Bahteramas

	1
	02
	02
	23
	Program standarisasi pelayanan RS
	Terstandarisasi pelayanan rumah sakit
	85%
	-
	66%
	66%
	100%
	70%
	68%
	80%
	Rumah Sakit Umum Bahteramas

	1
	02
	02
	26
	Program pengadaan peningkatan sarana & prasarana rumah sakit
	Terpenuhi pengadaan & peningkatan sarana & prasarana rumah sakit
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Rumah Sakit Umum Bahteramas

	1
	02
	02
	xx
	Program pemeliharaan sarana dan prasaranA rumah sakit
	Terpelihara sarana dan prasarana rumah sakit
	100%
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Rumah Sakit Umum Bahteramas

	1
	02
	02
	02
	Program Pendidikan dan pelatihan dokter dan tenaga kesehatan lainnya
	Terlaksana Pendidikan dan pelatihan dokter dan tenaga kesehatan lainnya
	90%
	-
	-
	-
	-
	69%
	69%
	76,67%
	Rumah Sakit Umum Bahteramas

	1
	02
	02
	xx
	Program kemitraan dan pengembangan rumah sakit
	Terlaksana kemitraan dan pengembangan rumah sakit
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Rumah Sakit Umum Bahteramas

	1
	02
	02
	xx
	Program Peningkatan Sumberdaya Manusia
	Meningkat Sumberdaya Manusia
	100%
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Rumah Sakit Umum Bahteramas

	1
	02
	02
	34
	Program Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah RSU
	Terpenuhi pelayanan BLUD RSU
	95%
	65%
	68%
	68%
	100%
	70%
	67,67%
	71,23%
	Rumah Sakit Umum Bahteramas

	1
	02
	02
	01
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Tersedia pelayanan administrasi perkantoran
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Rumah Sakit Umum Bahteramas

	1
	02
	02
	36
	Program peningkatan sistim perencanaan dan pelaporan RS
	Terlaksana sistem perncanaan dan pelaporan RS
	80 Titik
	-
	10 Titik
	10 Titik
	100%
	20 Titik
	30 Titik
	37,50%
	Rumah Sakit Umum Bahteramas

	1
	02
	02
	xx
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Terlaksana Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Rumah Sakit Umum Bahteramas

	1
	02
	02
	xx
	Program peningkatan administrasi dan manajemen rumah sakit 
	Meningkat administrasi dan manajemen rumah sakit
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Rumah Sakit Umum Bahteramas

	
	
	
	
	Rumah Sakit Jiwa

	1
	02
	3
	1
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Terselenggara administrasi perkantoran 
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Rumah Sakit Jiwa

	1
	02
	3
	2
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	Terwujud Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Rumah Sakit Jiwa

	1
	02
	3
	6
	Program Peningkatan dan Pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	Tersedia laopran kinerja dan keuangan tepat waktu dan adekuat
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Rumah Sakit Jiwa

	1
	02
	3
	7
	Program Peningkatan sistim perencanaan Tahunan SKPD
	Terselenggara kegiatan perencanaan SKPD
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Rumah Sakit Jiwa

	1
	02
	3
	16
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
	Terselenggara pelayanan kesehatan masyarakat 
	80%
	50%
	55%
	55%
	100%
	60%
	55%
	68,75%
	Rumah Sakit Jiwa

	1
	02
	3
	26
	Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit 
	Terselenggara pelayanan kesehatan yang memadai
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Rumah Sakit Jiwa

	
	
	
	
	PEKERJAAN UMUM

	
	
	
	
	Dinas Pekerjaan Umum

	1
	03
	01
	01
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Terlaksana Pelayanan administrasi perkantoran
	12 bln
	12 bln
	12 bln
	12 bln
	100%
	12 bln
	12 bln
	100%
	 Dinas Pekerjaan Umum 

	1
	03
	01
	02
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Terpelihara gedung dan peralatan kantor
	12 bln
	12 bln
	12 bln
	 12 bln 
	100%
	 12 bln 
	12 bln
	100%
	 Dinas Pekerjaan Umum 

	1
	03
	01
	03
	Program peningkatan disiplin aparatur
	Meningkat disiplin aparatur
	12 bln
	12 bln
	12 bln
	 12 bln 
	100%
	 12 bln 
	12 bln
	100%
	 Dinas Pekerjaan Umum 

	1
	03
	01
	05
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Meningkat kualitas sumberdaya aparatur
	8 orng/thn
	8 orng/thn
	8 orng/thn
	8 orng/thn
	100%
	8 orng/thn
	8 orng/thn
	100%
	 Dinas Pekerjaan Umum 

	1
	03
	01
	06
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	Tersusun Laporan kinerja dan keuangan
	12 bln
	12 bln
	12 bln
	 12 bln 
	100%
	 12 bln 
	12 bln
	100%
	 Dinas Pekerjaan Umum 

	1
	03
	01
	07
	Program Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD
	Meningkat Sistem Perencanaan Tahunan
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	 Dinas Pekerjaan Umum 

	1
	03
	01
	15
	Program pembangunan jalan dan jembatan
	Terlaksana pembangunan jalan dan jembatan
	95%
	100%
	75%
	100%
	100%
	85%
	95%
	100%
	 Dinas Pekerjaan Umum 

	1
	03
	01
	18
	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
	Meningkat jumlah jalan dan jembatan yang terpelihara
	95%
	100%
	65%
	100%
	100%
	70%
	70%
	73,68%
	 Dinas Pekerjaan Umum 

	1
	03
	01
	24
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
	Terlaksana Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
	95%
	100%
	70%
	95,16%
	136%
	75%
	90%
	94,74%
	 Dinas Pekerjaan Umum 

	1
	03
	01
	25
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
	Tersedia pengelolaan air baku
	100%
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	 Dinas Pekerjaan Umum 

	1
	03
	01
	26
	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
	Terlaksana Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
	95%
	100%
	70%
	86,21%
	78%
	75%
	84,37%
	88,81%
	 Dinas Pekerjaan Umum 

	1
	03
	01
	28
	Program Pengendalian Banjir
	Terlaksana pengendalian sungai yang berpotensi banjir
	90%
	100%
	70%
	100%
	85%
	75%
	91,67%
	90,83%
	 Dinas Pekerjaan Umum 

	1
	03
	01
	27
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
	Terlaksana penyediaan sarana pengelolaan air baku dan air limbah
	95%
	-
	70%
	100%
	85%
	76%
	73%
	76,84%
	 Dinas Pekerjaan Umum 

	1
	03
	01
	30
	Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan
	Terlaksana Pembangunan infrastruktur  perdesaan dan perkotaan
	90%
	-
	65%
	100%
	154%
	75%
	87,50%
	97,22%
	 Dinas Pekerjaan Umum 

	1
	03
	01
	31
	Program Pemb./Rehab/Pnk. Kantor dan Gedung
	Meningkat jumlah bangunan gedung dan kantor pemda yang terbangun/terehabilitasi
	90%
	100%
	65%
	100%
	82,5%
	75%
	91,67%
	90,83%
	 Dinas Pekerjaan Umum 

	1
	03
	01
	29
	Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
	Meningkat lokasi pembangunan kawasan strategis dan cepat tumbuh
	85%
	100%
	70%
	100%
	85%
	75%
	95%
	90%
	 Dinas Pekerjaan Umum 

	1
	03
	01
	32
	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi
	Meningkat kuantitas dan kualitas sumber daya manusia jasa konstruksi
	95%
	100%
	60%
	100%
	80%
	65%
	88,33%
	92,98%
	 Dinas Pekerjaan Umum 

	1
	03
	01
	23
	Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
	Meningkat sarana dan prasarana kebinamargaan
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	 Dinas Pekerjaan Umum 

	
	
	
	
	PERUMAHAN

	
	
	
	
	Dinas Pekerjaan Umum

	1
	04
	01
	15
	Program Pengembangan Perumahan
	Meningkat ketersediaan rumah layak huni bagi maysrakat berpenghasilan rendah
	70%
	-
	71%
	100%
	85,50%
	73%
	86,50%
	61,78%
	 Dinas Pekerjaan Umum 

	1
	04
	01
	17
	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
	Meningkat ketersediaan fasilitas prarasana, sarana  dan utilitas umum perumahan
	79,75%
	-
	79,75%
	100%
	89,87%
	100%
	100%
	100%
	 Dinas Pekerjaan Umum 

	
	
	
	
	PENATAAN RUANG

	
	
	
	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

	1
	05
	01
	15
	Perencanaan tata ruang  Wilayah
	Tersedia Dokumen Perencanaan Tata Ruang Wilayah
	95%
	60%
	65%
	65%
	100%
	75%
	66,67%
	70,18%
	 Bappeda 

	1
	05
	01
	26
	Penyusunan Dokumen RTRW Provinsi dan Kab/ Kota
	Tersusun Dokumen RTRW Provinsi dan Kab/Kota
	95%
	65%
	75%
	75%
	100%
	75%
	71,67%
	75,44%
	 Bappeda 

	1
	05
	01
	27
	Program Penyusunan Detail Tata Ruang Wilayah
	Tersusun Dokumen Rrencana Detail Tata Ruang Wilayah
	95%
	65%
	75%
	75%
	100%
	75%
	71,67%
	75,44%
	 Bappeda 

	1
	05
	01
	28
	Program Pengembangan Peta Tematik
	Tersedia Peta Tematik
	95%
	65%
	75%
	75%
	100%
	75%
	71,67%
	75,44%
	 Bappeda 

	1
	05
	01
	29
	Program Monitoring Kesesuaian Ruang dengan RTRW
	Terlaksana Monitoring Kesesuaian Ruang dengan RTRW
	95%
	65%
	75%
	75%
	100%
	75%
	71,67%
	75,44%
	 Bappeda 

	
	
	
	
	Dinas Pekerjaan Umum

	1
	05
	01
	15
	Program Perencanaan Tata Ruang
	Terlaksana perencanaan tata ruang
	95%
	-
	65%
	65%
	100%
	65%
	65%
	68,42%
	 Dinas Pekerjaan Umum 

	1
	05
	01
	16
	Program Pemanfaatan Ruang
	Terlaksana koordinasi antar sektor dan wilayah
	min 3 kali/thn
	min 2 kali/thn
	min 2 kali/thn
	min 2 kali/thn
	100%
	min 2 kali/thn
	min 2 kali/thn
	66,67%
	 Dinas Pekerjaan Umum 

	1
	05
	01
	17
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
	Meningkat sistem pengawasan tata ruang melalui koordinas, montoring dan evaluasi tata ruang
	28 Orang
	18 Orang
	20 Orang
	20 Orang
	100%
	 22 Orang 
	20 Orang
	71,43%
	 Dinas Pekerjaan Umum 

	
	
	
	
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN

	
	
	
	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

	1
	06
	01
	01
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Tersedia Layanan Administrasi Perkantoran
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	 Bappeda 

	1
	06
	01
	02
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Tersedia Sarana dan Prasarana Aparatur
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	 Bappeda 

	1
	06
	01
	03
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	Terlaksana Disiplin Aparatur
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	 Bappeda 

	1
	06
	01
	05
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	Tersedia Sumberdaya Manusia yang Handal 
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	 Bappeda 

	1
	06
	01
	06
	Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 
	Tersusun Laporan Capaian Kinerja Keuangan
	30 Dokumen
	5 Dokumen
	5 Dokumen
	5 Dokumen
	100%
	5 Dokumen
	5 Dokumen
	100%
	 Bappeda 

	1
	06
	01
	07
	Program Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD
	Tersedia Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD 
	6 Dokumen
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	1 Dokumen 
	100%
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	100%
	 Bappeda 

	1
	06
	01
	24
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam
	Tersusun Dokumen Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam
	95%
	65%
	75%
	75%
	100%
	80%
	73,33%
	77,19%
	 Bappeda 

	1
	06
	01
	20
	Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan Perencanaan Pembangunan
	Terlaksana peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	 Bappeda 

	1
	06
	01
	15
	Program Pengembangan Monitoring, Evaluasi dan Teknologi Informatika
	Tersedia Sistem Monev dan Perangkat IT
	95%
	65%
	75%
	75%
	100%
	75%
	71,67%
	75,44%
	 Bappeda 

	1
	06
	01
	21
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
	Tersusun Program Perencanaan Pembangunan Daerah
	95%
	65%
	70%
	70%
	100%
	80%
	71,67%
	75,44%
	 Bappeda 

	1
	06
	01
	22
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
	Tersusun Dokumen Perencanaan Ekonomi
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	 Bappeda 

	1
	06
	01
	23
	Program Perencanaan Sosial dan Budaya
	Terkoordinasi Perencanaan Sosial dan Budaya
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	 Bappeda 

	1
	06
	01
	30
	Program Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK)
	Tersedia Dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK)
	95%
	-
	65%
	65%
	100%
	75%
	70%
	73,68%
	 Bappeda 

	1
	06
	01
	31
	Program Pengembangan Informasi SDA
	Tersedia Dokumen Informasi SDA
	95%
	-
	-
	-
	-
	65%
	65%
	68,42%
	 Bappeda 

	1
	06
	01
	32
	Program Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah
	Terlaksana Koordinasi Pengembangan Wilayah
	4 Dokumen
	-
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	100%
	1 Dokumen
	2 Dokumen
	50%
	 Bappeda 

	1
	06
	01
	15
	Program Pengembangan SDM
	Tersedia Sumberdaya Manusia yang Handal 
	95%
	-
	-
	-
	-
	65%
	65%
	68,42%
	 Bappeda 

	1
	06
	01
	16
	Program Koordinasi Kerjasama Pembangunan
	Terkoordinasi Kerjasama Pembangunan
	95%
	60%
	65%
	65%
	100%
	75%
	66,67%
	70,18%
	 Bappeda 

	1
	06
	01
	19
	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
	Tersedia Dokumen perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
	96%
	75%
	-
	-
	-
	84%
	53%
	55%
	 Bappeda 

	
	
	
	
	PERHUBUNGAN

	
	
	
	
	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

	1
	07
	01
	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Persentase Ketersediaan sarana prasarana Perkantoran dan Fasilitas pendukung Administrasi  Perkantoran  
	60 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	60%
	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

	1
	07
	02
	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Tersedia Peningkatan Sarana dan prasarana Apartur
	60 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	60%
	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

	1
	07
	03
	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	Persentase Peningkatan Disiplin Apartur
	16 Kantor
	-
	16 Kantor
	16 Kantor
	100%
	16 Kantor
	16 Kantor
	100%
	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

	1
	07
	04
	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Tersedia Sistim Pelaporan capaian kinerja
	20 Dokumen
	4 Dokumen
	4 dokumen
	4 Dokumen
	100%
	4 dokumen
	12 Dokumen
	60%
	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

	1
	07
	05
	
	Program Peningkatan Sistem perencanaan SKPD
	Terlaksana sstem perencanaan SKPD
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

	1
	07
	06
	
	Program Pengembangan Fasilitas angkutan Jalan
	Berkembang fasilitas angkutan jalan
	75%
	-
	65%
	65%
	100%
	65%
	65%
	87%
	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

	1
	07
	07
	
	Program Pengembangan Fasilitas Angkutan Penyeberangan
	Berkembang fasilitas angkutan Penyeberangan
	85%
	-
	60%
	60%
	100%
	66%
	#VALUE!
	#VALUE!
	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

	1
	07
	08
	
	Program Pengembangan Fasilitas Angkutan Laut
	Berkembang fasilitas angkutan Laut
	85%
	65%
	70%
	70%
	100%
	74%
	69,67%
	75%
	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

	1
	07
	09
	
	Program Pengembangan sarana prasarana Transportasi Udara
	Tersedia fasilitas terminal Bana udara yang memadai
	80%
	20%
	20%
	20%
	100%
	20%
	60%
	75%
	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

	1
	07
	10
	
	Program Pembangunan Infra Struktur Terpadu Pada Kawasan Strategis
	Berkembang infrastruktur secara terpadu pada kawasan strategis
	50%
	-
	20%
	20%
	100%
	25%
	45%
	90%
	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

	1
	07
	11
	
	Program Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan
	Terbangun sarana dan prasarana perhubungan
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

	1
	07
	12
	
	Program Pembangunan Prasarana Fasiitas Perhubungan
	Tersedia prasarana fasilitas perhubungan
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

	1
	07
	13
	
	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas
	Presentasi Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas
	90%
	65%
	70%
	70%
	100%
	75%
	70%
	77,78%
	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

	1
	07
	14
	
	Program Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan
	Tersedia Peningkatan pelabuhan penyebrangan
	80%
	65%
	70%
	70%
	100%
	73%
	69,33%
	86,66%
	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

	1
	07
	15
	
	Program Rehabilitasi Sarana Prasarana LLASDP
	Terlaksana Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLASDP
	85%
	60%
	65%
	65%
	100%
	70%
	65%
	76,47%
	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

	1
	07
	16
	
	Program Peningkatan Kapasitas Perempuan
	Meningkat Kapasitas perempuan
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

	1
	07
	17
	
	Program Pengembangan Kapasitas Apartur
	Berkembang Kapasits aparatur
	100%
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

	1
	07
	18
	
	Program Pelayanan Adminstrasi Terpadu
	Telaksana Pelayanan Administrasi 
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

	1
	07
	19
	
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
	Meningkat Pelayanan Angkutan 
	95%
	60%
	65%
	65%
	100%
	70%
	65%
	68%
	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

	
	
	
	
	LINGKUNGAN HIDUP

	
	
	
	
	Badan Lingkungan Hidup

	1
	08
	1
	1
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Kualitas layanan administrasi perkantoran meningkat
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Badan Lingkungan Hidup

	1
	08
	1
	2
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Kenyamanan lingkungan kerja aparatur meningkat
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Badan Lingkungan Hidup

	1
	08
	1
	3
	Program Peningkatan Disiplin  Aparatur
	Kedisiplinan aparatur meningkat
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Badan Lingkungan Hidup

	1
	08
	1
	5
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	Kapasitas Sumberdaya Aparatur meningkat
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Badan Lingkungan Hidup

	1
	08
	1
	6
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 
	Kualitas Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan meningkat
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Badan Lingkungan Hidup

	1
	08
	1
	7
	Program Peningkatan Sistem Perencanaan SKPD
	Kualitas perencanaan BLH Prov. Sultra Meningkat
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Badan Lingkungan Hidup

	1
	08
	1
	28
	Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam PLH
	Kapasitas Masyarakat dalam PLH meningkat
	95%
	-
	-
	-
	-
	75%
	75%
	78,95%
	Badan Lingkungan Hidup

	1
	08
	1
	25
	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH
	Kapasitas pengelolaan SDA dan LH meningkat
	95%
	60%
	65%
	65%
	100%
	70%
	65%
	68,42%
	Badan Lingkungan Hidup

	1
	08
	1
	29
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengendalian Dampak Lingkungan
	Sarana dan prasarana pengendalian dampak LH meningkat
	85%
	65%
	70%
	70%
	100%
	74%
	69,67%
	81,96%
	Badan Lingkungan Hidup

	1
	08
	1
	26
	Program Penataan Hukum dan Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup
	Instrumen pengendalian dampak LH daerah tersedia
	85%
	65%
	70%
	70%
	100%
	75%
	70%
	82,35%
	Badan Lingkungan Hidup

	1
	08
	1
	27
	Program Peningkatan Ketaatan Masyarakat dan Pelaku Usaha/ Kegiatan terhadap Peraturan Perundang-undangan LH
	Penegakan hukum LH meningkat
	90%
	55 % 
	60 % 
	60%
	100%
	65%
	60%
	66,67%
	Badan Lingkungan Hidup

	1
	08
	1
	30
	Program Penguatan Kajian Dampak dan Perizinan Lingkungan Hidup
	Pengukuran dan pendeteksian dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan sejak dini meningkat
	95%
	-
	-
	-
	-
	65%
	65%
	68,42%
	Badan Lingkungan Hidup

	1
	08
	1
	31
	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah
	Pencemaran lingkungan oleh aktivitas masyarakat serta pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan terkendali
	95%
	-
	70%
	70%
	100%
	75%
	72,5%
	76,32%
	Badan Lingkungan Hidup

	1
	08
	1
	32
	Program Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Fungsi LH
	Tingkat kerusakan lingkungan hidup terkendali
	70%
	-
	55%
	55%
	100%
	59%
	57%
	54,23%
	Badan Lingkungan Hidup

	1
	08
	1
	33
	Progam Penanggulangan Dampak LH Global
	Mitigasi dan daya adaptasi manusia terhadap dampak LH global meningkat
	85%
	-
	65%
	65%
	100%
	70%
	67,5%
	79,41%
	Badan Lingkungan Hidup

	1
	08
	1
	34
	Program Perlindungan Fungsi LH
	Fungsi kawasan perlindungan LH terjaga
	85%
	-
	65%
	65%
	100%
	70%
	67,5%
	79,41%
	Badan Lingkungan Hidup

	1
	08
	1
	35
	Program Pembinaan Kearifan Masyarakat dalam PLH
	Peran kearifan lokal dalam PLH meningkat
	85%
	-
	-
	-
	-
	70%
	70%
	82,35%
	Badan Lingkungan Hidup

	1
	08
	1
	36
	Program Pengembangan Kemitraan dengan Masyarakat Lokal dalam PLH
	Kerjasama masyarakat lokal dalam PLH meningkat
	95%
	-
	-
	-
	-
	70%
	70%
	73,68%
	Badan Lingkungan Hidup

	1
	08
	1
	37
	Program Pengkajian LH dan Penguatan Ekonomi
	Terlaksananya Pengkajian LH dan Penguatan Ekonomi Lingkungan
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Badan Lingkungan Hidup

	1
	08
	1
	19
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH
	Data dan informasi LH Sultra terpublikasi
	95%
	65%
	70%
	70%
	100%
	75%
	70%
	73,68%
	Badan Lingkungan Hidup

	1
	08
	1
	16
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
	Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup terkendali
	90%
	65%
	70%
	70%
	100%
	75%
	75%
	77,78%
	Badan Lingkungan Hidup

	1
	08
	1
	38
	Program Peningkatan Kapasitas Perempuan
	Kapasitas Perempuan dalam PLH meningkat
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Badan Lingkungan Hidup

	
	
	
	
	PERTANAHAN

	
	
	
	
	Biro Administrasi Pemerintahan

	20
	03
	55
	
	Program penyelesaian konflik pertanahan
	Terfasilitasi penyelesaian konflik pertanahan
	13 Kab./Kota
	12 Kab./Kota
	13 Kab./Kota
	13 Kab./Kota
	100%
	13 Kab./Kota
	13 Kab./Kota
	100%
	Biro Administrasi Pemerintahan

	
	
	
	
	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

	
	
	
	
	Biro Administrasi Pemerintahan

	20
	03
	62
	
	Program Penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan
	Terselenggara tertib  Administrasi Kependudukan
	14 Kab./Kota
	12 Kab./Kota
	14 Kab./Kota
	14 Kab./Kota
	100%
	14 Kab./Kota
	14 Kab./Kota
	100%
	Biro Administrasi Pemerintahan

	
	
	
	
	Program Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan
	Tersedia Penyajian Data Kependudukan
	14 Kab./Kota
	12 Kab./Kota
	14 Kab./Kota
	14 Kab./Kota
	100%
	14 Kab./Kota
	14 Kab./Kota
	100%
	Biro Administrasi Pemerintahan

	
	
	
	
	Program Penyajian Data Kependudukan
	Terselenggara tertib administrasi kependudukan
	14 Kab./Kota
	12 Kab./Kota
	14 Kab./Kota
	14 Kab./Kota
	100%
	14 Kab./Kota
	14 Kab./Kota
	100%
	Biro Administrasi Pemerintahan

	
	
	
	
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	
	
	
	
	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana

	1
	11
	01
	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Cakupan Pelayanan Perkantoran yang efektif dan efisien
	100%
	64,71%
	100%
	64,71%
	64,71%
	100%
	70,59%
	70,59%
	BP3AKKB

	1
	11
	01
	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	Persentase Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai untuk mendukung kelancaran dan efektifitas kegiatan  operasional internal organisasi
	40%
	50,37%
	25%
	2,38%
	9,52%
	75,40%
	91,27%
	76,06%
	BP3AKKB

	1
	11
	01
	
	Program peningkatan disiplin aparatur
	Tersedia pakaian kerja bagi SDM aparatur
	823
	103
	120
	110
	91,67%
	60
	273
	33,17%
	BP3AKKB

	1
	11
	01
	
	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi 
	39
	6
	3
	2
	66,67%
	1
	9
	23,08%
	BP3AKKB

	1
	11
	01
	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 
	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang berkualitas 
	17
	2
	3
	3
	100%
	2
	7
	41,18%
	BP3AKKB

	1
	11
	01
	
	Program Peningkatan Sistem Perencanaan  Tahunan SKPD
	Persentase Peningkatan Sistem Perencanaan  SKPD
	17
	4
	3
	3
	100%
	3
	10
	58,82%
	BP3AKKB

	1
	11
	01
	
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
	Persentase Kebijakan Peningkatan kualitas dan Perlindungan perempuan dan Anak 
	19
	-
	3
	-
	-
	18
	18
	94,74%
	BP3AKKB

	1
	11
	01
	
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan  pelayanan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
	100%
	14,29%
	60%
	-
	-
	57,14%
	35,72%
	35,72%
	BP3AKKB

	1
	11
	01
	
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan
	30%
	8,18%
	30%
	8,18%
	27%
	8,18%
	24,55%
	82%
	BP3AKKB

	1
	11
	01
	
	Program Peningkatan Kapasitas Perempuan
	Meningkat kapasitas perempuan
	100%
	13,04%
	100%
	8,70%
	8,70%
	13,04%
	34,78%
	34,78%
	BP3AKKB

	1
	11
	01
	
	Program Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan 
	Jumlah perempuan terlatih dalam bidang ekonomi
	17
	1
	4
	11
	275%
	4
	16
	94%
	BP3AKKB

	1
	11
	01
	
	Program Pengadaan data terpilah  menurut tema dan jenis kelamin
	Persentase Ketersediaan data Terpilah Gender dan Anak di SKPD dan Lembaga Terkait di Provinsi, Kabupaten/Kota
	100%
	-
	50%
	25%
	25%
	50%
	75%
	75%
	BP3AKKB

	1
	11
	01
	
	Program Peningkatan Pemahaman Perencanaan dan Penganggaran  yang Responsif Gender (PPRG)
	Peningkatan Pemahaman Perencanaan dan Pengganggaran  yang Responsif Gender (PPRG)
	100%
	-
	75%
	-
	-
	25%
	25%
	25%
	BP3AKKB

	1
	11
	01
	
	Program Peningkatan Kesadaran Politik Perempuan 
	Meningkat Kesadaran Politik Perempuan
	400
	200
	-
	-
	-
	-
	200
	50%
	BP3AKKB

	1
	11
	01
	
	Program Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak 
	Meningkat Pemahaman  Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan  Anak  dan  Pemenuhan dan Perlindungan Anak berkebutuhan Khusus 
	80
	-
	4
	1
	25%
	1
	2
	2,50%
	BP3AKKB

	1
	11
	01
	
	Program Peningkatan Peran Serta  dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
	Persentase Peningkatan  Peran Serta  dan Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pembangunan
	50%
	3,16%
	30%
	5,26%
	17,54%
	1,05%
	9,47%
	18,95%
	BP3AKKB

	1
	11
	01
	
	Program Pembinaan Kesehatan Perempuan dan Anak 
	Persentase Masyarakat Yang Peduli Kesehatan
	117
	13
	26
	6
	23%
	17
	36
	31%
	BP3AKKB

	
	
	
	
	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

	
	
	
	
	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana

	1
	11
	01
	
	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
	Persentase Peran Serta Masyarakat dalam KB/KR
	100%
	-
	50%
	25%
	50%
	50%
	75%
	75%
	BP3AKKB

	1
	11
	01
	
	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
	Jumlah Kab/kota yang memahami PMS (HIV/AIDs)+G156
	100%
	-
	25%
	-
	-
	-
	-
	-
	BP3AKKB

	1
	11
	01
	
	Program Peningkatan Pelayanan KB Bagi masyarakat Miskin
	Persentase cakupan layanan KB Bahteramas
	-
	Persentase cakupan layanan KB Bahteramas
	118
	-
	-
	-
	-
	-
	BP3AKKB

	
	
	
	
	SOSIAL

	
	
	
	
	Dinas Sosial

	1
	13
	01
	05
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Meningkat kapasitas  dan kualitas Sumberdaya Aparatur
	6 Orang
	1 Orang
	1 Orang
	1 Orang
	100%
	1 Orang
	3 Orang
	50%
	Dinas Sosial

	1
	13
	01
	01
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Terselenggara jasa surat menyurat  dan pelayanan administrasi perkantoran
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Dinas Sosial

	1
	13
	01
	02
	Program peningkatan Sarana & Prasarana 
	Meningkat jumlah sarana  dan  prasa-rana serta peningkatan sumber daya aparatur.
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Dinas Sosial

	1
	13
	01
	03
	Program peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 
	Meningkat kapasitas  dan kualitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 
	12 Dokumen
	2 Dokumen
	2 Dokumen
	2 Dokumen
	100%
	2 Dokumen
	6 Dokumen
	50%
	Dinas Sosial

	1
	13
	01
	07
	Program Peningkatan Sistem Perencanaan SKPD 
	Meningkat kapasitas  dan kualitas Sistem Perencanaan SKPD  
	6 Dokumen
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	100%
	1 Dokumen
	3 Dokumen
	50%
	Dinas Sosial

	1
	13
	01
	19
	Program Pembinaan Panti Asuhan anak  dan remaja/Panti Jompo
	Jumlah anak dan remaja terlantar yang mengikuti pendidikan & latihan
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Dinas Sosial

	1
	13
	01
	01
	Program Dukungan Manajemen & pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
	Meningkat efektifitas dan efisiensi pelayanan umum, Humas, dan Penyuluhan Sosial 
	30 kegiatan
	5 Kegiatan
	5 Kegiatan
	5 Kegiatan
	100%
	5 Kegiatan
	15 Kegiatan
	50%
	Dinas Sosial

	1
	13
	01
	15
	Program Pemberdayaan Fakir  Miskin, KAT dan PMKS
	Jumlah PMKS Pemberdayaan Sosial yang dikembangkan
	366 KK
	60 KK
	65 KK
	65 KK
	100%
	75 KK
	200 KK
	55%
	Dinas Sosial

	1
	13
	01
	16
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan PSKS
	Jumlah Lembaga / PSKS yang memperoleh Pengembangan
	24 Kegiatan
	4 Kegiatan
	4 Kegiatan
	4 Kegiatan
	100%
	4 Kegiatan
	12 Kegiatan
	50%
	Dinas Sosial

	1
	13
	01
	20
	Program Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
	Jumlah PMKS Rehsos yang memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi
	30 kegiatan
	5 Kegiatan
	5 Kegiatan
	5 Kegiatan
	100%
	5 Kegiatan
	15 Kegiatan
	50%
	Dinas Sosial

	1
	13
	01
	27
	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial 
	Terlaksana Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Dinas Sosial

	
	
	
	
	KETENAGAKERJAAN

	
	
	
	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	1
	14
	01
	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran
	100%
	82%
	85%
	85%
	100%
	87%
	84,67%
	84,67%
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	1
	14
	02
	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Persentase peningkatan sarana prasarana aparatur
	95%
	65%
	70%
	70%
	100%
	75%
	70%
	73,68%
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	1
	14
	03
	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	Persentase peningkatan disiplin aparatur
	100%
	80%
	85%
	85%
	100%
	87%
	84%
	84%
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	1
	14
	05
	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
	90%
	70%
	77%
	77%
	100%
	77%
	74,67%
	82,97%
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	1
	14
	06
	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 
	Tersedia laporan kinerja dan keuangan
	18 Dokumen
	3 Dokumen
	3 Dokumen
	3 Dokumen
	100%
	3 Dokumen
	9 Dokumen
	50%
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	1
	14
	07
	
	Program Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD
	Tersedia dokumen perencanaan Tahunan SKPD
	12 Dokumen
	2 Dokumen
	2 dokumen
	2 Dokumen
	100%
	2 dokumen
	6 Dokumen
	50%
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	1
	14
	08
	
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
	Meningkat promosi daerah
	15 Kali
	2 Kali
	3 Kali
	3 Kali
	100%
	3 Kali
	8 Kali
	53%
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	1
	14
	09
	
	Program Penyusunan Rencana Tenaga Kerja
	Tersedia dokumen data dan informasi provinsi
	12 Dokumen
	2 Dokumen
	2 Dokumen
	2 Dokumen
	100%
	2 dokumen
	6 Dokumen
	50%
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	1
	14
	10
	
	Program Penyusunan Data dan Informasi
	Tersedia dokumen data dan informasi provinsi
	12 Dokumen
	2 Dokumen
	2 Dokumen
	2 Dokumen
	100%
	2 dokumen
	6 Dokumen
	50%
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	1
	14
	15
	
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi, masyarakat dan pelatihan kewirausahaan
	13.890 Orang
	2.190 Orang
	2.290 Orang
	2.290 Orang
	100%
	2.290 Orang
	6.770 Orang
	49%
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	1
	14
	16
	
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja 
	Jumlah penempatan tenaga kerja
	1.153.704 Orang
	1.000.726 Orang
	1.058.363 Orang
	1.058.363 Orang
	100%
	1.058.363 Orang
	1.039.151 Orang
	90%
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	1
	14
	17
	
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan kepesertaan jaminan sosial pekerja/buruh
	80%
	62%
	65%
	65%
	100%
	68%
	65%
	81%
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	
	
	
	
	
	Cakupan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan pengujian di perusahaan
	1000 Perusahaan
	900 Perusahaan
	-
	-
	-
	150 Perusahaan
	350 Perusahaan
	35%
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	
	
	
	
	KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

	
	
	
	
	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

	1
	15
	01
	01
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Terlaksana administrasi perkantoran
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bln 
	36 Bulan
	50%
	Dinas Koperasi dan UMKM 

	1
	15
	01
	02
	Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur 
	Tersedia Sarana dan Prasarana Aparatur
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bln
	36 Bulan
	50%
	Dinas Koperasi dan UMKM 

	1
	15
	01
	03
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	Persentase peningkatan disiplin aparatur
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bln
	36 Bulan
	50%
	Dinas Koperasi dan UMKM 

	1
	15
	01
	05
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Meningkat  Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bln
	36 Bulan
	50%
	Dinas Koperasi dan UMKM 

	1
	15
	01
	06
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan
	Tersedia  dokumen pelaporan 
	30 Dokumen
	5 Dokumen
	5 Dokumen
	5 Dokumen
	100%
	5 Dokumen
	15 Dokumen
	50%
	Dinas Koperasi dan UMKM 

	1
	15
	01
	15
	Program Penciptaan Iklim Usaha UMKM yang Kondusif 
	Tercipta Iklim Usaha UMKM yang Kondusif 
	90% 
	65%
	70% 
	70%
	100%
	75% 
	70%
	77,78%
	Dinas Koperasi dan UMKM 

	1
	15
	01
	16
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM
	Berkembang Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM
	95% 
	65%
	70% 
	70%
	100%
	73% 
	69,33%
	72,98%
	Dinas Koperasi dan UMKM 

	1
	15
	01
	17
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM
	Terlaksana Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM
	90% 
	65%
	70%
	70%
	100%
	74% 
	69,66%
	77,40%
	Dinas Koperasi dan UMKM 

	1
	15
	01
	18
	Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 
	Meningkat kualitas kelembagaan koperasi
	85% 
	70%
	70% 
	70%
	100%
	77% 
	72,33%
	85,09%
	Dinas Koperasi dan UMKM 

	
	
	
	
	PENANAMAN MODAL

	
	
	
	
	Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

	1
	16
	01
	01
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
	Terselenggara pelayanan administrasi perkantoran
	100%
	20%
	20%
	20%
	100%
	5,35%
	45,35%
	45,35%
	BKPMD & PTSP

	1
	16
	01
	02
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Terlaksana pembangunan gedung BKPMD  & PTSP
	100%
	20%
	20%
	13%
	65%
	0,35%
	33,35%
	33,35%
	BKPMD & PTSP

	1
	16
	01
	03
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	Semua pegawai mengenakan pakaian dinas dan hari-hari tertentu 
	600 Helai
	120 Helai
	120 Helai
	120 Helai
	100%
	-
	240 Helai
	40%
	BKPMD & PTSP

	1
	16
	01
	05
	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
	Semua pegawai pernah mengikuti Diklat Struktural/Bintek/Diseminasi/  Lokakarya/Sosialisasi
	300 OK
	30 OK
	40 OK
	40 OK
	100%
	10 OK
	80 OK
	26,67%
	BKPMD & PTSP

	1
	16
	01
	06
	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja dan keuangan
	Tersusun LAKIP, Laporan Keuangan dan Laporan Semester
	15 Dokumen
	3 Dokumen
	3 Dokumen
	3 Dokumen
	100%
	3 Dokumen
	9 Dokumen
	60%
	BKPMD & PTSP

	1
	16
	01
	07
	Program Peningkatan Sistem Perencanaan  Tahunan SKPD
	Tersusun Renstra, Renja, KUA, RKA
	7 Dokumen
	2 Dokumen
	1 Dokumen
	1 Dokumen 
	100%
	1 Dokumen
	4 Dokumen
	57,14%
	BKPMD & PTSP

	1
	16
	01
	15
	Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi
	Terselenggara pameran dan kerjasama Investasi
	53 Kegiatan
	7 Kegiatan
	8 Kegiatan
	8 Kegiatan
	100%
	1 Kegiatan
	16 Kegiatan
	30,19%
	BKPMD & PTSP

	1
	16
	01
	18
	Program Peningkatan Pemantauan dan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal 
	Meningkat  pemantauan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
	26 Kegiatan
	1 Kegiatan
	3 Kegiatan
	3 Kegiatan
	100%
	-
	4 Kegiatan
	15,38%
	BKPMD & PTSP

	1
	16
	01
	19
	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal/Investasi
	Terbangun dan terpelihara dan tersosialisasinya sistem perizinan berbasis on-line
	100%
	57%
	14,29%
	14,29%
	100%
	-
	71,29%
	71,29%
	BKPMD & PTSP

	1
	16
	01
	17
	Program penyiapan potensi Sumberdaya,  Sarana dan Prasarana Daerah.
	Tersedia informasi tentang potensi sumber daya sarana dan prasarana daerah
	3500 eksemplar buku
	250
	1000 eksemplar
	1000 eksemplar
	100%
	350 eksemplar
	1600 eksemplar
	45,71%
	BKPMD & PTSP

	1
	16
	01
	21
	Program Pengembangan Sinkronisasi Perencanaan Investasi
	Tersedia informasi bisnis dan promosi potensi pembangunan investasi daerah
	7 Kegiatan
	1 Kegiatan
	2 Kegiatan
	2 Kegiatan
	100%
	1 Kegiatan
	4 Kegiatan
	57,14%
	BKPMD & PTSP

	1
	16
	01
	20
	Program Penelitian dan Pengembangan Potensi Investasi 
	Tersedia peta dan data mutakhir potensi investasi sultra
	100%
	44,44%
	44,44%
	33,33%
	75%
	11,11%
	88,88%
	88,88%
	BKPMD & PTSP

	1
	16
	01
	xx
	Program Peningkatan kapasitas perempuan
	Meningkat  Kapasitas Perempuan
	2 Kegiatan
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	100%
	-
	1 Kegiatan
	50%
	BKPMD & PTSP

	
	
	
	
	KEBUDAYAAN

	
	
	
	
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	1
	17
	01
	15
	Program Pengembangan Nilai Budaya
	Terselenggara Pengembangan Nilai Budaya
	95%
	65%
	70%
	70%
	100%
	75%
	70%
	74%
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	1
	17
	01
	16
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
	Terselenggara Pengelolaan Kekayaan Budaya
	48 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	75%
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	1
	17
	01
	17
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
	Terselenggara Pengelolaan Keragaman Budaya
	48 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	75%
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	1
	17
	01
	19
	Program Pelestarian Budaya
	Terselenggara Pelestarian Budaya
	90%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	
	
	
	
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

	
	
	
	
	Dinas Pemuda dan Olahraga

	1
	18
	01
	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Terselenggara  Pelayanan Administrasi Perkantoran
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Dinas Pemuda dan Olahraga

	1
	18
	02
	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Terselenggara Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Dinas Pemuda dan Olahraga

	1
	18
	03
	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	Terselenggara Peningkatan Disiplin Aparatur 
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Dinas Pemuda dan Olahraga

	1
	18
	05
	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Terselenggara  Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Dinas Pemuda dan Olahraga

	1
	18
	06
	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Terselenggara Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	6 Dokumen
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	1 Dokumen 
	100%
	1 Dokumen
	3 Dokumen
	50%
	Dinas Pemuda dan Olahraga

	1
	18
	07
	
	Program Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD
	Terselenggara  Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD
	6 Kegiatan
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	100%
	1 Kegiatan
	3 Kegiatan
	50%
	Dinas Pemuda dan Olahraga

	1
	18
	xx
	
	Program  Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
	Terselenggara  Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
	6 Kegiatan
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	100%
	1 Kegiatan
	3 Kegiatan
	50%
	Dinas Pemuda dan Olahraga

	1
	18
	16
	
	Program peningkatan peran serta kepemudaan
	Terselenggara peningkatan peran serta kepemudaan
	6 Kegiatan
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	100%
	1 Kegiatan
	3 Kegiatan
	50%
	Dinas Pemuda dan Olahraga

	1
	18
	17
	
	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
	Terselenggra peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
	6 Kegiatan
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	100%
	2 Kegiatan
	4 Kegiatan
	67%
	Dinas Pemuda dan Olahraga

	1
	18
	18
	
	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
	Terselenggara upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
	50 Orang
	-
	10 Orang
	10 Orang
	100%
	10 Orang
	20 Orang
	40%
	Dinas Pemuda dan Olahraga

	1
	18
	19
	
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
	Terselenggara Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Dinas Pemuda dan Olahraga

	1
	18
	20
	
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
	Terselenggara Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Dinas Pemuda dan Olahraga

	1
	18
	21
	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
	Terselenggara Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
	6 Laporan
	1 Laporan
	1 Laporan
	1 Laporan
	100%
	1 Laporan
	3 Laporan
	50%
	Dinas Pemuda dan Olahraga

	1
	18
	22
	
	Program Peningkatan kapasitas perempuan
	Meningkat kapasitas perempuan
	5 Kegiatan
	1 Kegiatan
	-
	-
	-
	1 Kegiatan
	2 Kegiatan
	40%
	Dinas Pemuda dan Olahraga

	
	
	
	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

	
	
	
	
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	1
	19
	01
	21
	Program Pendidikan Politik Masyarakat
	Terpelihara situasi dan kondisi yang kondusif dan terfasilitasinya pendidikan politik masyarakat
	1.750 orang
	300 Orang
	100 Orang
	100 Orang
	100%
	300 Orang
	700 Orang
	40%
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	1
	19
	01
	17
	Program Pengembangan  Wawasan  Kebangsaan 
	Terfasilitasi pengembangan wawasan kebangsaan, peningkatkan  pemahaman warga masyarakat  akan hakekat bangsa dalam Bingkai NKRI
	1.950 orang
	150 Orang
	150 Orang
	150 Orang
	100%
	350 Orang
	650 Orang
	33,33%
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	1
	19
	1
	18
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
	Terfasilitasi kerja sama antar lembaga pemerintah dan antara  pemerintah degan lemaga /organisasi kemasyarakatkan dalam pengembangan Wawasan Kebangsaan 
	60 Bulan
	-
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	24 Bulan
	40%
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	1
	19
	1
	19
	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban  dan Keamanan 
	Terfasilitasi pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam bidang ketahanan Ekonomi , seni dan budaya bangsa 
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	1
	19
	1
	15
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
	Terfasilitasi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban di lingkungan  masyarakat 
	72  Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	1
	19
	1
	16
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas  dan Pencegahan Tindak  Kriminal 
	Terfasilitasi pemeliharaan kantrantibmasdengan kerjasama Aparat Keamanan dalam pencegahan tindak kriminal dan penanganan terpadu gangguan  keamanan dalam negeri 
	72  Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	
	
	
	7
	Peningkatan Pemberantasan Penyakit  Masyarakat
	Terfasilitasi peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	1
	19
	01
	01
	Program Pelayanan Administrasi perkantoran 
	Tersedia pelayanan administrasi perkantoran
	72 bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	1
	19
	01
	02
	Program Peningkatan sarana dan prasarana 
	Tersedia sarana dan prasarana perkantoran yang memadai untuk mendukung kelancaran tugas
	72  bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	1
	19
	01
	03
	Program Peningkatan  Disiplin Aparatur
	Tersedia pakaian dinas, korpri, hari- hari tertentu dan olahraga 
	480  pasang
	60 Pasang
	80 Pasang
	80 Pasang
	100%
	0
	140 Pasang
	29,17%
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	1
	19
	01
	05
	Program Peningkatan Kapasitas  sumberdaya aparatur
	Tersedia PNS yang  profesional
	12 orang
	0
	2 Orang
	2 orang
	100%
	0
	2 Orang
	16,67%
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	1
	19
	01
	06
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja  dan keuangan
	Tersedia laporan keuangan akhir tahun dan laporan capaian kinera setiap tahun 
	24 dokumen
	4 Dokumen
	4 dokumen
	4 Dokumen
	100%
	4 dokumen
	12 Dokumen
	50%
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	1
	19
	01
	07
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD
	Tersedia lapoaran keuangan akhir tahun dan laporan capaian kinera setiap tahun 
	14 Dokumen
	3 Dokumen
	2 dokumen
	2 Dokumen
	100%
	2 dokumen
	7 Dokumen
	50%
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	
	
	
	
	Satuan Polisi Pamong Praja

	1
	19
	02
	05
	Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
	Meningkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	72 Bulan
	48,70%
	12 Bulan
	100%
	43,72%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Satuan Polisi Pamong Praja

	1
	19
	02
	03
	Program Peningkatan disiplin aparatur
	Meningkat disiplin aparatur
	72 Bulan
	94,77
	12 Bulan
	100%
	100
	12 Bulan
	-
	28,81
	Satuan Polisi Pamong Praja

	1
	19
	02
	02
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	Tersedia sarana dan prasarana aparatur
	72 Bulan
	95,45
	12 Bulan
	100%
	94,74
	12 Bulan
	11,19
	26,31
	Satuan Polisi Pamong Praja

	1
	19
	02
	06
	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	Tersedia sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	72 Bulan
	88
	12 Bulan
	100%
	99,84
	12 Bulan
	-
	50
	Satuan Polisi Pamong Praja

	1
	19
	02
	07
	Program Peningkatan pengembangan sistem perencanaan tahunan
	Tersedia dokumen Renstra
	72 Bulan
	99,74
	12 Bulan
	100%
	98,68
	12 Bulan
	-
	100
	Satuan Polisi Pamong Praja

	1
	19
	02
	15
	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
	Meningkat keamanan dan kenyamanan lingkungan
	72 Bulan
	99,85
	12 Bulan
	100%
	98,91
	12 Bulan
	1,33
	60
	Satuan Polisi Pamong Praja

	1
	19
	02
	16
	Program Pemeliharaan ketentraman ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal
	Terlaksana ketentraman ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal
	72 Bulan
	100
	12 Bulan
	100%
	100
	12 Bulan
	-
	50
	Satuan Polisi Pamong Praja

	1
	19
	02
	17
	Program Pengembangan wawasan kebangsaan
	Jumlah peserta rapat
	72 Bulan
	98,99
	12 Bulan
	100%
	100
	12 Bulan
	54,17
	50
	Satuan Polisi Pamong Praja

	1
	19
	02
	19
	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
	Terwujud Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
	72 Bulan
	98,47
	12 Bulan
	100%
	95,54
	12 Bulan
	-
	50
	Satuan Polisi Pamong Praja

	1
	19
	02
	20
	Program Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
	Meningkat pemberantasan penyakit masyarakat
	72 Bulan
	99,05
	12 Bulan
	100%
	77,22
	12 Bulan
	-
	50
	Satuan Polisi Pamong Praja

	1
	19
	02
	22
	Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
	Terlaksana Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
	72 Bulan
	-
	12 Bulan
	100%
	98,66
	12 Bulan
	-
	50
	Satuan Polisi Pamong Praja

	1
	19
	02
	01
	Program Pelayanan administrasi perkantoran
	Tersedia Pelayanan Administrasi Perkantoran
	72 Bulan
	99,41
	12 Bulan
	97,27
	97,27
	12 Bulan
	0,26
	50,5
	Satuan Polisi Pamong Praja

	
	
	
	
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

	
	
	
	
	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

	1
	20
	04
	01
	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Meningkat Pelayanan Administrasi Perkatoran
	60%
	20%
	20%
	20%
	100%
	20%
	20%
	100%
	Sekretariat DPRD

	1
	20
	04
	02
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran/ Aparatur
	Meningkat Sarana dan Prasarana Perkantoran/Aparatur
	60%
	20%
	20%
	20%
	100%
	20%
	20%
	100%
	Sekretariat DPRD

	1
	20
	04
	03
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	Meningkat Disiplin Aparatur
	100%
	5 Jenis
	6 Jenis
	3 Jenis
	50%
	5 Jenis
	5 Jenis
	100%
	Sekretariat DPRD

	1
	20
	04
	05
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	Meningkat Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Sekretariat DPRD

	1
	20
	04
	92
	Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi
	Meningkat Kualitas dan Penyebar-luasan Informasi 
	60%
	20%
	20%
	20%
	100%
	20%
	20%
	100%
	Sekretariat DPRD

	1
	20
	04
	06
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Tersusun LAKIP, LPPD, LKPJ dan Laporan Keuangan Akhir Tahun
	60%
	20%
	20%
	20%
	100%
	20%
	20%
	100%
	Sekretariat DPRD

	1
	20
	04
	07
	Program Peningkatan Sistem Perencanaan
	Tersusun Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD
	60%
	20%
	20%
	20%
	100%
	20%
	20%
	100%
	Sekretariat DPRD

	1
	20
	04
	08
	Program Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Kepala Daerah
	Terpelihara Kesehatan Pimpinan dan anggota DPRD
	60%
	20%
	20%
	20%
	100%
	20%
	20%
	100%
	Sekretariat DPRD

	1
	20
	04
	15
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
	Meningkat  Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
	60%
	20%
	20%
	20%
	100%
	20%
	20%
	100%
	Sekretariat DPRD

	1
	20
	04
	03
	Program Peningkatan Pelaksanaan Fungsi-fungsi dan Alat Kelengkapan Dewan 
	Meningkat Fungsi-fungsi dan Alat Kelengkapan Dewan
	100%
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Sekretariat DPRD

	1
	20
	04
	17
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 
	Terlaksana peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
	60%
	20%
	20%
	20%
	100%
	20%
	20%
	100%
	Sekretariat DPRD

	1
	20
	04
	03
	Program Pengembangan dan Penguatan Otonomi Daerah
	Meningkat Pengembangan dan Penguatan Otonomi Daerah
	100%
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Sekretariat DPRD

	1
	20
	04
	03
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
	Meningkat Kualitas Pelayanan Publik
	100%
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Sekretariat DPRD

	1
	20
	04
	25
	Program Penyediaan dan Pengelolaan  air baku
	Terlaksana Penyediaan dan Pengelolaan  air baku
	60%
	20%
	20%
	20%
	100%
	20%
	20%
	100%
	Sekretariat DPRD

	1
	20
	04
	31
	Program Rehabilitasi/ Peningkatan Kantor dan Gedung-gedung Utama Pemda Sulawesi Tenggara
	Terlaksana Rehabilitasi/ Peningkatan Kantor dan Gedung-gedung Utama Pemda Sulawesi Tenggara
	60%
	20%
	20%
	20%
	100%
	20%
	20%
	100%
	Sekretariat DPRD

	1
	20
	04
	76
	Program Konsultasi dan Koordinasi Peningkatan Promosi Daerah
	Terlaksana Konsultasi dan Koordinasi Peningkatan Promosi Daerah
	60%
	20%
	20%
	20%
	100%
	20%
	100%
	100%
	Sekretariat DPRD

	
	
	
	
	Biro Administrasi Pemerintahan

	20
	03
	01
	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
	Tersedia Pelayanan Administrasi Perkantoran
	72 Bulan
	 12 Bulan  
	 12 Bulan 
	 12 Bulan 
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan 
	50%
	Biro Administrasi Pemerintahan

	20
	03
	02
	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Meningkat Sarana dan Prasarana Aparatur
	12 Bulan
	 12 Bulan  
	 12 Bulan 
	 12 Bulan 
	100%
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	Biro Administrasi Pemerintahan

	20
	03
	03
	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	Meningkat disiplin Aparatur
	250 Orang
	50 Orang
	50 Orang
	50 Orang
	100%
	50 Orang
	150 Orang
	60%
	Biro Administrasi Pemerintahan

	20
	03
	05
	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	Meningkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	12 Bulan
	 12 Bulan  
	 12 Bulan 
	 12 Bulan 
	100%
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	Biro Administrasi Pemerintahan

	20
	03
	07
	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD
	Tersedia dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD
	5 Paket
	1 Paket
	1 Paket
	1 Paket
	100%
	1 Paket
	3 Paket
	60%
	Biro Administrasi Pemerintahan

	20
	03
	16
	
	Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pecegahan tindak kriminal
	Tercipta Pemeliharaan kantrantibmas dan pecegahan tindak kriminal
	14 Kab./Kota
	14 Kab./Kota
	14 Kab./Kota
	14 Kab./Kota
	100%
	14 Kab./Kota
	14 Kab./Kota
	100%
	Biro Administrasi Pemerintahan

	20
	03
	25
	
	Program peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah
	Meningkat kerjasama antar Pemerintah Daerah
	14 Kab./Kota
	14 Kab./Kota
	14 Kab./Kota
	14 Kab./Kota
	100%
	14 Kab./Kota
	14 Kab./Kota
	100%
	Biro Administrasi Pemerintahan

	20
	03
	27
	
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru
	Tertata Daerah Otonomi Baru
	14 Kab./Kota
	14 Kab./Kota
	14 Kab./Kota
	14 Kab./Kota
	100%
	14 Kab./Kota
	14 Kab./Kota
	100%
	Biro Administrasi Pemerintahan

	20
	03
	56
	
	Program pembakuan nama unsur geografis
	Tersedia nama unsur geografis
	14 Kab./Kota
	14 Kab./Kota
	14 Kab./Kota
	14 Kab./Kota
	100%
	14 Kab./Kota
	14 Kab./Kota
	100%
	Biro Administrasi Pemerintahan

	20
	03
	57
	
	Program pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah  dan fasilitasi rakor
	Terlaksana pemilihan Kepala Daerah  dan fasilitasi rakor
	14 Kab./Kota
	14 Kab./Kota
	14 Kab./Kota
	14 Kab./Kota
	100%
	14 Kab./Kota
	14 Kab./Kota
	100%
	Biro Administrasi Pemerintahan

	20
	03
	58
	
	Program penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
	Tersusun Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
	14 Kab./Kota
	14 Kab./Kota
	14 Kab./Kota
	14 Kab./Kota
	100%
	14 Kab./Kota
	14 Kab./Kota
	100%
	Biro Administrasi Pemerintahan

	20
	03
	59
	
	Program Pembinaan Kapasitas Daerah 
	Terfasilitasi Pembinaan Kapasitas Daerah 
	14 Kab./Kota
	14 Kab./Kota
	14 Kab./Kota
	14 Kab./Kota
	100%
	14 Kab./Kota
	14 Kab./Kota
	100%
	Biro Administrasi Pemerintahan

	20
	03
	64
	
	Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
	Meningkat Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
	14 Kab./Kota
	14 Kab./Kota
	14 Kab./Kota
	14 Kab./Kota
	100%
	14 Kab./Kota
	14 Kab./Kota
	100%
	Biro Administrasi Pemerintahan

	
	
	
	
	Biro Administrasi Pembangunan

	20
	
	01
	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Terpenuhi pelayanan administrasi perkantoran
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Biro Administrasi Pembangunan

	20
	03
	03
	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	Meningkat disiplin aparatur
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Biro Administrasi Pembangunan

	20
	03
	05
	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	Meningkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Biro Administrasi Pembangunan

	20
	03
	07
	
	Program Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD
	Tersedia dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD
	6 Kegiatan
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	100%
	1 Kegiatan
	3 Kegiatan
	50%
	Biro Administrasi Pembangunan

	20
	03
	47
	
	Program Penyebarluasan Informasi Media Cetak
	Terlaksana penyebarluasan informasi media cetak
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Biro Administrasi Pembangunan

	20
	03
	48
	
	Program Peningkatan, Pengembangan koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Program Pembangunan Yang di Kelolah Oleh Pemerintah
	 Meningkat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kab./kota dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi APBD/Tugas pembantuan kab./kota 
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Biro Administrasi Pembangunan

	20
	03
	73
	
	 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Elektronik 
	 Meningkat Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Elektronik 
	1 Kegiatan
	-
	-
	-
	-
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	100%
	Biro Administrasi Pembangunan

	20
	03
	
	
	 Program Peningkatan Kapasitas Pengguna Layanan Secara Elektronik 
	Meningkat kemampuan bagi pengguna dan penyedia dalam mengoperasikan SPSE
	2 Kegiatan
	-
	-
	-
	-
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	50%
	Biro Administrasi Pembangunan

	20
	03
	
	
	 Program Peningkatan Kapasitas Pengelola LPSE 
	 Meningkat kemampuan bagi pengelola LPSE  
	7 Kegiatan
	-
	-
	-
	-
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	14%
	Biro Administrasi Pembangunan

	20
	03
	73
	
	Program Peningkatan, Pengembangan Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Pada Pemerintah
	 Tersedia laporan monitoring evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pelaksanaan bantuan pada Kec. Desa dan Kelurahan (BAHTERAMAS) 
	-
	12 Bulan
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Biro Administrasi Pembangunan

	20
	03
	80
	
	Program Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan E-Procurement
	 Terlaksana Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan E-Procurment 
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	-
	-
	-
	Biro Administrasi Pembangunan

	20
	03
	83
	
	Program Pembinaan dan Evaluasi LPSE di Kab./Kota
	 Meningkat koordinasi LPSE Prov. Dgn LPSE Kab./kota dalam Pembinaan dan pengawasan 
	12 Bulan
	-
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	-
	-
	-
	Biro Administrasi Pembangunan

	20
	03
	93
	
	Program Peningkatan, Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Program Pembangunan Yang dikelola Oleh Pemerintah Provinsi
	 Terwujud koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kab./kota dalam pembinaan, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan administrasi pembangunan yang di kelola oleh pemerintah provinsi 
	1 Dokumen
	-
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	100%
	-
	1 Dokumen
	100%
	Biro Administrasi Pembangunan

	
	
	
	
	Biro Humas dan Pengelolaan Data Elektronik

	1
	20
	03
	01
	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Terlaksana Pelayanan Administrasi Perkantoran
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan 
	36 Bulan
	50%
	Biro Humas dan PDE

	1
	20
	03
	02
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang
	 Meningkat Sarana dan Prasarana Aparatur 
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan 
	36 Bulan
	50%
	Biro Humas dan PDE

	1
	20
	03
	03
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	 Meningkat disiplin Aparatur 
	78 Orang
	70 Orang
	70 Orang
	70 Orang
	100%
	-
	70 Orang
	90%
	Biro Humas dan PDE

	1
	20
	03
	05
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	 Meningkat Kapasitas Sumber Daya Aparatur 
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100
	12 Bulan 
	36 Bulan
	50%
	Biro Humas dan PDE

	1
	20
	03
	06
	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
	 Tersedia laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja 
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	100%
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	100%
	Biro Humas dan PDE

	1
	20
	03
	07
	Program Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD
	 Tersedia dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD 
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	100%
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	100%
	Biro Humas dan PDE

	1
	20
	03
	23
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
	 Tersusun Dokumentasi Kehumasan 
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan 
	36 Bulan
	50%
	Biro Humas dan PDE

	1
	20
	03
	44
	Program Penunjang Kehumasan
	 Tersedia Dokumentasi Kehumasan 
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan 
	12 Bulan
	100%
	Biro Humas dan PDE

	1
	20
	03
	45
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Mass
	 Terlaksana Dialog Interaktif Program Pemerintah di Media Elektronik 
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	100%
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	100%
	Biro Humas dan PDE

	1
	20
	03
	46
	Program Penyusunan/Pemutahiran Data Elektronik Penyelenggaraan Pemerintah
	 Tersedia Data Ekspose Penyelenggaraan Pemerintah 
	1 paket
	1 Paket
	1 Paket
	1 Paket
	100%
	1 Paket
	1 Paket
	100%
	Biro Humas dan PDE

	1
	20
	03
	47
	Program Penyebarluasan Informasi Media Cetak dan elektronik
	 Terlaksana Penyebarluasan Informasi Media Cetak 
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan 
	12 Bulan
	100%
	Biro Humas dan PDE

	
	
	
	
	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

	20
	03
	01
	
	 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Pengadaan Kendaraan dan Sarana dan Prasarana Kantor Lainnya
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA

	20
	03
	02
	
	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Terlaksana rapat-rapat koordinasi pada semua stekholder
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA

	20
	03
	03
	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	Terlaksana disiplin aparatur
	60 Pasang
	55 Pasang
	55 Pasang
	55 Pasang
	100%
	56 Pasang
	56 Pasang
	93%
	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA

	20
	03
	05
	
	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
	Jumlah peserta Pelatihan, Bimtek dan Sosialisasi
	625 Orang
	125 Orang
	125 Orang
	125 Orang
	100%
	125 Orang
	375 Orang
	60%
	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA

	20
	03
	06
	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Tersedia dokumen laporan pencapaian kinerja dan pengelolaan keuangan semesteran dan akhir tahun
	3 Dokumen
	3 Dokumen
	3 Dokumen
	3 Dokumen
	100%
	3 Dokumen
	3 Dokumen
	100%
	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA

	20
	03
	07
	
	Program Peningkatan Sistem Perencanaan SKPD
	Tersedia dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	100%
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	100%
	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA

	20
	03
	53
	
	Program Koordinasi Peningkatan dan Pengendalian Perekonomian
	Terlaksana rapat-rapat koordinasi pada semua stekholder
	13 Kab./Kota
	13 Kab./Kota
	13 Kab./Kota
	13 Kab./Kota
	100%
	13 Kab./Kota
	13 Kab./Kota
	100%
	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA

	20
	03
	54
	
	Program Koordinasi Peningkatan Pemanfaatan Sumberdaya Alam
	Terkoordinasi Pemanfaatan Sumberdaya Alam.
	13 Kab./Kota
	13 Kab./Kota
	13 Kab./Kota
	13 Kab./Kota
	100%
	13 Kab./Kota
	13 Kab./Kota
	100%
	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA

	20
	03
	76
	
	Program Konsultasi dan Koordinasi Peningkatan Promosi Daerah
	Terkoordinasi Peningkatan Promosi Daerah.
	90 Kali
	15 Kali
	15 Kali
	15 Kali
	100%
	15 Kali
	45 Kali
	50%
	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA

	
	
	
	
	Biro Organisasi

	
	
	
	01
	 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Terlaksana Pelayanan Administrasi Perkantoran
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan 
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	Biro Organisasi

	
	
	
	02
	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Tersedia  Sarana dan Prasarana Kantor Lainnya
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan 
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	Biro Organisasi

	
	
	
	03
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	Terwujud Disiplin Aparatur 
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan 
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	Biro Organisasi

	
	
	
	04
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	Meningkat Sumberdaya Aparatur
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan 
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	Biro Organisasi

	
	
	
	05
	Program Obat dan Pembekalan Kesehatan
	Tersedia Obat Dan Perbekalan Kesehatan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan 
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	Biro Organisasi

	
	
	
	06
	Program Peningkatan Kejasama Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Terlaksana Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan 
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	Biro Organisasi

	
	
	
	07
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 
	Terlaksana Penataan Peraturan Perundang-undangan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan 
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	Biro Organisasi

	
	
	
	08
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru 
	Terlaksana Penataan Daerah Otonomi Baru
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan 
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	Biro Organisasi

	
	
	
	09
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
	Terlaksana Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan 
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	Biro Organisasi

	
	
	
	10
	Program Pengelolaan Peningkatan Pelayanan Pegawai
	Meningkat Pengelolaan Peningkatan Pelayanan Pegawai
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan 
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	Biro Organisasi

	
	
	
	11
	 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 
	 Terwujud  Perencanaan Pembangunan Daerah 
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan 
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	Biro Organisasi

	
	
	
	
	Biro Hukum

	1
	01
	04
	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Kelancaran dalam Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik serta tepat waktu
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	Biro Hukum

	1
	1
	12
	
	Program Peningkatan Saran dan Prasarana
	Meningkat sarana dan prasarana
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	Biro Hukum

	1
	01
	01
	
	Program peningkatan sistem perencanaan 
	Tercapai peningkatan sistem perencanaan 
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	Biro Hukum

	1
	01
	09
	
	Program Penataan peraturan perundang-undangan
	Tercapai penataan peraturan perundang-undangan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	Biro Hukum

	1
	01
	01
	
	Program peningkatan bantuan hukum
	Tercapai peningkatan bantuan hukum
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	Biro Hukum

	1
	01
	01
	
	Program peningkatan jaringan hukum 
	Tercapai peningkatan jaringan hukum 
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	Biro Hukum

	1
	01
	01
	
	Program peningkatan evaluasi dan produk hukum daerah
	Tercapai peningkatan evaluasi dan produk hukum daerah
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	Biro Hukum

	
	
	
	
	Biro Umum

	20
	
	
	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	1) Meningkat kapasitas pengeloladan administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah, 2) Meningkat kapasitas aparatur pemerintah Sulawesi Tenggara  dalam rangka pelaksanaan E-Government (perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian);
	100%
	84%
	100%
	90,13%
	90,13%
	100%
	91,38%
	91,38%
	 Biro Umum  

	20
	02
	
	
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	1. Meningkat kualitas dan kuantitas sarana prasarana kewilayahan (Bandara, Pelabuhan, Rumah Sakit, Pertokoan, Perhotelan dan ruang publik masyarakat lainnya) di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara utamanya pada kawasan strategis
	100%
	100%
	90%
	81%
	100%
	100%
	93,67%
	93,67%
	 Biro Umum  

	20
	03
	
	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	Meningkat kompetensi, professional, dan disiplin dalam pengelolaan pemerintahan dan dalam memberikan pelayanan prima yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP)
	100%
	49%
	100%
	95,18%
	95,18%
	100%
	81,33%
	81,33%
	 Biro Umum  

	20
	05
	
	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	Meningkat kapasitas aparatur pemerintah Sulawesi Tenggara dalam rangka pelaksanaan E-Government (perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian);
	100%
	17%
	100%
	89,52%
	89,52%
	100%
	68,84%
	68,84%
	 Biro Umum  

	20
	06
	
	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	1). Meningkat kapasitas pengeloladan administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah, 
2). Meningkat kapasitas pelaporan hasil-hasil pembangunan
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	 Biro Umum  

	20
	07
	
	
	Program Peningkatan Sistem Perencanaan SKPD
	Meningkat kompetensi, professional, dan disiplin dalam pengelolaan pemerintahan dan dalam memberikan pelayanan prima yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP)
	100%
	100%
	100%
	92,41%
	92,41%
	100%
	97,47%
	97,47%
	 Biro Umum  

	20
	08
	
	
	Program Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD dan Kepala Daerah
	Meningkat Kualitas kesehatan: menurunkan jumlah kematian ibu/bayi/anak melaui peningkatan kualitas tenaga medis, paramedis, sarana dan prasarana kesehatan 
	100%
	47%
	100%
	83,18%
	83,18%
	100%
	76,73%
	76,73%
	 Biro Umum  

	20
	16
	
	
	Program Penigkatan Pelayanan Kedinesan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	Meningkat kompetensi, professional, dan disiplin dalam pengelolaan pemerintahan dan dalam memberikan pelayanan prima yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP)
	100%
	85%
	90%
	73,88%
	82%
	100%
	86,29%
	86,29%
	 Biro Umum  

	20
	17
	
	
	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan
	Memantapkan dan memperkenalkan budaya Sulawesi Tenggara dalam berbagai kesempatan (Promosibudayadaerah/Halo Sultra)
	100%
	98%
	100%
	90,47%
	90,47%
	100%
	96,16%
	96,16%
	 Biro Umum  

	20
	50
	
	
	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan kekayaan daerah
	Meningkat kapasitas pengeloladan administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah
	100%
	22%
	100%
	76,07%
	76,07%
	100%
	66,03%
	66,03%
	 Biro Umum  

	
	
	
	
	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat

	20
	03
	01
	01
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Tersedia Pelayanan Administrasi Perkantoran
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Biro Adm. Kesra

	20
	03
	02
	02
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Tersedia Sarana dan Prasarana Aparatur
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Biro Adm. Kesra

	20
	03
	06
	03
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Tersedia Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Biro Adm. Kesra

	20
	03
	07
	04
	Program Peningkatan Sistem Perencanaan SKPD
	Tersedia Dokumen Perencanaan SKPD
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Biro Adm. Kesra

	20
	03
	05
	05
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Terlaksana Diklat Teknis Fungsional dalam dan luar daerah
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Biro Adm. Kesra

	20
	03
	17
	08
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
	Terlaksana koordinasi, monitoring pelaksanaan lomba desa dan kelurahan tingkat Prov. Sultra
	100%
	-
	20%
	20%
	100%
	20%
	40%
	40%
	Biro Adm. Kesra

	20
	03
	18
	10
	Program Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Mandiri
	Terwujud Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Biro Adm. Kesra

	20
	03
	21
	11
	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba,PMS termasuk HIV dan AIDS
	Tertanggulangi Penanggulangan Narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Biro Adm. Kesra

	20
	03
	94
	16
	Program Pembinaan  Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
	Terbina Usaha Kesehatan Sekolah
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Biro Adm. Kesra

	20
	03
	34
	18
	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
	Terlaksana Pelayanan Kehidupan Beragama
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Biro Adm. Kesra

	20
	03
	71
	19
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Nakertrans
	Terlaksana Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Permukiman,Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
	100%
	20%
	20%
	20%
	20%
	-
	40%
	40%
	Biro Adm. Kesra

	
	
	
	
	Biro Layanan Pengadaan

	1
	20
	03
	09
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Tersedia Pelayanan Administrasi Perkantoran 
	100%
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Biro Layanan Pengadaan

	1
	20
	03
	09
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Tersedia sarana dan prasarana pelayanan aparatur
	100%
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Biro Layanan Pengadaan

	1
	20
	03
	09
	Program Peningkatan Disiplina Aparatur
	Tersedia Fasilitas Peningkatan Disiplin Aparatur
	100%
	-
	100%
	100%
	100%
	-
	100%
	100%
	Biro Layanan Pengadaan

	1
	20
	03
	09
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	Tersedia Fasilitas Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	100%
	-
	-
	-
	-
	100%
	100%
	100%
	Biro Layanan Pengadaan

	1
	20
	03
	09
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan
	Tersedia Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	100%
	-
	-
	-
	-
	100%
	100%
	100%
	Biro Layanan Pengadaan

	1
	20
	03
	09
	Program Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD
	Tersedia Laporan Perencanaan yang baik
	100%
	-
	-
	-
	-
	100%
	100%
	100%
	Biro Layanan Pengadaan

	1
	20
	03
	09
	Program Peningkatan dan Pengembangan BLP
	Tersedia SDM Aparatur yang Berkualitas dan Memiliki Kompetensi serta Profesionalisme 
	100%
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Biro Layanan Pengadaan

	1
	20
	03
	09
	Program Pengembangan Regulasi Sistem Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
	Tersedia Regulasi dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Biro Layanan Pengadaan

	
	
	
	
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

	01
	20
	05
	01
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Tersedia sarana/prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung administrasi perkantoran tepat waktu dan sesuai kebutuhan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

	01
	20
	05
	02
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Meningkat sarana dan prasarana aparatur
	1 Paket/Tahun
	1 Paket/Tahun
	1 Paket/Tahun
	1 Paket/Tahun
	100%
	1 Paket/Tahun
	1 Paket/Tahun
	100%
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

	01
	20
	05
	03
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	Meningkat Disiplin Aparatur
	1000 Lembar Pakaian Dinas
	200 Lembar Pakaian Dinas
	200 Lembar Pakaian Dinas
	200 Lembar Pakaian Dinas
	100%
	200 Lembar Pakaian Dinas
	600 Lembar Pakaian Dinas
	60%
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

	01
	20
	05
	05
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Meningkat kualitas pelayanan administrasi perkantoran
	115 Orang
	23 Orang/Tahun
	23 Orang/Tahun
	23 Orang/Tahun
	100%
	23 Orang/Tahun
	79 Orang/Tahun
	69%
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

	01
	20
	05
	06
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 
	Tersusun Laporan Capaian Kinerja Keuangan
	5 Dokumen
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	100%
	1 Dokumen
	3 Dokumen
	60%
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

	01
	20
	05
	07
	Program Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD
	Tersedia Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD 
	5 Dokumen
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	100%
	1 Dokumen
	3 Dokumen
	60%
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

	01
	20
	05
	17
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Meningkat pemanfaatan data statistik dalam perencanaan pembangunan
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	100%
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	100%
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

	01
	20
	05
	18
	Program Pembinaan dan Fsilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
	Terlaksana Pembinaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan di Daerah
	15 Kab./Kota
	15 Kab./Kota
	15 Kab./Kota
	15 Kab./Kota
	100%
	15 Kab./Kota
	15 Kab./Kota
	100%
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

	01
	20
	05
	76
	Program Koordinasi Pameran/Expo 2014
	Terlaksana Koordinasi Pameran/Expo 2014
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

	
	
	
	
	Badan Penelitian dan Pengembangan

	1
	20
	06
	01
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Terlaksana Pelayanan administrasi perkantoran
	72 bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Badan Penelitian dan Pengembangan

	1
	20
	06
	02
	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
	Tersedia sarana prasarana kantor
	36 unit
	7 Unit
	7 Unit
	7 Unit
	100%
	7 Unit
	21 Unit
	58,33%
	Badan Penelitian dan Pengembangan

	1
	20
	06
	03
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	Meningkat Disiplin Aparatur
	336 Orang
	56 Orang
	56 Orang
	56 Orang
	100%
	56 Orang
	168 Orang
	50%
	Badan Penelitian dan Pengembangan

	1
	20
	06
	04
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Meningkat Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	336 Orang
	56 Orang
	56 Orang
	56 Orang
	100%
	56 Orang
	168 Orang
	50%
	Badan Penelitian dan Pengembangan

	1
	20
	06
	07
	Program Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD
	Terlaksana Sistem Perencanaan SKPD
	19 Dokumen
	3 Dokumen
	3 Dokumen
	3 Dokumen
	100%
	3 Dokumen
	9 Dokumen
	47,37%
	Badan Penelitian dan Pengembangan

	1
	20
	06
	06
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 
	Terlaksana  pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	12 Dokumen
	2 Dokumen
	2 Dokumen
	2 Dokumen
	100%
	2 Dokumen
	6 Dokumen
	50%
	Badan Penelitian dan Pengembangan

	1
	20
	06
	28
	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK
	Terlaksana  Penelitian dan Pengembangan IPTEK
	18  Dokumen
	3 Dokumen
	3 Dokumen
	3 Dokumen
	100%
	3 Dokumen
	9 Dokumen
	50%
	Badan Penelitian dan Pengembangan

	1
	20
	06
	47
	Program Penyebarluasan Informasi 
	Tersedia Dokumen dan  Publikasi
	45 Dokumen
	-
	15 Dokumen
	15 Dokumen
	100%
	15 Dokumen
	30 Dokumen
	66,67%
	Badan Penelitian dan Pengembangan

	1
	20
	06
	29
	Program Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Kemampuan SDM  bidang IPTEK
	Meningkat Kapasitas  dan Pengembangan Kemampuan  SDM  bidang Iptek
	30 Dokumen
	5 Dokumen
	5 Dokumen
	5 Dokumen
	100%
	5 Dokumen
	15 Dokumen
	50%
	Badan Penelitian dan Pengembangan

	1
	20
	06
	10
	Dokumentasi dan Publikasi
	Tersedia Dokumentasi dan Publikasi
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Badan Penelitian dan Pengembangan

	1
	20
	06
	11
	Program peningkatan kapasitas perempuan
	Meningkat kapasitas prempuan
	6 Kegiatan
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	100%
	1 Kegiatan
	3 Kegiatan
	50%
	Badan Penelitian dan Pengembangan

	
	
	
	
	Inspektorat Daerah

	1
	20
	07
	01
	Program Pelayanan Administrasi  Perkantoran
	Meningkat Pelayanan Administrasi Perkantoran
	60 Bulan
	 12 Bulan 
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	60%
	Inspektorat Daerah

	1
	20
	07
	02
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Meningkat Sarana dan Prasarana Penunjang Aktifitas Kerja
	60 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	60%
	Inspektorat Daerah

	1
	20
	07
	03
	Program peningkatan disiplin aparatur
	Meningkat disiplin pegawai dalam keseragaman berpakaian
	60 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	60%
	Inspektorat Daerah

	1
	20
	07
	05
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	Meningkat Kemampuan SDM Pengawas
	186 Orang
	 34 Orang 
	36 Orang
	36 Orang
	100%
	36 Orang
	106 Orang
	56,99%
	Inspektorat Daerah

	1
	20
	07
	20
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
	Meningkat Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
	72 Bulan
	12 Bulan
	 12 Bulan 
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Inspektorat Daerah

	1
	20
	07
	21
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
	Meningkat Pengetahuan SDM Pengawas
	260 Orang
	40 Orang
	45 Orang
	45 Orang
	100%
	50 Orang
	135 Orang
	51,92%
	Inspektorat Daerah

	
	
	
	
	Kantor Penghubung

	1
	20
	08
	01
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Tersedia Pelayanan administrasi perkantoran
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Kantor Penghubung

	1
	20
	08
	02
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Persentase pengadaan, pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana aparatur
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Kantor Penghubung

	1
	20
	08
	03
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	Tersedia pengadaan peningkatan disiplin aparatur
	480 Pasang
	-
	130 Pasang
	130 Pasang
	100%
	134 Pasang
	264 Pasang
	55%
	Kantor Penghubung

	1
	20
	08
	05
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	Meningkat kapasitas sumberdaya aparatur
	32 Orang
	-
	5 Orang
	5 Orang
	100%
	21 Orang
	26 Orang
	81,25%
	Kantor Penghubung

	1
	20
	08
	06
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Tersedia laporan kinerja dan keuangan
	6 Dokumen
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	100%
	1 Dokumen
	3 Dokumen
	50%
	Kantor Penghubung

	1
	20
	08
	07
	Program Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD
	Tersedia dokumen perencanaan
	6 Dokumen
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	100%
	1 Dokumen
	3 Dokumen
	50%
	Kantor Penghubung

	1
	20
	08
	16
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 
	Meningkat pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
	5 Kegiatan
	-
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	100%
	1 Kegiatan
	2 Kegiatan
	40%
	Kantor Penghubung

	1
	20
	08
	84
	Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Promosi
	Meningkat pelayanan informasi dan promosi
	10 Kegiatan
	-
	2 Kegiatan
	2 Kegiaan
	100%
	2 Kegiatan
	4 Kegiatan
	40%
	Kantor Penghubung

	
	
	
	
	Badan Kepegawaian Daerah

	1
	20
	09
	01
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Tercapai Dukungan Pelayanan Administrasi
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan 
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Badan Kepegawaian Daerah

	1
	20
	09
	02
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Tercapai dukungan sarana dan Prasarana Oprasional kantor
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Badan Kepegawaian Daerah

	1
	20
	09
	05
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	Meningkat Tingkat Wawasan pengetahuan Aparatur
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Badan Kepegawaian Daerah

	1
	20
	09
	06
	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capai Kinerja dan Keuangan
	Teredia dokumen laporan capaian Kinerja dan pengelolaan keuangan
	30 Dokumen
	5 Dokumen
	5 Dokumen
	5 Dokumen
	100%
	5 Dokumen
	15 Dokumen
	50%
	Badan Kepegawaian Daerah

	1
	20
	09
	07
	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD
	Tersedia dokumen Renstra dan renja SKPD
	6 Dokumen
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	100%
	1 Dokumen
	3 Dokumen
	50%
	Badan Kepegawaian Daerah

	1
	20
	09
	08
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	Tercipta PNS yang disiplin
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Badan Kepegawaian Daerah

	1
	20
	09
	31
	Program Pendidikan Kedinasan
	Terlaksana diklat penjejangan Teknis struktural dan penyesuaian ijasah
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Badan Kepegawaian Daerah

	1
	20
	09
	33
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
	Tersedia SDM yang berkualitas dan profesional dalam melaksanaka tugas
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Badan Kepegawaian Daerah

	
	
	
	
	Badan Pendidikan dan Pelatihan

	5
	2
	01
	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Tersedia sarana prasarana Perkantoran dan Fasilitas pendukung Administrasi   Perkantoran
	5 Tahun
	1 Tahun
	1 Tahun
	1 Tahun
	100%
	1 Tahun
	3 Tahun
	60%
	Badan Pendidikan dan Pelatihan

	5
	2
	02
	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Tersedia sarana prasarana Perkantoran dan Fasilitas pendukung Kegiatan Kediklatan
	5 Tahun
	1 Tahun
	1 Tahun
	1 Tahun
	100%
	1 Tahun
	3 Tahun 
	60%
	Badan Pendidikan dan Pelatihan

	5
	2
	03
	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	Terlaksana Peningkatan Disiplin Aparatur
	530 set
	88 set
	212 set
	212 set
	100%
	-
	300 set
	56,60%
	Badan Pendidikan dan Pelatihan

	5
	2
	32
	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	Persentase Jumlah Aparatur Badan Diklat Ditingkatkan Kapasitasnya
	15 Orang
	2 Orang
	1 Orang
	1 Orang
	100%
	1 Orang
	4 Orang
	26,67%
	Badan Pendidikan dan Pelatihan

	5
	2
	06
	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja & Keuangan
	Tersedia Dokumen Laporan Capaian dan Evaluasi Kinerja SKPD
	10 Dokumen
	2 Dokumen
	2 Dokumen
	2 Dokumen
	100%
	2 Dokumen
	6 Dokumen
	60%
	Badan Pendidikan dan Pelatihan

	5
	2
	07
	
	Program Peningkatan Sistem Perencanaan SKPD
	Tersedia Dokumen Perencanaan SKPD
	5 Dokumen
	1 Dokumen
	1 Dokumen 
	1 Dokumen
	100%
	1 Dokumen
	3 Dokumen
	60%
	Badan Pendidikan dan Pelatihan

	5
	2
	05
	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	Tersedia Alumni Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
	5 Tahun
	1 Tahun
	1 Tahun
	1 Tahun
	100%
	1 Tahun
	3 Tahun 
	60%
	Badan Pendidikan dan Pelatihan

	
	
	
	
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	1
	20
	01
	
	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Aparatur.
	Terselenggara pelayanan administrasi perkantoran selama 1 tahun
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	1
	20
	02
	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran/Aparatur.
	Terselenggara peningkatan sarana dan prasarana perkantoran/aparatur
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	1
	20
	03
	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	Jumlah pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya
	6 Paket
	1 Paket
	1 Paket
	1 Paket
	100%
	1 Paket
	3 Paket
	50%
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	1
	20
	04
	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	Terselenggara peningkatan sumber daya aparatur
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	1
	20
	05
	
	Program Peningkatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Terselenggara Peningkatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	6 Dokumen
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	100%
	1 Dokumen
	3 Dokumen
	50%
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	1
	20
	06
	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.
	Terselenggara Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
	6 Dokumen
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	100%
	1 Dokumen
	3 Dokumen
	50%
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	1
	20
	07
	
	Program Peningkatan pengembangan sistem perencanaan SKPD
	Terselenggara peningkatan pengembangan sistem perencanaan SKPD
	6 Dokumen
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	100%
	1 Dokumen
	3 Dokumen
	50%
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	1
	20
	08
	
	Program Penguatan peran kelembagaan dalam mendukung Penanggulangan Bencana 
	Terselenggara penguatan peran kelembagaan dalam mendukung penanggulangan bencana
	6 kegiatan 
	1 kegiatan
	1 kegiatan
	1 kegiatan
	100%
	1 kegiatan
	3 Kegiatan
	50%
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	1
	20
	09
	
	Program Peningkatan kapasitas badan penanggulangan bencana daerah 
	Terselenggara peningkatan kapasitas badan penanggulangan bencana daerah
	1 Kegiatan
	-
	1 kegiatan
	1 kegiatan
	100%
	-
	1 kegiatan
	100%
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	1
	20
	10
	
	Program Pengurangan resiko bencana
	Terselenggara pengurangan resiko bencana
	6 kegiatan 
	1 kegiatan
	1 kegiatan
	1 kegiatan
	100%
	1 kegiatan
	3 Kegiatan
	50%
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	1
	20
	11
	
	Program Pemberdayaan dan kesiapsiagaan masyarakat
	Terselenggara pemberdayaan dan kesiapsiagaan masyarakat
	6 kegiatan 
	1 kegiatan
	1 kegiatan
	1 kegiatan
	100%
	1 kegiatan
	3 Kegiatan
	50%
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	1
	20
	12
	
	Program Pencegahan dan kesiapasiagaan dalam menghadapi bencana
	Terselenggara pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
	6 kegiatan 
	1 kegiatan
	1 kegiatan
	1 kegiatan
	100%
	1 kegiatan
	3 Kegiatan
	50%
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	1
	20
	13
	
	Program Penanganan darurat bencana
	Terselenggara penanganan darurat bencana
	6 kegiatan 
	1 kegiatan
	1 kegiatan
	1 kegiatan
	100%
	1 kegiatan
	3 Kegiatan
	50%
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	1
	20
	14
	
	Program Penanganan logistik dan peralatan
	Terselenggara penanganan logistik dan peralatan 
	6 kegiatan 
	1 kegiatan
	1 kegiatan
	1 kegiatan
	100%
	1 kegiatan
	3 Kegiatan
	50%
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	1
	20
	14
	
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	Terselenggara rehabilitasi dan rekonstruksi
	6 kegiatan 
	1 kegiatan
	1 kegiatan
	1 kegiatan
	100%
	1 kegiatan
	3 Kegiatan
	50%
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	
	
	
	
	Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia

	1
	20
	12
	01
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Tersedia Pelayanan Administrasi Perkantoran
	100%
	96,13%
	100%
	92,77%
	92,77%
	100%
	8,85%
	8,85%
	Sekretariat Korpri

	1
	20
	12
	02
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Tersedia sarana dan prasarana kantor
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Sekretariat Korpri

	1
	20
	12
	03
	Program peningkatan Disiplin aparatur
	Meningkat disiplin aparatur
	100%
	-
	100%
	99,70%
	99,70%
	-
	99,70%
	99,70%
	Sekretariat Korpri

	1
	20
	12
	05
	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
	Terwujud Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	100%
	-
	100%
	98,81%
	98,81%
	100%
	66,27%
	66,27%
	Sekretariat Korpri

	1
	20
	12
	06
	Program peningkatan pengembangan sistem  pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	Tersedia laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	100%
	98,16%
	100%
	99,73%
	99,73%
	100%
	33,08%
	33,08%
	Sekretariat Korpri

	1
	20
	12
	07
	Program peningkatan Sistem perencanaan SKPD
	Terwujud Peningkatan Pengembangan Perencanaan Tahunan
	100%
	100%
	100%
	99,96%
	99,96%
	100%
	99,30%
	99,30%
	Sekretariat Korpri

	1
	20
	12
	10
	Program Koordinasi Pameran / Expo 2014
	Terlaksana Koordinasi Pameran/Expo 2014
	100%
	-
	100%
	99,92%
	99,92%
	-
	-
	-
	Sekretariat Korpri

	1
	20
	12
	08
	Penataan dan Pengembangan Kelembagaan
	Terwujud Penetaan dan Pengembangan Kelembagaan
	-
	-
	100%
	87,91%
	87,91%
	100%
	62,64%
	62,64%
	Sekretariat Korpri

	1
	20
	12
	09
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
	Terlaksana pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
	100%
	99,86%
	100%
	98,52%
	98,52%
	100%
	99,46%
	99,46%
	Sekretariat Korpri

	
	
	
	
	Dinas Pendapatan Daerah

	1
	20
	13
	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Terlaksana Pelayanan administrasi perkantoran
	60 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	60%
	Dinas Pendapatan Daerah

	1
	20
	13
	
	Program  Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
	Tersedia sarana prasarana kantor
	60 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	60%
	Dinas Pendapatan Daerah

	1
	20
	13
	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur 
	Tersedia pakaian dinas dan olahraga 
	5 Paket
	1 Paket
	1 Paket
	1 Paket
	100%
	1 Paket
	3 Paket
	50%
	Dinas Pendapatan Daerah

	1
	20
	13
	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 
	Terlaksana Pelatihan Formal/Struktural/Fungsional bagia Aparatur 
	25 Org Pelatihan Teknis & 50 Org Non teknis 
	5 Org Pelatihan striuktural
	5 Org Pelatihan Teknis & 10 Org Non teknis
	5 Org Pelatihan Teknis & 10 Org Non teknis
	100%
	5 Org Pelatihan Teknis & 10 Org Non teknis
	15 Org Pelatihan Teknis & 30 Org Non teknis
	60%
	Dinas Pendapatan Daerah

	1
	20
	13
	
	Program Peningkatan Sistem Perencanaan SKPD 
	Tersusun Dokumen Renstra dan Renja SKPD
	5 Dokumen Renstra dan  5 Lakip SKPD
	1 Dokumen Renstra dan 1 Lakip SKPD
	1 Dokumen Renstra dan 1 Lakip SKPD
	1 Dokumen Renstra dan 1 Lakip SKPD
	100%
	1 Dokumen Renstra dan 1 Lakip SKPD
	3 Dokumen Renstra dan 3 Lakip SKPD
	60%
	Dinas Pendapatan Daerah

	1
	20
	13
	
	Program Peningkatan & Pengembangan PAD
	1. Terlaksana Kegiatan Razia Kendaraan Bermotor dan Honor Tim, 2. Rapat Koordinasi, Konsultasi, Penyuluhan, Penagihan serta Pemutakhiran Data
	5 Kegiatan /5 Tahun 
	1 Kegiatan/Tahun
	1 Kegiatan/Tahun
	1 Kegiatan/Tahun
	100%
	1 Kegiatan/Tahun
	3 Kegiatan/3 Tahun
	60%
	Dinas Pendapatan Daerah

	
	
	
	
	KETAHANAN PANGAN

	
	
	
	
	Badan Ketahanan Pangan

	1
	21
	01
	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Terlaksana Peningkatan Layanan administrasi perkantoran
	60 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	100%
	Badan Ketahanan Pangan

	1
	21
	02
	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Tersedia sarana dan prasarana aparatur
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Badan Ketahanan Pangan

	1
	21
	03
	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	Terlaksana peningkatan disiplin aparatur
	350 Stel
	70 Stel
	70 Stel
	70 Stel
	100%
	70 Stel
	210 Stel
	60%
	Badan Ketahanan Pangan

	1
	21
	05
	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	Terlaksana Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	20 Orang
	4 Orang
	4 Orang
	4 Orang
	100%
	4 Orang
	12 Orang
	60%
	Badan Ketahanan Pangan

	1
	21
	06
	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan
	10 Dokumen
	2 Dokumen
	2 dokumen
	2 Dokumen
	100%
	2 dokumen
	6 Dokumen
	60%
	Badan Ketahanan Pangan

	1
	21
	07
	
	Program Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD
	Jumlah Dokumen Perencanaan
	6 Dokumen
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	100%
	1 Dokumen
	3 Dokumen
	50%
	Badan Ketahanan Pangan

	1
	21
	15
	
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
	(1) Menurunkan ketergantungan terhadap konsumsi beras  melalui diversifikasi konsumsi  pangan 1% per tahun; (2) Menurun kategori desa rawan pangan; (3) Meningkat mutu dan  keamanan pangan.
	35 Kegiatan
	5 Kegiatan
	5 Kegiatan
	5 Kegiatan
	100%
	6 Kegiatan
	16 Kegiatan
	45,71%
	Badan Ketahanan Pangan

	1
	21
	08
	
	Program Peningkatan Kapasitas Perempuan
	Meningkat Kapasitas Perempuan
	5 Kegiatan
	1 Kegiatan
	-
	-
	-
	-
	1 Kegiatan
	20%
	Badan Ketahanan Pangan

	
	
	
	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

	
	
	
	
	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

	1
	22
	20
	
	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
	Terlaksana pelatihan terhadap SDM Aparatur
	60 Bulan
	-
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	24 Bulan
	40%
	Badan Pemberdayaan Masyarakt dan Pemerintahan Desa

	1
	20
	21
	
	Program Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
	Persentase penyerapan dana bantuan keuangan di 203 kecamatan, 351 kelurahan dan 1.795 desa
	100%
	-
	100%
	96,82%
	96,82%
	100%
	95,96%
	19,28%
	Badan Pemberdayaan Masyarakt dan Pemerintahan Desa

	1
	22
	22
	
	Program Peningkatan Mutu Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa / Kelurahan
	Tersedia dokumen data base kebutuhan pelatihan pemberdayaan masyarakat desa
	1 Dokumen
	-
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	100%
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	100%
	Badan Pemberdayaan Masyarakt dan Pemerintahan Desa

	1
	22
	23
	
	Program Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Ekonomi
	Terlaksana pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
	200 orang
	-
	39 orang
	39 orang
	100%
	39 orang
	39 orang
	19,5%
	Badan Pemberdayaan Masyarakt dan Pemerintahan Desa

	1
	22
	24
	
	Rapat Koordinasi Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan
	Terlaksana Rakor PKK tingkat Provinsi dan Nasional
	5 kegiatan
	-
	1 kegiatan
	1 kegiatan
	100%
	1 kegiatan
	2 kegiatan
	40%
	Badan Pemberdayaan Masyarakt dan Pemerintahan Desa

	1
	22
	25
	
	Program Peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
	Terlaksana Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
	60 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	60%
	Badan Pemberdayaan Masyarakt dan Pemerintahan Desa

	1
	22
	
	
	Program Diklat dan Pembinaan Kader PKK
	Terlaksana pelatihan LP3PKK yang diikuti oleh 35 orang kader PKK
	400 orang
	-
	35 orang
	35 orang
	100%
	-
	35 orang
	8,75%
	Badan Pemberdayaan Masyarakt dan Pemerintahan Desa

	1
	22
	26
	
	Program Pengembangan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat, Pengembangan Pesta Adat dan Ritual Budaya
	Terlaksana Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi
	5 kegiatan
	1 kegiatan
	1 kegiatan
	1 kegiatan
	100%
	1 kegiatan
	3 kegiatan
	60%
	Badan Pemberdayaan Masyarakt dan Pemerintahan Desa

	1
	22
	27
	
	Program Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat
	Terlaksana pembinaan lembaga adat/paguyuban
	60 Bulan
	-
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	-
	12 Bulan
	20%
	Badan Pemberdayaan Masyarakt dan Pemerintahan Desa

	1
	22
	30
	
	Program Bimbingan Teknis dan Pembinaan Profil Desa/Kelurahan
	Terlaksana Rakor pendayagunaan profil desa/ kelurahan
	5 kegiatan
	-
	1 kegiatan
	1 kegiatan
	100%
	-
	1 kegiatan
	20%
	Badan Pemberdayaan Masyarakt dan Pemerintahan Desa

	1
	22
	31
	
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
	Terlaksana workshop PNPM-MP yang dihadiri 210 orang PJOK PNPM
	1 kegiatan
	-
	1 kegiatan
	1 kegiatan
	100%
	-
	1 kegiatan
	100%
	Badan Pemberdayaan Masyarakt dan Pemerintahan Desa

	
	
	
	
	STATISTIK

	
	
	
	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

	1
	23
	01
	15
	Program pengembangan data dan informasi
	Tersedia Data dan Informasi Secara Cepat, Tepat dan Akurat
	93%
	65%
	75%
	75%
	100%
	77%
	72,33%
	77,77%
	 Bappeda 

	
	
	
	
	KEARSIPAN

	
	
	
	
	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

	1
	24
	01
	01
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Tertata sistem administrasi kearsipan
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Banda Perpusatakaan dan Arsip Daerah

	1
	24
	01
	02
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Tercipta kenyamanan tempat bekerja dan terpeliharanya jaringan informasi kearsipan 
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Banda Perpusatakaan dan Arsip Daerah

	1
	24
	01
	03
	Program Peningkatan  Disiplin Aparatur
	Tercipta kerapian dan disiplin pegawai
	630 Orang
	105 Orang
	105 Orang
	105 Orang
	100%
	105 Orang
	315 Orang
	50%
	Banda Perpusatakaan dan Arsip Daerah

	1
	24
	01
	05
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Meningkat kualitas aparatur
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Banda Perpusatakaan dan Arsip Daerah

	1
	24
	01
	06
	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capai Kinerja dan Keuangan
	Tersedia laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja 
	30 Dokumen
	5 Dokumen
	5 Dokumen
	5 Dokumen
	100%
	5 Dokumen
	15 Dokumen
	50%
	Banda Perpusatakaan dan Arsip Daerah

	1
	24
	01
	07
	Program Peningkatan  Sistem Perencanaan Tahunan SKPD
	Tersusun dokumen rencana tahunan SKPD
	30 Dokumen
	5 Dokumen
	5 Dokumen
	5 Dokumen
	100%
	5 Dokumen
	15 Dokumen
	50%
	Banda Perpusatakaan dan Arsip Daerah

	1
	24
	01
	15
	Program Perbaikan sistem Administrasi Kearsipan
	Tertata sistem administrasi kearsipan
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Banda Perpusatakaan dan Arsip Daerah

	1
	24
	01
	16
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah
	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
	5 Paket
	1 Paket
	1 Paket
	1 Paket
	100%
	1 Paket
	3 Paket
	50%
	Banda Perpusatakaan dan Arsip Daerah

	1
	24
	01
	17
	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Arsip Daerah
	Terpelihara sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
	5 Paket
	1 Paket
	1 Paket
	1 Paket
	100%
	1 Paket
	3 Paket
	50%
	Banda Perpusatakaan dan Arsip Daerah

	1
	24
	01
	18
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Informasi
	Tersedia sarana layanan informasi arsip
	5 kegiatan
	1 kegiatan
	1 kegiatan
	1 kegiatan
	100%
	1 Kegiatan
	3 kegiatan
	50%
	Banda Perpusatakaan dan Arsip Daerah

	1
	24
	01
	
	Penyelenggaraan kearsipan nasional
	Terlaksana Penyelenggaraan kearsipan nasional
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Banda Perpusatakaan dan Arsip Daerah

	1
	24
	01
	
	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
	Tersedia dokumen arsip daerah dengan rapi dan lengkap
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Banda Perpusatakaan dan Arsip Daerah

	
	
	
	
	PERPUSTAKAAN

	
	
	
	
	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

	1
	26
	01
	
	Program Pengembangan Perpustakaan
	Terlaksana Pengembangan Perpustakaan
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Banda Perpusatakaan dan Arsip Daerah

	1
	26
	01
	15
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
	Tercipta peningkatan SDM bagi Pustakawan dan masyarakat
	5 kegiatan
	1 kegiatan
	1 kegiatan
	1 kegiatan
	100%
	1 Kegiatan
	3 kegiatan
	50%
	Banda Perpusatakaan dan Arsip Daerah

	1
	26
	01
	
	Program Peningkatan Kapasitas Perempuan se-Sulawesi Tenggara
	Meningkat kapasitas perempuan
	60 Bulan
	-
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	24 Bulan
	40%
	Banda Perpusatakaan dan Arsip Daerah

	
	
	
	
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	
	
	
	
	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

	1
	07
	20
	
	Program Peningkatan Pelayanan jasa Komunikasi dan Informatika
	Jumlah fasilitas sarana prasarana Komunikasi dan Informatika Terawasi
	90%
	65%
	70%
	70%
	100%
	75%
	70%
	78%
	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

	1
	07
	21
	
	Program Peningkatan Fasilitaas dan Pengendalian Pos Dan Telekomunikasi
	Terwujud Peningkatan fasilitas Pengendalian Pos dan Telekomunikasi
	92%
	70%
	75%
	75%
	100%
	80%
	75%
	82%
	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

	
	
	
	
	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

	01
	25
	01
	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Terlaksana Pelayanan Administrasi Perkantoran
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Sekretariat KPID

	01
	25
	02
	
	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
	Meningkat sarana dan Prasarana Aparatur
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Sekretariat KPID

	01
	25
	03
	
	Program Peningkatan disiplin aparatur
	Meningkat disiplin aparatur
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Sekretariat KPID

	01
	25
	04
	
	Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya aparatur
	Meningkat kapasitas Sumberdaya aparatur
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Sekretariat KPID

	01
	25
	05
	
	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	Terwujud pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	30 Dokumen
	5 Dokumen
	5 Dokumen
	5 Dokumen
	100%
	5 Dokumen
	15 Dokumen
	50%
	Sekretariat KPID

	01
	25
	06
	
	Program peningkatan pengembangan sistem perencanaan SKPD
	Meningkat pengembangan sistem perencanaan SKPD
	6 Dokumen
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	100%
	1 Dokumen
	3 Dokumen
	50%
	Sekretariat KPID

	01
	25
	07
	
	Pogram pengkajian dan penelitian bahan informasi dan komunikasi
	Terlaksana pengkajian dan penelitian bahan informasi dan komunikasi
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Sekretariat KPID

	01
	25
	08
	
	Program penguatan kelembagaan KPID
	Tercapai penguatan kelembagaan KPID
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Sekretariat KPID

	01
	25
	09
	
	Program Peningkatan kualitas lembaga penyiaran
	Meningkat kualitas lembaga penyiaran
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Sekretariat KPID

	01
	25
	10
	
	Program peningkatan kualitas isi siaran
	Meningkat peningkatan kualitas isi siaran
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	12 Bulan
	50%
	Sekretariat KPID

	
	
	
	
	PILIHAN

	
	
	
	
	PERTANIAN

	
	
	
	
	Dinas Pertanian

	2
	01
	01
	
	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Tersedia pelayanan  administrasi perkantoran
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Dinas Pertanian

	2
	01
	02
	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Meningkat Sarana dan Prasarana Aparatur
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Dinas Pertanian

	2
	01
	03
	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	Meningkat Disiplin Aparatur
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Dinas Pertanian

	2
	01
	05
	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	Meningkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Dinas Pertanian

	2
	01
	06
	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Meningkat Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Dinas Pertanian

	2
	01
	07
	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Tahunan
	Meningkat Sistem Perencanaan Tahunan SKPD
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Dinas Pertanian

	2
	01
	07
	
	Program Peningkatan Pendidikan SPP Negeri Wawotobi
	Meningkat Mutu Pendidikan SPP Negeri Wawotobi
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Dinas Pertanian

	2
	01
	15
	
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
	Meningkat Kesejahteraan Petani
	425 Kelompok
	-
	35 Kelompok
	35 Kelompok
	100%
	35 Kelompok
	70 Kelompok
	16%
	Dinas Pertanian

	2
	01
	17
	
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
	Terlaksana promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah
	24 Kali
	4 Kali
	4 Kali
	4 Kali
	100%
	4 Kali
	12 Kali
	50%
	Dinas Pertanian

	2
	01
	18
	
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
	Terlaksana Pengadaan Alat-Alat dan Mesin Pertanian yang tepat guna
	520 Unit
	20 Unit
	100 Unit
	100 Unit
	100%
	100 Unit
	220 Unit
	42%
	Dinas Pertanian

	2
	01
	19
	
	Program Peningkatan Produksi Pertanian
	Tersedia Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian
	6 Paket
	1 Paket
	1 Paket
	1 Paket
	100%
	1 Paket
	3 Paket
	50%
	Dinas Pertanian

	2
	01
	20
	
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
	Meningkat Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian
	6 Paket
	1 Paket
	1 Paket
	1 Paket
	100%
	1 Paket
	3 Paket
	50%
	Dinas Pertanian

	2
	01
	21
	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
	Terlaksana pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular pada ternak
	13 Kab./Kota
	13 Kab./Kota
	13 Kab./Kota
	13 Kab./Kota
	100%
	13 Kab./Kota
	13 Kab./Kota
	100%
	Dinas Pertanian

	2
	01
	22
	
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
	Terlaksana Pembibitan dan Perawatan Ternak
	330 Paket
	55 Paket
	55 Paket
	55 Paket
	100%
	55 Paket
	165 Paket
	50%
	Dinas Pertanian

	2
	01
	23
	
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
	Terlaksana Promosi atas Hasil Peternakan Unggulan Daerah
	25 Kali
	-
	-
	-
	-
	5 Kali
	5 Kali
	20%
	Dinas Pertanian

	2
	01
	24
	
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
	Terlaksana Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna
	5 Kab./Kota
	5 Kab./Kota
	-
	-
	-
	5 Kab./Kota
	5 Kab./Kota
	100%
	Dinas Pertanian

	2
	01
	25
	
	Program Pembangunan Infrastruktur Jalan Pertanian
	Terbangun infrastruktur jalan pertanian
	95%
	65%
	-
	-
	-
	75%
	70%
	73,68%
	Dinas Pertanian

	
	
	
	
	Dinas Perkebunan dan Holtikultura

	2
	01
	02
	01
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Terlaksana Pelayanan administrasi perkantoran
	60 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Dinas Perkebunan dan Holtikultura

	2
	01
	02
	02
	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
	Tersedia sarana dan prasarana aparatur
	630 Unit/set Dinas/UPTD
	192 Unit/set Dinas/UPTD 
	 28 Unit/ Dinas/UPTD
	 28 Unit/ Dinas/UPTD
	100%
	192 Unit/set
	412 Unit/Set
	65,4%
	Dinas Perkebunan dan Holtikultura

	3
	01
	02
	03
	Program Peningkatan Disiplin  Aparatur
	Meningkat Disiplin  Aparatur 
	 1.350 lbr
	260 lbr
	 265 lbr
	 265 lbr
	100%
	 270 lbr
	795 lbr
	58,89%
	Dinas Perkebunan dan Holtikultura

	4
	01
	02
	05
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	Terlaksana Pelatihan, Bimtek dan Diklat aparatur
	20 Orang
	4 Orang
	4 Orang
	4 Orang
	100%
	4 Orang
	12 Orang
	30%
	Dinas Perkebunan dan Holtikultura

	5
	01
	02
	06
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja Dan Keuangan
	Tersedia laporan Capaian Kinerja dan keuangan Tahunan
	5 Tahun
	1 Tahun
	1 Tahun 
	1 Tahun 
	100%
	1 Tahun
	3 Tahun
	60%
	Dinas Perkebunan dan Holtikultura

	6
	01
	02
	07
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD
	Tersedia dokumen perencanaan Tahunan
	5 Tahun
	1 Tahun
	1 Tahun 
	1 Tahun 
	100%
	1 Tahun
	3 Tahun
	60%
	Dinas Perkebunan dan Holtikultura

	2
	01
	02
	15
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
	Meningkat kesejahteran petani perkebunan dan Hortikultura
	  72 Lem/kls/Org
	  72 Lem/kls/Org
	  72 Lem/kls/Org
	  72 Lem/kls/Org
	100%
	  72 Lem/kls/Org
	  72 Lem/kls/Org
	100%
	Dinas Perkebunan dan Holtikultura

	2
	01
	02
	19
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
	Meningkat produksi dan produktivitas dan mutu tanaman perkebunan dan hortikultura
	 532 Pkt/Kls
	 130 Pkt/Kls
	 92 Pkt/Kls
	 92 Pkt/Kls
	100%
	 93 Pkt/Kls
	315 Pkt/Kls
	59,21%
	Dinas Perkebunan dan Holtikultura

	2
	01
	02
	27
	Program Infrastruktur Jalan Pertanian
	Terbangun Jalan produksi perkebunan
	107 Km
	22,82 Km
	-
	-
	-
	20 Km
	42,82 Km
	40,02%
	Dinas Perkebunan dan Holtikultura

	2
	01
	02
	18
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tepat Guna 
	Terlaksana Penerapan Teknologi Tepat Guna dengan Baik
	 47 Kls/Pkt
	1 Pkt
	-
	-
	-
	11 Kls/Pkt
	12 Kls/Pkt
	25,53%
	Dinas Perkebunan dan Holtikultura

	2
	01
	02
	17
	Program peningkatan pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
	Meningkat promosi unggulan daerah dengan meningkatkan nilai tambah, daya saing produk perkebunan di pasar domestik maupun internasional
	  93 Kali /Kab/Kota
	  18 Kali/ Kab/Kota
	  18 Kali/ Kab/Kota
	  18 Kali/ Kab/Kota
	100%
	  19 Kali/ Kab/Kota
	55 Kali/Kab./Kota
	59,14%
	Dinas Perkebunan dan Holtikultura

	
	
	
	
	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

	2
	5
	2
	01
	Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran
	Terlaksana Pelayanan administrasi perkantoran
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36%
	50%
	Sekretariat Bakorluh

	2
	5
	2
	02
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Tersedia sarana dan prasarana aparatur
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36%
	50%
	Sekretariat Bakorluh

	2
	5
	2
	03
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	Terlaksana peningkatan disiplin aparatur
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36%
	50%
	Sekretariat Bakorluh

	2
	5
	2
	05
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aperatur
	Terlaksana Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36%
	50%
	Sekretariat Bakorluh

	2
	5
	2
	06
	Program Peningkatan Pengembangan sistem  Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Tersedia Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan
	12 Dokumen
	2 Dokumen
	2 Dokumen
	2 Dokumen 
	100%
	2 Dokumen
	6 Dokumen
	50%
	Sekretariat Bakorluh

	2
	5
	2
	07
	Program Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD
	Tersedia Dokumen Perencanaan
	12 Dokumen
	2 Dokumen
	2 Dokumen
	2 Dokumen 
	100%
	2 Dokumen
	6 Dokumen
	50%
	Sekretariat Bakorluh

	2
	5
	2
	15
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
	Meningkat Kesejahteraan Petani 
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36%
	50%
	Sekretariat Bakorluh

	2
	5
	2
	20
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebulan Lapangan
	Terlaksana pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36%
	50%
	Sekretariat Bakorluh

	2
	5
	2
	21
	Program Peningkatan Kapasitas Perempuan se-Sulawesi Tenggara
	Meningkat kapasitas perempuan
	6 Kegiatan
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	100%
	1 Kegiatan
	3 Kegiatan
	50%
	Sekretariat Bakorluh

	
	
	
	
	KEHUTANAN

	
	
	
	
	Dinas Kehutanan

	2
	02
	01
	01
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
	Persentase Ketersediaan Jasa Layanan dalam Pemenuhan Kebutuhan Operasional SKPD
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36%
	50%
	Dinas Kehutanan

	2
	02
	01
	02
	Program Peningkatan Sarana &  Prasarana Aparatur
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan akan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36%
	50%
	Dinas Kehutanan

	2
	02
	01
	03
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	Meningkat Kedisiplinan aparatur sesuai Standar Daerah
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36%
	50%
	Dinas Kehutanan

	2
	02
	01
	05
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Persentase SDM Kehutanan yang Berkapabilitas dan Profesional
	3%
	3%
	3%
	3%
	100%
	3%
	3%
	100%
	Dinas Kehutanan

	2
	02
	01
	06
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Tersedia Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Dokumen Perencanaan Tersusun tepat waktu, akrual, akurat dan akuntabel
	20 dokumen
	4  dokumen
	4  dokumen
	4 dokumen
	100%
	 4 Laporan 
	12 Dokumen
	60%
	Dinas Kehutanan

	2
	02
	01
	07
	Program Peningkatan pengembangan sistem perencanaan tahunan SKPD
	Tersedia Dokumen Perencanaan yang Tersusun Tepat Waktu, Akrual dan Akuntabel
	6 dokumen
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	100%
	 1 Dokumen 
	3 Dokumen
	50%
	Dinas Kehutanan

	2
	02
	01
	15
	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
	Kapasitas Produksi Hasil Hutan
	100.000 m3
	2000 m3
	2100 m3
	1446 m3
	69%
	 2.100 m3 
	5546 m3
	5,55%
	Dinas Kehutanan

	1
	19
	01
	15
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
	Terlaksana peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
	4 tahun
	-
	 1 Tahun 
	 1 Tahun 
	100%
	 1 Tahun 
	2 Tahun
	50%
	Dinas Kehutanan

	2
	02
	01
	16
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
	Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis
	20.000 Ha
	-
	4000 ha
	2253,88 ha
	56%
	 4.000 Ha 
	6253,88 Ha
	31,27%
	Dinas Kehutanan

	2
	02
	01
	17
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
	Jumlah Kasus, konflik dan tekanan terhadap kawasan hutan yang diselidiki/diselesaikan
	20 kasus
	-
	4 kasus
	4 Kasus
	100%
	4 kasus
	8 Kasus
	40%
	Dinas Kehutanan

	2
	02
	01
	18
	Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri
	Jumlah Perizinan Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang Difasilitasi untuk HTI
	2 izin
	-
	-
	-
	-
	1 Izin
	1 Izin
	50%
	Dinas Kehutanan

	2
	02
	01
	19
	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
	Jumlah Fasilitasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)
	3 SVLK
	-
	-
	-
	-
	 1 SVLK 
	 1 SVLK 
	33%
	Dinas Kehutanan

	2
	02
	01
	20
	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
	Pengelolaan Kawasan Hutan Dikelola Dalam Unit-Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
	10 KPH
	2 Unit
	 2 Unit 
	2 unit
	100%
	 2 Unit 
	6 Unit
	60%
	Dinas Kehutanan

	
	
	
	
	
	Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan
	7,5%
	-
	1,5%
	1,5%
	100%
	1,5%
	3,0%
	40%
	Dinas Kehutanan

	2
	02
	01
	21
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDH dan LH
	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Kehutanan yang akurat dan terkini dapat di akses secara luas
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36%
	50%
	Dinas Kehutanan

	2
	02
	01
	22
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
	Rehabilitasi Bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA)
	5 Unit
	1 Unit
	1 Unit
	1 Unit
	100%
	1 Unit
	3 Unit
	60%
	Dinas Kehutanan

	2
	02
	01
	24
	Program Peningkatan Kapasitas Perempuan
	Meningkat kapasitas perempuan
	60 orang
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Dinas Kehutanan

	1
	03
	01
	26
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
	Pembangunan Bangunan KTA
	10 unit
	2 Unit
	2 Unit
	2 unit
	100%
	 2 Unit 
	6 Unit
	60%
	Dinas Kehutanan

	
	
	
	
	ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

	
	
	
	
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

	2
	03
	01
	17
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan
	Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Dinas Energi Sumberdaya Mineral

	2
	03
	01
	23
	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan
	Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan
	26 Dokumen
	4 Dokumen
	4 Dokumen
	4 dokumen
	100%
	 4 Dokumen 
	12 Dokumen
	46%
	Dinas Energi Sumberdaya Mineral

	2
	03
	01
	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Migas
	Jumlah Aparat/KK/usaha Migas yg dibina dlm pengelolaan Migas
	1.550 Orang
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Dinas Energi Sumberdaya Mineral

	2
	03
	01
	19
	Program Peningkatan Penerimaan Daerah Bidang Energi dan SDM
	Meningkat Penerimaan Daerah Bidang Energi dan SDM
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Dinas Energi Sumberdaya Mineral

	2
	03
	01
	24
	Program Pembinaan Teknis dan Lingkungan Kegiatan Usaha Pertambangan
	Terlaksana Pembinaan Teknis dan Lingkungan Kegiatan Usaha Pertmbangan
	 1.646 Ha
	-
	 206,28 Ha
	 206,28 Ha
	100%
	 306,59 Ha
	512,87
	31%
	Dinas Energi Sumberdaya Mineral

	2
	03
	01
	26
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan
	Meningkat status IUP dari IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi
	222 IUP
	55 IUP
	 55 IUP
	55 IUP
	100%
	 55 IUP
	165 IUP
	74%
	Dinas Energi Sumberdaya Mineral

	2
	03
	01
	20
	Program Peningkatan Penyediaan dan Penyebarluasan Data dan Informasi Kegeologian
	Meningkat Penelitian dan Pengembangan potensi sumber daya mineral
	 23 Kegiatan
	4  Kegiatan
	 3 Kegiatan 
	3 Kegiatan
	100%
	 5 Kegiatan
	12 Kegiatan
	52%
	Dinas Energi Sumberdaya Mineral

	2
	03
	01
	22
	Program Peningkatan Paduserasi Kebijakan dan Program Pembangunan bidang ESDM
	Meningkat Koordinasi antar sektor di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
	 8 Kegiatan
	2 Kegiatan
	 2 Kegiatan
	2 Kegiatan
	100%
	 2 Kegiatan
	6 Kegiatan
	75%
	Dinas Energi Sumberdaya Mineral

	2
	03
	01
	01
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Meningkat pemenuhan kebutuhan operasional SKPD
	60 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Dinas Energi Sumberdaya Mineral

	2
	03
	01
	02
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Meningkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja
	23 Paket
	4 Paket
	6 Paket
	6 Paket
	100%
	4 Paket
	14 Paket
	61%
	Dinas Energi Sumberdaya Mineral

	2
	03
	01
	03
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	Meningkat disiplin aparatur
	60 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36 Bulan
	50%
	Dinas Energi Sumberdaya Mineral

	2
	03
	01
	05
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Meningkat kapasitas sumber daya manusia Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	16 Paket
	2 Paket
	3 Paket
	3 Paket
	100%
	4 Paket
	9 Paket
	56%
	Dinas Energi Sumberdaya Mineral

	2
	03
	01
	06
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Tersedia laporan LAKIP, Laporan Semesteran dan Tahunan
	20 Dokumen
	4 Dokumen
	4 Dokumen
	4 Dokumen
	100%
	4 Dokumen
	12 Dokumen
	60%
	Dinas Energi Sumberdaya Mineral

	2
	03
	01
	07
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD
	Tersedia Dokumen perencanaan SKPD
	15 Dokumen
	3 Dokumen
	3 Dokumen
	3 Dokumen
	100%
	3 Dokumen
	9 Dokumen
	60%
	Dinas Energi Sumberdaya Mineral

	2
	03
	01
	25
	Program Optimalisasi  Pengelolaan Laboratorium  Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
	Terlaksana kegiatan pengelolaan Laboratorium Bidang ESDM
	16 Paket
	1 Paket
	3 Paket
	3 Paket
	100%
	4 Paket
	8 Paket
	50%
	Dinas Energi Sumberdaya Mineral

	2
	03
	01
	
	Program Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
	Terlaksana Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
	1.006,28
	-
	138,78
	549,85
	396,2
	206,28
	765,13
	27,09
	Dinas Energi Sumberdaya Mineral

	2
	03
	01
	
	Program Optimalisasi pengelolaan aset bidang energi dan SDM
	Terlaksana Optimalisasi pengelolaan aset bidang energi dan SDM
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Dinas Energi Sumberdaya Mineral

	2
	03
	01
	
	Program Optimalisasi pemanfaatan peralatan ekplorasi survei, laboratorium dan SIG
	Terlaksana Optimalisasi pemanfaatan peralatan ekplorasi survei, laboratorium dan SIG
	16 Paket
	2 Paket
	1 Paket
	1 Paket
	100%
	3 Paket
	6 Paket
	38%
	Dinas Energi Sumberdaya Mineral

	2
	03
	01
	
	Program peningkatan kapasitas perempuan
	Meningkat kapasitas perempuan
	5 Kegiatan
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	100%
	1 Kegatan
	3 Kegiatan
	60%
	Dinas Energi Sumberdaya Mineral

	
	
	
	
	PARIWISATA

	
	
	
	
	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

	2
	04
	01
	01
	Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Persentase penyediaan administrasi Perkantoran
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

	2
	04
	01
	02
	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
	Persentase pembangunan, Pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana aparatur
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

	2
	04
	01
	03
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	Persentase pengadaan peningkatan disiplin aparatur
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

	2
	04
	01
	05
	Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur
	Terlaksana Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

	2
	04
	01
	06
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Tersedia laporan kinerja dan keuangan
	10 Dokumen
	2 Dokumen
	2 Dokumen
	2 Dokumen 
	100%
	2 Dokumen
	6 Dokumen
	60%
	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

	2
	04
	01
	07
	Program peningkatan sistem perencanaan  SKPD
	Tersedia Dokumen perencanaan
	15 Dokumen
	3 Dokumen
	3 Dokumen
	3 Dokumen
	100%
	3 Dokumen
	9 Dokumen
	60%
	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

	2
	04
	01
	15
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
	Terselenggara Event Pariwisata Daerah
	25 Event
	5 Event
	5 Event
	5 Event
	100%
	5 Event
	15 Event
	60%
	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

	01
	17
	01
	16
	Program pengembangan destinasi pariwisata
	Terselenggara pengembangan Destinasi Pariwisata
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

	2
	04
	01
	18
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Seni Budaya, Media Desain & Iptek
	Terselenggara Pertunjukan, Pameran, Festival & pesta budaya kreatif 
	30 Event
	6 Event
	6 Event
	6 Event
	100%
	6 Event
	18 Event
	60%
	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

	2
	04
	01
	19
	Program Peningkatan sumber daya pariwisata & ekonomi kreatif
	Terselenggara pelatihan, pembekalan manajemen dan teknis pariwisata
	177 Orang
	33 Orang
	35 Orang
	35 Orang
	100%
	35 Orang
	103 Orang
	58,19%
	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

	
	
	
	
	KELAUTAN DAN PERIKANAN

	
	
	
	
	Dinas Kelautan dan Perikanan

	2
	05
	01
	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Persentase penyediaan administrasi perkantoran
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Dinas Kelautan dan Perikanan

	2
	05
	02
	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Persentase pengadaan, pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana aparatur
	100%
	64%
	68%
	68%
	100%
	72%
	68%
	68%
	Dinas Kelautan dan Perikanan

	2
	05
	05
	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
	100%
	72%
	74%
	74%
	100%
	76%
	74%
	74%
	Dinas Kelautan dan Perikanan

	2
	05
	06
	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Persentase laporan kinerja dan keuangan
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Dinas Kelautan dan Perikanan

	2
	05
	07
	
	Program Peningkatan Sistem Perencanaan SKPD
	Persentase dokumen perencanaan
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Dinas Kelautan dan Perikanan

	2
	05
	15
	
	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
	Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan  
	2,00 Juta Ha
	1,90 Juta Ha
	1,92 Juta Ha
	1,92 Juta Ha
	100%
	1,94 Juta Ha
	1,92 Juta Ha
	96%
	Dinas Kelautan dan Perikanan

	2
	05
	16
	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
	Persentase wilayah perairan yang bebas IUU Fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan
	80%
	63%
	66%
	66%
	100%
	69%
	66%
	82,50%
	Dinas Kelautan dan Perikanan

	2
	05
	20
	
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan
	Produksi benur/udang dan benih ikan
	16 Juta Ekor
	11 Juta Ekor
	12 Juta Ekor
	12 Juta Ekor
	100%
	13 Juta Ekor
	12 juta Ekor
	75%
	Dinas Kelautan dan Perikanan

	2
	05
	21
	
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap
	Produksi perikanan tangkap
	273 Ribu Ton
	254  Ribu Ton
	257  Ribu Ton
	257 Ribu Ton
	100%
	260  Ribu Ton
	257 Ribu Ton
	94,14%
	Dinas Kelautan dan Perikanan

	2
	05
	23
	
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
	Tingkat Konsumsi Ikan
	67,07 Kg/kap/th
	53,05 Kg/kap/th
	55,17 Kg/kap/th
	55,17 Kg/kap/th
	100%
	58,09 Kg/kap/th
	55,44 Kg/Kap/Th
	82,65%
	Dinas Kelautan dan Perikanan

	
	
	
	
	
	Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI)
	690 Unit
	635 Unit
	645 Unit
	645 Unit
	100%
	650 Unit
	643 Unit
	93,19%
	

	
	
	
	
	
	Nilai Ekspor Hasil Perikanan
	1.537,54 Ribu USD
	954,69 Ribu USD
	1.050,16 Ribu USD
	1.050,16 Ribu USD
	100%
	1.155,17 Ribu USD
	1.053,34 Ribu USD
	68,51%
	

	2
	05
	25
	
	Program Peningkatan Informasi Sumber Daya Ikan
	Nilai Tukar Nelayan (NTN)
	113,02%
	109,27%
	110,02%
	110,02%
	100%
	110,77%
	110,02%
	97,35%
	Dinas Kelautan dan Perikanan

	
	
	
	
	PERDAGANGAN

	
	
	
	
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

	1
	01
	01
	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Tersedia  Administrasi Perkantoran
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36%
	50%
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

	1
	01
	02
	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Tersedia sarana dan Prasarana Aparatur 
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36%
	50%
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

	1
	01
	03
	
	Program Peningkatan  Displin Aparatur
	Meningkat Disiplin Aparatur
	12 Paket
	1 Paket
	2 Paket
	2 Paket
	100%
	2 Paket
	5 Paket
	42%
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

	1
	01
	04
	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Meningkat Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	12 dokumen
	2 Dokumen
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	100%
	1 Dokumen
	4 Dokumen
	33%
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

	1
	01
	05
	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem  Perencanaan SKPD
	Meningkat Pengembangan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD
	18 Dokumen
	3 Dokumen
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	100%
	3 Dokumen
	7 Dokumen
	39%
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

	1
	01
	06
	
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
	Tersedia dokumen/arsip daerah
	6 Kali/6Tahun
	1 Kali/Tahun
	-
	-
	-
	1 Kali/Tahun
	2 Kali/2 Tahun
	33%
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

	1
	01
	07
	
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
	Meningkat peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
	12 Dokumen
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	100%
	1 Dokumen
	3 Dokumen
	25%
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

	1
	01
	08
	
	Program Peningkatan Kapasitas Perempuan
	Meningkat kapasitas pengusaha dan pedagang perempuan 
	6 Kegiatan
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	100%
	1 Kegiatan
	3 Kegiatan
	50%
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

	2
	07
	01
	
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
	Meningkat efisiensi perdagangan dalam negeri
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36%
	50%
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

	2
	07
	02
	
	Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri
	Terlaksana pengembangan perdagangan luar negeri
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36%
	50%
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

	2
	07
	03
	
	Program Peningkatan Nilai Ekspor
	Terlaksana peningkatan nilai ekspor
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36%
	50%
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

	2
	07
	04
	
	Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri
	Tersedia Jenis komoditi yang diuji
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36%
	50%
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

	2
	07
	05
	
	Program Perlindungan Konsumen
	Terlaksana perlindungan konsumen
	72 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	100%
	12 Bulan
	36%
	50%
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

	
	
	
	
	PERDAGANGAN

	
	
	
	
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

	2
	06
	01
	
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
	Meningkat Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

	2
	06
	02
	
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
	Jumlah IKM yang mendapat bantuan mesin dan peralatan
	150 IKM
	50 IKM
	75 IKM
	75 IKM
	100%
	100 IKM
	75 IKM
	50%
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

	2
	06
	02
	
	Program Penataan Struktur Industri
	Meningkat industri pengolahan skala besar yang mengolah SDA daerah
	20 Unit
	9 Unit
	13 Unit
	13 Unit
	100%
	15 Unit
	12 Unit
	60%
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

	2
	06
	02
	
	Program Peningkatan sentra industri potensial
	Meningkat sentra industri potensial
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

	
	
	
	
	KETRANSMIGRASIAN

	
	
	
	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	02
	08
	15
	
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
	Meningkat permukiman transmigrasi yang dibangun serta transmigrasi yang ditempatkan
	20 Kimtrans/ 3.917 Keluarga
	4 Kimtrans/ 417 Keluarga
	3 Kimtrans/ 700 Keluarga
	3 Kimtrans/ 700 Keluarga
	100%
	3 Kimtrans/ 700 Keluarga
	10 Kimtrans/1.817 Keluarga
	50%
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	02
	08
	16
	
	Program Transmigrasi Lokal
	Meningkat Jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri
	19 Kimtrans
	4 Kimtrans
	3 Kimtrans
	3 Kimtrans
	100%
	3 Kimtrans
	10 Kimtrans
	53%
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

2.3.1.1 Prioritas Daerah dan Sasaran Pembangunan Daerah

Agenda Pembangunan Daerah Tahun 2013-2018 dan sasaran yang akan dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah:

a. Agenda I : Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
1. Sasaran pertama, Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Pendidikan. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka prioritas kebijakan yang akan dikembangkan adalah :

a) Peningkatan dan Pengembangan Akses  Pendidikan

Dalam hal ini diperlukan Penyediaan infrastruktur pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan pendidikan menengah (Dikdasmen), pendidikn non formal (PNF), pendidikan luar biasa (PLB) mengurangi kendala biaya pendidikan.

b) Peningkatan Dan Pengembangan Mutu Pendidikan

Prioritas Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pendidikan yaitu : Pengembangan kurikulum, akreditasi sekolah atau lembaga pendidikan, peningkatan kualifikasi, sertifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan metodologi pendidikan yang membangun manusia yang berjiwa kreatif, inovatif, sportif dan wirausaha, penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK di bidang pendidikan, keterpaduan sistem evaluasi pendidikan, fasilitas pendukung pendidikan (laboratorium, perpustakaan, alat peraga, studio, fasilitas teknologi informasi, dan lain-lain).
c) Peningkatan Dan Pengembangan Tata Kelola

Peningkatan dan Pengembangan Tata Kelola yang akan dilakukan adalah meningkatkan Managemen pendidikan, kualitas pengelola (kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan lain-lain).

d) Dukungan Terhadap Pendidikan Tinggi

Dalam rangka meningkatkan kemandirian dan daya saing maka peran perguruan tinggi akan semakin ditingkatkan yaitu dengan memberikan dukungan terhadap pembukaan bidang studi yang relevan dengan ketersediaan sumberdaya alam dan peningkatan nilai tambah sumberdaya alam. Dukungan terhadap pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi serta mahasiswa yang menekuni bidang tertentu yang relevan dengan kebijakan peningkatan nilai tambah akan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dukungan terhadap pendidikan tinggi juga akan dilakukan dalam rangka mensinergikan kegiatan akademik mahasiswa seperti kuliah kerja lapangan atau sejenisnya yang secara langsung terjun ke lapangan. Dengan demikian ada sinergi yang kuat antara upaya peningkatan kualitas keterampilan mahasiswa dengan pencapaian pemerintah provinsi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan daya saing daerah.

e) Penguatan Dan  Perluasan  Pendidikan Non-Formal dan Informal  (PNFi).

Peran pendidikan informal perlu semakin ditingkatkan, karena sasarannya adalah untuk memberikan keterampilan praktis bagi tamatan sekolah formal bahkan alumni perguruan tinggi. Pengalaman menunjukkan bahwa ilmu yang telah diperoleh para lulusan pendidikan formal tidak serta merta dapat diterapkan. Mereka membutuhkan tambahan keterampilan dan juga pendalaman yang lebih bersifat praktek penuh untuk dapat mengerjakan hal-hal yang bersifat pragmatis. Program pendidikannonformal dan informal sangat strategis dalam upaya untuk menurunkan buta aksara danmeningkatkan, kecakapan hidup masyarakat berkesetaraan  gender.  Hal  ini  sejalan  dengan  komitmen  internasional dalam pemberantasan  buta  aksara.  Selain  itu,  dalam  upaya  mewujudkan  masyarakat berbasis pengetahuan perlu ditingkatkan budaya baca masyarakat.
f) Penerapan Metodologi Pendidikan Akhlak Mulia dan Karakter Bangsa

Sistem pembelajaran saat ini dipandang belum secara efektif membangun peserta didik memiliki akhlak mulia dan karakter bangsa. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya degradasi moral seperti penyalahgunaan narkoba, radikalisme pelajar, pornografi dan pornoaksi, plagiarisme dan menurunnya nilai kebanggaan berbangsa dan bernegara, melalui kebijakan berikut : 

1) Penguatan dan perluasan program pembelajaran langsung di pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM).

2) Penguatan dan perluasan pendidikan kecakapan hidup untuk warga negara usia sekolah yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah dan bagi warga usia dewasa.

3) Penguatandan perluasan budaya baca melalui  penyediaan taman bacaan, bahan bacaan dan sumber informasi lain yang mudah, murah dan merata serta saranapendukungnya.

4) Penguatan dan perluasan pendidikan nonformal dan informal untuk mengurangi disparitas antar gender.

g) Pendanaan Pendidikan

Dalam periode pembangunan 2008-2013, program Biaya Operasional Pendidikan (BOP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Khusus Murid (BKM) dan beasiswa dari SD hingga SMA/SMK telah terbukti secara signifikan menurunkan angka putus sekolah dan meringankan beban orang tua dalam menyediakan biaya pendidikan yang  diarahkan pada peningkatan cakupan, kualitas dan relevansi. Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam program Biaya Operasional Pendidikan (BOP) sebagai cikal bakal wajib belajar pendidikan 12 tahun sejak tahun 2008 sejalan dengan kebijakan nasional Pendidikan Menengah Universal (PMU) dalam bentuk dana BOS sekolah menengah yang secara nasional baru diluncurkan pada tahun 2012. Pemberian bantuan operasional tersebut tetap dilanjutkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan kewenangan provinsi.  

h) Penyelarasan Pendidikan  dengan  Kebutuhan  Dunia  Usaha  dan Dunia Industri
Hasil pendidikan harus mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Kebutuhan tersebut memiliki sejumlah parameter yang harus secara tepat disesuaikan dengan pasokan lulusan layanan pendidikan, seperti jumlah, kompetensi dan  potensi daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara  harus mampu menciptakan dan menjaga sistem standarisasi penyelenggaraan pendidikan khususnya pendidikan menengah yang berbasis keunggulan lokal, ditempuh melalui kebijakan sebagai berikut : 
1) Menyelaraskan rencana pengembangan layanan pendidikan dengan rencana pengembangan industri, rencana pengembangan wilayah, rencana investasi.

2) Mengembangkan sinergitas antar SKPD yang terkait dengan pasokan dan serapan tenaga kerja.
i) Akselerasi Pembangunan Pendidikan di Daerah Terpencil
Pembangunan pendidikan di daerah terpencil, perlu dilakukan secara khusus untuk menjamin keberpihakan dan kepastian kepada masyarakat di daerah tersebut untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Tuntutan keadilan dan kesatuan bangsa dan negara serta adanya konvensi internasional  tentang pendidikan untuk semua (educationforal), mengharuskan pemerintah untuk memberikan  layanan pendidikan kepada setiap warga negara dimanapun mereka berada agar dapat mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah perkotaan yang dilakukan melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut: 
1) Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan dengan tunjangan khusus daerah terpencil.

2) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan TK-SD satu atap,  SD-SMP satu atap dan sekolah berasrama di daerah terpencil.

3) Penyediaan subsidi bagi siswa untuk mendapatkan pendidikan formal dan non formal di daerah terpencil. 
2. Sasaran kedua; Meningkatnya Pembangunan Kesehatan, Untuk mencapai sasaran tersebut, maka prioritas kebijakan yang akan dikembangkan adalah :

Kesehatan berperan penting dalam peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia. Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Tenggara masih dibawah rata-rata nasional. Ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara masih perlu mendapat perhatian serius.  

Dalam empat tahun terakhir ini telah terjadi peningkatan indeks pendidikan, kesehatan dan pendapatan per kapita, yang menunjukkan semakin membaiknya daya beli masyarakat. Meskipun demikian, persoalan peningkatan derajat kesehatan masyarakat harus tetap menjadi perhatian. Untuk itu, dalam bidang kesehatan dibutuhkan upaya yang lebih serius dan konsisten, terutama dalam peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan,jumlah dan mutu sumberdaya manusia, kesehatan, serta sarana dan prasana pelayanan kesehatan yang dapat memberikan pelayanan prima dibidang kesehatan. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka prioritas kebijakan yang akan dikembangkan adalah:

a) Pelayanan kesehatan semesta

Melalui program pembiayaan dan jaminan kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara.
b) Peningkatan kualitas status kesehatan masyarakat

Peningkatan kualitas status kesehatan masyarakat dilakukan melalui; Program upaya kesehatan masyarakat; Program perbaikan gizi masyarakat; Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular; Program pengembangan survalens epidemiologi and Health Information System; Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; Program obat dan perbekalan kesehatan; dan Program pengembangan lingkungan sehat.

c) Peningkatan pelayanan rumah sakit

Pada unit-unit pelayanan melalui Program peningkatan infrastrsuktur dan kelembagaan kesehatan rujukan penyangga di empat pusat kluster, yaitu Rumah Sakit Umum (RSU) Kolaka, Rumah Sakit Umum (RSU) Bombana, Rumah Sakit Umum (RSU)  Raha; dan Rumah Sakit Umum (RSU)  Baubau.

d) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan

Peningkatan sarana dan prasaranan kesehatan di daerah terpencil dan kepulauan melalui Program pengembangan pelayanan daerah terpencil kepulauan.

e) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis

Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis dilakukan melalui Program Pendidikan dan Pelatihan  Sumberdaya Manusia Kesehatan. 

f) Pengembangan kebijakan manajemen dan pembangunan kesehatan

Pengembangan kebijakan manajemen dan pembangunan kesehatan melalui : Program perencanaan  monitoring dan evaluasi kesehatan; Program standarisasi dan mutu kesehatan; serta Program pengembangan kelembagaan institusi pelayanan kesehatan.

g) Kebijakan dan program pembangunan kesehatan

Kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan pada upaya peningkatan status kesehatan melalui upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Sehubungan dengan arah kebijakan tersebut, maka dikembangkan kebijakan yang sifatnya operasional.

b. Agenda II : Revitalisasi Pemerintahan Daerah

1. Sasaran pertama : Reformasi Birokrasi. Ditujukan untuk mengembangkan pengelolaan elemen-elemen dasar pemerintahan melalui penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mencapai sasaran tersebut, maka prioritas kebijakan yang akan dikembangkan adalah :

a) Urusan Pemerintahan
Kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dengan tiga kriteria yaitu : eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Salah satu fokus kebijakan dalam penyerahan kewenangan pemerintahan adalah penyerahan kewenangan ke tingkat kecamatan dan desa, terutama yang berhubungan dengan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

b) Kelembagaan
Kewenangan tidak mungkin dapat dilaksanakan jika tidak diakomodasi dalam kelembagaan. Ada dua jenis kelembagaan yang membentuk pemerintahan daerah yaitu kelembagaan untuk pejabat politik meliputi kelembagaan kepala daerah dan DPRD serta kelembagaan untuk pejabat karir yang terdiri dari perangkat daerah (dinas, badan, kantor, sekretariat, kecamatan dan kelurahan). Dalam rangka mengembangkan pelayanan kepada masyarakat maka fokus dalam pengembangan kelembagaan adalah :

1) mengintegrasikan  fungsi-fungsi  pelayanan  yang bersifat  legislasi dan pelayanan administrasi pemerintah.

2) mengembangkan kelembagaan kecamatan dan desa / kelurahan sehingga mampu mengakomodasi kewenangan yang didesentralisasikan ke tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

c) Personil
Tersedianya personil untuk mengelola dan menggerakkan kelembagaan dalam menjalankan kewenangan, terutama di kecamatan dan desa/kelurahan yang juga merupakan salah satu fokus pengelolaan kegiatan-kegiatan masyarakat. Sejalan dengan itu maka pengembangan kapasitas aparat pemerintah di kecamatan dan desa/kelurahan akan ditingkatkan agar dapat  memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dalam rangka pengembangan sektor-sektor ekonomi masyarakat di kecamatan dan desa/kelurahan.

d) Pelayanan Publik 

Hasil akhir dari proses pemerintahan yaitu tersedianya goods dan services yang diperlukan oleh masyarakat. Dalam konteks ini maka pertama pemerintah daerah harus dapat menyediakan public goods yaitu barang untuk kepentingan masyarakat seperti jalan, jembatan, irigasi, gedung sekolah, pasar, terminal, rumah sakit dan sebagainya. Pelayanan pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan public goods merupakan bagian dari upaya pengembangan infrastruktur dasar untuk mendukung pembangunan sosial ekonomi terutama dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Kedua difokuskan pada  pemberian public services yaitu pengurusan perizinan dan pelayanan administrasi pemerintahan. Sistem pelayanan prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan menjadi fokus perhatian karena diharapkan melalui pelayanan yang baik akan tercipta iklim investasi dan iklim berusaha yang lebih kondusif.

e) Pengawasan
Pengawasan ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Bentuk-bentuk pengawasan meliputi : pengawasan internal, pengawasan eksternal, pengawasan sosial/masyarakat dan pengawasan melekat. Dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka peningkatan pengawasan oleh masyarakat akan ditingkatkan dan menjadi bagian penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

2. Sasaran kedua : Reformasi Keuangan Daerah. Salah satu prinsip yang akan digunakan dalam reformasi keuangan daerah adalah berdasarkan prinsip money follows function. Daerah harus diberikan sumber-sumber keuangan yang berasal dari pajak dan retribusi (desentralisasi fiskal) maupun sumber-sumber dari dana perimbangan (subsidi dan bagi hasil).Untuk mencapai sasaran tersebut, maka prioritas kebijakan yang akan dikembangkan adalah :

a) Desentralisasi fiskal ke tingkat kecamatan dan desa

Penataan keuangan ditujukan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada kecamatan dan desa untuk mengelola dana pembangunan baik dalam bentuk hibah (block grant) maupun bantuan program (specific grant). Tujuannya agar kecamatan dan desa/kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat memberikan pelayanan yang optimal serta mampu mendorong pembangunan diwilayahnya masing-masing. Hal ini sejalan dengan reformasi birokrasi yang akan dilakukan ditingkat kecamatan dan desa/kelurahan  yaitu dengan membenahi dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan  aparat desa/kelurahan melalui desentralisasi kewenangan. 

Dengan demikian bukan saja kelembagaan dan aparat serta kewenangan yang diturunkan ke tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, tetapi juga kewenangan pengelolaan keuangan dalam bentuk block grant (open menu) kepada kecamatan dan desa/kelurahan. 

Demikian pula dengan program bantuan instansi sektoral ke tingkat kecamatan dan desa/kelurahan akan dilakukan secara sinergi dengan program-program ditingkat kabupaten dan kota. Pemerintah provinsi hanya menetapkan besaran bantuan dalam bentuk program dan kegiatan untuk disinkronkan dengan program dan kegiatan kabupaten/kota, dimana bantuan program dari pemerintah provinsi disesuaikan dengan lokasi-lokasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten dan kota. Ini dimaksudkan untuk menghindari tumpang - tindih program dan kegiatan antara provinsi dan kabupaten/kota tetapi juga sekaligus mendorong sasaran pembangunan yang lebih besar kepada masyarakat di kecamatan dan desa/kelurahan;

c. Agenda III : Pembangunan Ekonomi

1. Sasaran pertama :Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Berbasis Komoditas. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka prioritas kebijakan yang akan dikembangkan adalah:

a) Peningkatan peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR)  BAHTERAMAS akan ditingkatkan menjadi salah satu lembaga keuangan untuk mendukung proses peningkatan nilai tambah melalui proses industrialisasi.

b) Pembangunan klaster industri pedesaan akan dibangun dalam bentuk klaster usaha. Berkaitan dengan itu maka kebijakan pengembangan kualitas sumberdaya manusia dan pembangunan infrastruktur akan dilaksanakan secara terintegrasi pada pusat-pusat klaster sehingga dapat memberikan dampak yang lebih luas dan merata di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

c) Peningkatan daya saing komoditas melalui upaya menjaga keberlanjutan produksi dan penggunaan teknologi serta peningkatan nilai tambah yang dikerjakan oleh masyarakat desa.

2. Sasaran Kedua : Pengembangan Investasi Daerah. 

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka prioritas kebijakan yang akan dikembangkan adalah :

a) Menetapkan tata ruang wilayah yang meliputi penetapan pusat-pusat kegiatan berdasarkan struktur ruang, pengaturan pola ruang dan penetapan kawasan strategis.
b) Mengembangkan kawasan strategis yang meliputi : kawasan industri pertambangan di Konawe Utara, Konawe Selatan, Bombana, Kolaka, Kolaka Utara dan Buton (aspal); kawasan pertanian tanaman pangan di Wawotobi Kab. Konawe; kawasan industri perkebunan, kawasan industri kelautan dan perikanan, kawasan ekonomi terpadu di Teluk Kendari; kawasan industri semen dan kawasan pariwisata di Wakatobi.
Pengembangan kawasan strategis akan disinergikan dengan pembangunan ekonomi masyarakat, terutama terkait dengan kegiatan yang terjadi akibat multiplierefect dari pengembangan kawasan-kawasan tersebut.
d. Agenda IV : Memantapkan Pembangunan Budaya Daerah

Sulawesi Tenggara dikenal dengan keragaman dan keunikan budaya yang tersebar di kabupaten dan kota, bahkan hingga dibeberapa komunitas tertentu memiliki budaya dengan ciri tersediri. Kondisi seperti ini tentu saja merupakan potensi pembangunan terutama dalam rangka mempererat persatuan dan kesatuan serta merupakan salah satu potensi pariwisata dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat.

1. Sasaran Pertama : Pengembangan Kerajinan Rakyat. 
Untuk mencapai sasaran tersebut, maka prioritas kebijakan yang akan dikembangkan adalah peningkatan keterampilan dan kemampuan untuk menciptakan desain terhadap kerajinan rakyat akan menjadi satu sasaran pengembangan dan peningkatan produk budaya Sulawesi Tenggara, seperti tenunan, kerajinan perak dan emas serta desain busana dengan bahan tenun tradisional.

2. Sasaran Kedua : Terlaksananya  Kegiatan HALO SULTRA.

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka prioritas kebijakan yang akan dikembangkan adalah sebagai salah satu ajang aktualisasi seni budaya Sulawesi Tenggara, akan terus dikembangkan dan diperluas baik materi kegiatan maupun skala kewilayahannya.
3. Sasaran Ketiga : Pengembangan Situs Budaya dan Daerah Tujuan Wisata. 

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka prioritas kebijakan yang akan dikembangkan adalah pengembangan situs budaya dan daerah tujuan wisata seperti keraton, benteng, tempat-tempat bersejarah dan lokasi wisata alam akan terus direvitalisasi guna mendorong pengembangan pariwisata daerah, baik wisata budaya maupun wisata alam.
Gerakan pembangunan karakter bangsa melalui kebudayaan merupakan upaya penanaman dan pelestarian nilai-nilai luhur budaya kepada generasi muda, budaya tersebut berasal dari kearifan lokal dan budaya bangsa melalui berbagai media sosial termasuk media pendidikan baik pendidikan formal di sekolah-sekolah maupun pendidikan nonformal diluar lingkungan sekolah. 

e. Agenda V : Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan dan Kawasan Strategis 

1. Sasaran Pertama : Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka prioritas kebijakan yang akan dikembangkan adalah pembangunan infrastruktur kewilayahan dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi elemen dasar pemerintahan untuk memberikan pelayanan publik berupa penyediaan sarana dan prasarana umum (public goods) seperti jalan, jembatan, dermaga, rumah sakit, pasar, pergudangan dan lain-lain. Penyediaan publicgoods seperti jalan, jembatan, terminal, dermaga dan pergudangan, disinkronkan dengan upaya-upaya pelayanan pemerintahan dan juga untuk  mendukung pengembangan Kawasan Strategis  dalam mendukung ekonomi masyarakat dan pengembangan investasi.
Dengan demikian prioritas pembangunan sarana prasarana kewilayah ditetapkan berdasarkan prioritas pengembangan sektor-sektor produksi seperti pusat-pusat pemukiman masyarakat, sentra-sentra produksi pertanian, kawasan-kawasan tumbuh cepat, outlet  komoditas dan lain-lain. 

2. Sasaran Kedua : Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Terpadu ditingkat Wilayah. 


Untuk mencapai sasaran tersebut, maka prioritas kebijakan yang akan dikembangkan adalah :

a) Untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat maka penyediaan transportasi secara terpadu yaitu interkoneksi antara moda dan ukuran moda akan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi. Jenis-jenis moda angkutan harus ditata sedemikian rupa sehingga dapat mendukung satu dengan lainnya dalam mendukung kelancaran arus barang, penumpang dan jasa serta dalam menciptakan simpul-simpul tataniaga. Demikian pula dengan ukuran moda angkutan harus disesuaikan berdasarkan kebutuhan sehingga secara eknomi menguntungkan dan juga mampu untuk memperlancar angkutan penumpang, barang dan jasa.
b) Sejalan dengan pengembangan moda angkutan secara terpadu, pembangunan sarana prasarana pendukung seperti pergudangan, terminal dan dermaga juga menjadi prioritas dalam rangka mendukung pembentukan simpul-simpul tataniaga seperti diuraikan terdahulu. Pembangunan sarana pendukung tingkat wilayah sebagaimana dimaksud disinkronkan dengan rencana pengembangan sentra-sentra; produksi dan kawasan tumbuh cepat yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

3. Sasaran Ketiga : Pembangunan Sarana Prasarana Telekomunikasi dan Telecentre, Untuk Pelayanan Pemerintahan dan Perekonomian. 

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka prioritas kebijakan yang akan dikembangkan adalah globalisasi dalam hubungan pemerintahan dan ekonomi (perdagangan) menuntut tersedianya sistem informatika dan telekomunikasi secara lebih merata. Dewasa ini pengembangan system informatika hingga ke desa-desa secara teknis tidak ada lagi hambatan, karena cukup tersedia sumberdaya energi listrik dalam berbagai bentuk, demikian juga dengan teknologi informatika. Bila dikaitkan dengan pengembangan pendidikan menengah maka sekolah-sekolah menengah yang berada di kecamatan dapat dijadikan sebagai pusat-pusat informasi terutama untuk pengembangan ekonomi dalam bentuk telecentre atau BDC (business development centre) dan lain-lain.
4. Sasaran Keempat : Pembangunan Sumberdaya Air. 

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka prioritas kebijakan yang akan dikembangkan adalah pembangunan Sumberdaya air ditujukan untuk penyediaan air baku, sarana prasarana irigasi, tambak, rawa pengamanan pantai dan pengendali banjir. Penyediaan air baku selain dalam rangka mendukung terpenuhinya kebutuhan air baku untuk air minum juga air baku untuk memenuhi kebutuhan pertanian. Pengelolaaan prasarana irigasi yang sudah ada serta pengembangannya ditujukan untuk mendukung swasembada pangan. Disamping itu konservasi sumberdaya air ditujukan agar potensi sumberdaya air yang ada tetap terjaga kelestariannya.
5. Sasaran Kelima : Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi Dan Air Minum. 

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka prioritas kebijakan yang akan dikembangkan adalah air minum bagi masyarakat di desa maupun di kota merupakan kebutuhan yang sangat  esensial. Selain air minum dibutuhkan untuk konsumsi sehari-hari, ketersediaan air minum juga berkaitan dengan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. Penyakit yang disebabkan oleh konsumsi air yang tercemar seperti diare termasuk dalam 10 penyakit utama yang diderita masyarakat. Oleh karena itu salah satu prioritas pembangunan dalam lima tahun ke depan adalah mempercepat penyediaan air minum hingga ke desa-desa. Penyediaan dan pengelolaan prasarana sanitasi terkait erat dengan derajat kesehatan masyarakat. Prasarana sanitasi seperti prasarana pengelolaan sampah, prasarana drainase dan prasarana pengelolaan air limbah dibutuhkan dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan lingkungan.
6. Sasaran Keenam : Pembangunan Energi Alternatif, Mamanfaatkan Tenaga Air, Surya, Angin dan Panas Bumi. 

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka prioritas kebijakan yang akan dikembangkan adalah :

a) Dari banyak hasil penelitian diketahui bahwa energi listrik memiliki peranan yang sangat besar dalam mendukung aktivitas manusia, baik sebagai penerang, penggerak ekonomi, pelayanan pendidikan dan kesehatan serta dalam pengembangan teknologi informatika dan komunikasi. Ketersediaan energi listrik dengan menggunakan mesin diesel saat ini merupakan salah satu pilihan utama, walau bahan bakar minyak saat ini cukup langka dan mahal terutama di desa-desa. Oleh karena itu penggunakan energi alternatif merupakan alternatif yang perlu dicarikan jalan keluarnya. Pembangkit energi skala kecil untuk mendukung aktivitas masyarakat dengan menggunakan sumberdaya terdekat seperti tenaga air (micro-hydro), tenaga angin dan tenaga surya perlu dikembangkan mengingat sumberdaya seperti disebutkan itu cukup tersedia setiap saat, sehingga perlu  dipikirkan adalah penyediaan tenaga pengelola dan sarana pendukungnya.
b) Pembangunan energi listrik dalam lima tahun ke depan terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di desa-desa akan menjadi prioritas dalam membangun kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara;
7. Sasaran Ketujuh : Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan Strategis. 

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka prioritas kebijakan yang akan dikembangkan adalah untuk mendukung upaya peningkatan nilai tambah sumberdaya alam maka akan dikembangkan kawasan strategis ekonomi terutama yang terkait dengan ketersediaan potensi sumberdaya alam. Pembangunan sarana prasarana kawasan strategis juga ditujukan untuk mendukung kebijakan Pemerintah pada RPJMN 2014-2019. Pada periode Tahun 2008-2013 telah dirancang beberapa kawasan strategis yang potensial untuk meningkatkan nilai tambah secara signifikan yaitu kawasan pertambangan Asera, Wiwirano dan Langgikima (Awila), kawasan pertambangan Kolaka Utara, Kawasan Pertambangan Watekule Kabaena Bombana, Kawasan Industri Kakao di Ladongi Kolaka, Kawasan Industri Rumput Laut di Baubau dan Buton serta kawasan Industri Pariwisata di Wakatobi, Kawasan-kawasan ini diharapkan mampu menjadi pemicu terhadap pembangunan masyarakat dan daerah sekitar melalui proses peningkatan nilai tambah.

8. Sasaran Kedelapan : Mempercepat Pembangunan Sarana Prasarana Desa dan Kecamatan. 

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka prioritas kebijakan yang akan dikembangkan adalah Salah satu upaya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan dan masyarakat miskin perkotaan adalah dengan memberikan pelayan yang nyata dan berdimensi pemberdayaan. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung merupakan salah satu kendala berkembangnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Sesuai dengan komitmen membangun masyarakat di pedesaan maka pengembangan sarana prasarana desa dan kecamatan ditujukan untuk memberikan akses yang lebih besar dan merata terhadap sentra produksi, sentra pengolahan dan pasar.  Salah satu cara yang akan ditempuh adalah dengan mengembangkan Ibukota kecamatan sebagai pusat-pusat pertumbuhan atau kawasan strategis cepat tumbuh.
2.3.1.2 Isu Strategis /Permasalahan Pembangunan Daerah Tahun 2016 

Berdasarkan pencapaian program pembangunan pada tahun 2014 dan target pencapaian pada tahun 2015 maka dapat disimpulkan bahwa isu strategis/ permasalahan yang dihadapi pada pembangunan tahun 2016 adalah sebagai berikut : 

a. Pembangunan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia.

Kondisi Kualitas Pendidikan dan kesehatan masyarakat Sulawesi Tenggara sampai dengan saat ini masih rendah. Untuk itu peningkatan kualitas pendidikan utamanya ditujukan untuk meningkatkan angka melek aksara penduduk usia diatas 15 tahun, rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun, persentase lembaga pendidikan menengah yang terakreditasi dan memenuhi standar pelayanan minimal, dan mutu tenaga pendidik. Selain itu  Pembentukan karakter bangsa melalui peningkatan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Pada bidang pembangunan kualitas kesehatan masyarakat,  kedepan juga masih dibutuhkan upaya yang lebih serius dan konsisten, terutama dalam mengatasi persoalan pada masih adanya kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan yang berkualitas yang di pengaruhi oleh terbatasnyajumlah dan mutu sumberdaya manusia, kesehatan, serta sarana dan prasana pelayanan kesehatan yang dapat memberikan pelayanan prima dibidang kesehatan. Untuk itu, peningkatan kualitas kesehatan utamanya ditujukan untuk menurunkan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup melalui peningkatan kapasitas tenaga medis dan para medis, pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
b. Pembangunan Ekonomi

Persoalan pembangunan ekonomi yang dihadapi Sulawesi Tenggara adalah masih tinggi tingkat kemiskinan yang berada di atas tingkat kemiskinan nasional, tingkat pengangguran terbuka, terbatasnya sarana prasarana pertanian, perikanan dan perekonomian lainnya sehingga mengakibatkan belum optimalnya pengelolaan dan peningkatan nilai tambah sumberdaya alamyang dimiliki dalam rangka  menciptakan produksi yang berdaya saing dan perkuatan ketahanan pangan Sulawesi Tenggara. Pembangunan ekonomi Sulawesi Tenggara juga masih menghadapi masalah pada terbatasnya ketersediaan teknologi, energi dan regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan sumberdaya alam dan industrialisasi. Oleh karena itu isu peningkatan nilai tambah SDA untuk mendorong terciptanya produksi yang berdaya saing (antara lain: sumber daya pertanian, perikanan & kelautan, pertambangan, dan kehutanan), menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui percepatan penyediaan regulasi, peningkatan ketahanan pangan melalui ketersediaan lahan lahan pangan berkelanjutan dan pengembangan pertanian dalam arti luas, dan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan SDA menjadi isu strategis dalam pembangunan tahun 2016.
c. Revitalisasi Pemerintahan Daerah

Masih Rendahnya kompetensi, professional, dan disiplin dalam pengelolaan pemerintahan, terutama pada pengelolaan keuangan daerah, pelaporan hasil-hasil pembangunan dan Kualitas kinerja dan disiplin aparatur pemerintah.

Pembangunan tahun 2016 diprioritaskan pada isu peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan profesionalitas aparatur dalam pengelolaan pemerintahan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan E-Government (perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian) dalam pengelolaan pemerintahan daerah, peningkatan pemanfaatan potensi daerah melalui kerjasama dan/atau koordinasi pengembangan wiayah (optimalisasi BKPRS, BKPRD dan implementasi MoU kerjasama antar instans pemerintah daerah), dan pengembangan kerjasama pengelolaan aset daerah dengan pihak ketiga (Publik Private Partnership).
d. Memantapkan Kebudayaan Daerah

Dalam mengembangkan kebudayaan daerah,  beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah Sulawesi Tenggara adalah memantapkan dan memperkenalkan budaya daerah melalui kegiatan promosi budaya (pagelaran seni budaya, Hallo Sultra), meningkatkan kuantitas, kualitas, dan komitmen pranata/lembaga kebudayaan dalam pelestarian budaya daerah, meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan kebudayaan seiring dengan dinamika perkembangan kebudayaan, pemanfaatan kekayaan budaya dan pariwisata melalui revitalisasi sarana prasarana kebudayaan dan obyek wisata, pengembangan dan pelestarian kebudayaan dan pariwisata melalui peningkatan sinergi antara pemangku kepentingan secara berkelanjutan, dan pelestarian sarana dan prasarana kebudayaan.
e. Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur kewilayahan dan kawasan Strategis

Permasalahan terdapat pada masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana wilayah utamanya kurangnya sarana jalan dan jembatan yang menghubungkan sentra produksi dan pengolahan serta yang menghubungkan Pusat-Pusat Kegiatan (Perkotaan) di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara, sarana dan prasarana pengelolaan sumberdaya air, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, pembangunan sarana prasarana kewilayahan (Bandar Udara, Pelabuhan, Rumah Sakit, Pertokoan, Perhotelan), dan sistem transportasi terpadu yang menghubungkan seluruh wilayah Sulawesi Tenggara dan sistem telekomunikasi yang mampu menjangkau seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan upaya-uaya meliputi: peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah (jalan, jembatan, bandara, area publik, irigasi, elektrifikasi, akses sanitasi, dll) terutama pada kawasan strategis dan daerah otonomi baru, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang akan mendukung aksesibilitas antara daerah penghasil bahan baku, sentra produksi/pengolahan dengan pusat-pusat kegiatan (perkotaan), peningkatan kualitas sistem informasi dan transportasi terpadu, dan pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian dampak lingkungan dan bencana alam (reklamasi, sedimentasi, DAS, emisi karbon, rencana detail tata ruang).
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